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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan
Peraturan Menteri  Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024,;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur,
struktur, organisasi, dan fata kerja Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, periu dilakukan
penyesuaian terhadap Rencana Strategis Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-
2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas
Peraturan  Menteri  Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024;



Mengingat

LLL.

1.1

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 204);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 4421) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan



Menetapkan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1247);

12. Peraturan  Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

414);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-
2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1247) diubah menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 766

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

e ——

RR. Rita Erawati
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PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian PPN/Bappenas menyusun
Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan dokumen yang bersifat
indikatif. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka Kementerian PPN/Bappenas
menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal tercapainya perencanaan dan
pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Kementerian PPN /Bappenas dilaksanakan melalui pendekatan
proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) secara
teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik,
Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian
dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, maka Renstra
Kementerian PPN/Bappenas disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara
pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode
2020-2024.

Pada bagian awal Renstra Kementerian PPN/Bappenas ini diuraikan kondisi umum
yang merepresentasikan pencapaian sasaran makro pembangunan nasional dan
kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2015-2019 serta tantangan
pembangunan global dan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai
Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kementerian
PPN/Bappenas bertanggungjawab atas perencanaan dan pembangunan nasional
jangka panjang, menengah dan tahunan.

Selain capaian utama tersebut, pencapaian visi dan misi Kementerian PPN /Bappenas
dalam hal pelayanan publik tidak terlepas dari dukungan, aspirasi dan harapan dari
stakeholders yang semakin dinamis. Aspek aspirasi stakeholders kepada Kementerian
PPN /Bappenas dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra ini. Aspirasi
ini merupakan aspek penting dalam dimensi pelayanan publik yang harus terus
ditingkatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang. Aspirasi
stakeholders tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders
atas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam lima
tahun terakhir.

1.1.1 Capaian Pembangunan Nasional 2015-2019

Pelaksanaan pembangunan pada periode RPJMN 2015-2019 menghadapi berbagai
peristiwa ekonomi global, seperti Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat
terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses
rebalancing ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era commodity boom. Hal tersebut
menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis
keuangan global tahun 2008 berjalan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per
tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tersebut
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara
berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun (data World Economic Outlook
Database IMF Oktober 2019). Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berbagai
kebijakan reformasi struktural dapat berjalan baik, antara lain pembangunan
infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan
efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh
pertumbuhan di berbagai sektor, antara lain: (1) Industri pengolahan tumbuh rata-
rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per
tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk
memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan
ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi
dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.



Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan
merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap
pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi,
pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya,
konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping
itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor
dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen
per tahun.

Sementara itu, stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin
dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan
defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Menurut Laporan Inflasi
Bank Indonesia Tahun 2019, sepanjang tahun 2015-2019 inflasi mencapai rata-rata
3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara
itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi
neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan
cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD129,2
miliar pada tahun 2019.

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan
menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal
jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang hanya 30,2 persen
Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah
dari 3,0 persen PDB (data dari Kementerian Keuangan, 2020).

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat
meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih
dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan
kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019
dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531
pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita
(Atlas Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-
tinggi. Perlu diketahui bahwa batas GNI per kapita (Atlas Method) negara
berpendapatan menengah tinggi menurut World Bank per Juli 2019 sebesar
USD3.996.

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan turun hingga satu digit
(9,41 persen pada Maret 2019), yang menunjukkan bahwa program penanggulangan
kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari
0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan
antar golongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami
peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018). Pencapaian hasil sasaran makro
pembangunan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kementerian
PPN /Bappenas dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan
kredibel disertai langkah pemantauan dan evaluasi dalam mengawal pelaksanaan
pembangunan nasional. Pencapaian Sasaran Makro secara keseluruhan dapat dilihat
pada Gambar 1.

Gambar 1. Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019
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Penilaian hasil pembangunan periode 2015-2019 berdasarkan sasaran Pokok pada
Dimensi Pembangunan menunjukkan pencapaian sasaran pokok pembangunan
RPJMN 2015-2019 yang cukup baik. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 yang
mencapal target secara optimal sebesar 58,15 persen, sedangkan 41,85 persen
sisanya tidak dapat sepenuhnya tercapai. Pencapaian sasaran pokok yang ditetapkan
dalam RPJMN periode 2015-2019 berdasarkan dimensi pembangunan dapat terlihat
pada gambar berikut.

Gambar 2. Rekapitulasi Capaian Sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan
RPJMN 2015-2019

55,26%

Dimensi Dimensi Dimensi Sektor Dimensi Dimensi
Perkembangan Pembangunan Unggulan Pemerataan dan Pembangunan
Ekonomi Manusia dan Kewilayahan Politik, Hukum,
Masyarakat Pertahanan, dan
Keamanan
_ = Prognosa capaian tercapai ® Prognosa capaian sulit tercapai

Sumber: Evaluasi Akhir RPBJMN 2015-2019 (Bappenas, 2019)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa prognosa capaian sasaran pokok
tertinggi terdapat pada Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan (sebesar 70 persen). Sedangkan prognosa tercapai dengan capaian paling
rendah dialami pada Dimensi Perkembangan Ekonomi yaitu sebesar 42,86 persen.
Sasaran pada dimensi pokok pembangunan lainya memiliki capaian Prognosa
Tercapai yang lebih besar, yang artinya mayoritas target yang ditetapkan dalam
perencanaan pembangunan pada periode 2015-2019 telah tercapai.

Jika dilihat dari dukungan output K/L, maka menunjukkan bahwa K/L telah
berperan aktif dalam tercapainya target pembangunan nasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari capaian dukungan K/L
terhadap RKP 2019 seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Dukungan Output K/L terhadap Pencapaian Prioritas Nasional RKP Tahun
2019

1 | Pembangunan Manusia melalui Pengurangan 96,67 99,73 98,20
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan
Dasar

2 -"Pengurangan Kesenjangan antar w11ayah

- [Kemant}man s b e

3 Peningkatan Nilai Tarnbah Ekonorm dan 98,08 73,88 85,98
Penciptaan Lapangan Kerja melalui

Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa

Produktif 1

4 '3‘Pema_ntapan Ketahanan Energ1 Pangan danl_‘;.;‘;."i'"'" 00

T 6405 | 7853

.5 Stablhtas Keamanan Nasional dan 9411 . 99,30 96,71
Kesuksesan Pemilu




Sumber: Hasil Evaluasi RKP Tahun 2019 (Bappenas diolah, 2020)

Evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2019 menunjukkan bahwa
dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN belum sepenuhnya
dijalankan oleh K/L. Pencapaian PN RKP hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa
masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target
pembangunan.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2019 di antaranya
permasalahan regulasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM).
Masalah regulasi tercermin dalam pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan
Jasa Produktif Lainnya yang terkendala oleh tidak adanya sinkronisasi kebijakan
antar instansi terkait serta pada PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air yang terkendala oleh masih adanya peraturan pemerintah level
teknis yang kurang memberikan suasana kondusif bagi pelaku usaha sehingga perlu
percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan PN.

Selanjutnya, kurangnya peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor
penghambat peningkatan produksi barang dan jasa terutama dalam pelaksanaan PN
4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Adapun
permasalahan SDM yaitu masih rendahnya kualitas SDM dan ketidakselarasan
antara tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang
dibutuhkan oleh dunia usaha juga menjadi permasalahan dalam pencapaian PN RKP
2019. Pencapaian RPJMN 2015-2019 dan dukungan K/L terhadap RKP di atas
menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas, terutama dalam
meningkatkan kualitas penyusunan RKP khususnya upaya menjaga sinergi antar
K/L untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan sektor, dan upaya pengendalian
atas pelaksanaan rencana yang lebih akuntabel untuk memastikan dicapinya
sasaran/ target.

1.1.2 Capaian Kinerja Kementerian PPN /Bappenas 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN
dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan
pembangunan nasional dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di K/L dan
Daerah, Bappenas memiliki peran sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional
Perencana (JFP) melalui penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan JFP dan
pengelolaan beasiswa dan pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019
memuat 2 (dua) tujuan yaitu:
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis,
dan kredibel.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di
Kementerian PPN/Bappenas.

Kedua tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU)

di tingkat kementerian yaitu:

1. Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana
kerja kementerian/lembaga/daerah;

2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (Perpres RKP);

3. % rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional
yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga;

4, Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Pada Tabel 2 berikut terlihat bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas
menunjukkan hasil yang baik dalam mencapai kedua tujuan tersebut.
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Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

oo} ZKementerlan /Lembaga/Daera
4. :% keselarasan muatan RKP
‘dengan RPJMN
| = % keselarasan muatan
Renja K/L dengan RKP
* % keselarasan muatan RKA
KL dengan RKP

2 Rancangan Perpres RKP 100% 100% 100% 100% | 100%

3 | % rekomendasi pemantauan, 100% 100% .| 100% | 92,38 90,35
evaluasi, dan pengendalian _ e Yo %
| rencana pembangunan -
- -nasxonal yang d1t1ndak1an_'|ut1 = e
4 Tlngkat kualitas tata kelola 100% 100% 100% 100% 100%

pemerintahan Kementerian
PPN/Bappenas

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1

Capaian kinerja pertama yang diukur dari keselarasan muatan sasaran RKP terhadap
RPJMN, Renja K/L, dan RKA K/L terlihat dari tren peningkatan kualitas keselarasan
perencanaan pembangunan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L setiap tahun. Capaian
kinerja ini menunjukkan adanya upaya yang optimal untuk menyelaraskan antara
RKP terhadap Renja K/L dan RKA K/L oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai
pelaksana perencanaan.

Terkait dengan pencapaian kinerja kedua, Kementerian PPN/Bappenas telah
menghasilkan dokumen RKP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang disusun
sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat
dan Daerah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas dalam kurun waktu 2015-2019
telah menghasilkan beberapa produk perencanaan seperti: (i) dokumen Visi Indonesia
2045 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJP 2025-2045; (i)
Rancangan RPJMN 2020-2024; (iii) pengembangan sistem Kolaborasi Perencanaan
dan Informasi Kinerja Anggaran (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran (KRISNA)); serta (iv) penerapan prinsip money follows program serta
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan perencanaan tersebut berimplikasi
kepada dimulainya proses perencanaan dalam Kkoridor Prioritas Nasional (PN),
Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN).
Pendekatan PN ini mengharuskan pencapaian sasaran/ target/indikator PN secara
bersama-sama oleh K/L terkait dan didukung oleh daerah sesuai sasaran PN yang
tersebut pada tingkat kewilayahan.

Capaian kinerja yang ketiga “% Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” dilakukan
dengan cara mengukur capaian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan RKP 2019 terlihat telah mencapai 90,35%. Pencapaian kinerja ini
menghadapi kendala terjadinya ketidaksesuaian beberapa komponen/sub komponen
kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan sasaran yang ditetapkan dalam
Prioritas Nasional RKP 2019. Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanat untuk
menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan
tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan nasional. Peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas di masa
mendatang diharapkan lebih kuat dalam hal: (1) peningkatan koordinasi dan
sinergitas program pembangunan K/L/D; (2) peningkatan koordinasi dan kerja sama
dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP;



dan (3) pengintegrasian sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran
untuk mengendalikan prioritas nasional RKP.

Capaian kinerja ke empat terkait peran Kementerian PPN/Bappenas dalam
mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih
menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola pemerintahan telah tercapai dengan
"Baik". Hal ini dicapai dari perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB yang
terlihat pada Gambar 3. Selama periode tahun 2015-2019 secara konsisten dicapai
Opini WTP yang secara berturut-turut sejak tahun 2008. Selain itu, Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selalu meningkat dan hasil penilaian
tahun 2019 berhasil mencapai predikat “A”, sedangkan Indeks RB juga konsisten
meningkat dan hingga 2019 juga mencapai predikat “A”.

Gambar 3. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019

Opini BPK atas
Laporan Keuangan
Nilai Hasil Evaluasi
AKIP

Birokrasi

Sumber: LaporanKmetja Kementerian PPN/Bappehaé Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan
pendekatan THIS (Tematik-Holistik-Integratif-Spasial) yang lebih baik, Kementerian
PPN/Bappenas terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan
kualitas proses perencanaan. Survei kepuasan stakeholder atas pelaksanaan
penyusunan RKP 2020 telah dilakukan kepada Bappeda dan Kementerian/Lembaga
serta unit kerja di Bappenas, terutama terhadap aspek administrasi seperti waktu
dan proses pelaksanaan kegiatan, serta aspek substansi seperti penyampaian
indikasi Proyek Prioritas dan pembahasan rancangan dalam pertemuan koordinasi.
Berdasarkan hasil survei kepuasan stakeholder, diperoleh tingkat kepuasan dengan
metode perhitungan weighted average sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Capaian Kepuasan Stakeholder dalam Penyusunan RKP 2020

Bappeda 7,07 Baik
K/L 78,35 Baik
Internal Bappenas 80,33 Baik
Total rata-rata 78,58 Baik

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas (diolah), 2019

Keterangan: Kategori Tingkat Kepuasan 25,00-43,75 (tidak baik); 43,76-62,50 (kurang baik), 62,51-81,25
(baik); 81,26-100 (baik sekali)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepuasan yang diperoleh
berkategori “Baik”. Begitu juga halnya dengan capaian tingkat kepuasan pelayanan
internal dan pelayanan publik tahun 2015-2019 berkategori “Baik”. Dinamika tingkat
kepuasan tersebut menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/ Bappenas untuk
semakin memperbaiki pelayanan publik di bidang perencanaan. Hasil survei tingkat
kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas,
ditemukan beberapa masukan terkait teknis maupun substansi pelaksanaan
perencanaan pembangunan. Secara teknis, publik dari Kementerian PPN/Bappenas
menyatakan sudah cukup puas terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
yang telah dilakukan, sedangkan terkait dengan substansi pelaksanaannya ada
beberapa masukan yang disampaikan yaitu kualitas materi pembahasan pada saat
Musrenbangnas, dan usulan yang disepakati merupakan keputusan final dan tidak
perlu ada pembahasan lanjutan. Selain itu, terdapat banyak masukan dari
Kabupaten dan Kota pada saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
(Rakortekrenbang) tidak terakomodir pada saat Musrenbangprov.
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Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan nasional di antaranya adalah dengan menciptakan proses

perencanaan dan penganggaran yang lebih terpadu. Upaya ini sckaligus

mengejawantahkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya

pasal 34 yang berbunyi: “Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas :
berbagi pakai data (data sharing) perencanaan dan penganggaran serta realisasi
belanja;

2. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang
terintegrasi;

3. menyusun format, klasifikasi, dan sistem basis data Renja-K/L dan RKA-K/L”.

Menindaklanjuti hal terebut, pada tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas
meluncurkan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang
berfungsi mengintegrasikan platform perencanaan dan penganggaran untuk
mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Aplikasi
elektronik itu juga terkoneksi langsung ke RKA K/L. Beberapa keunggulan KRISNA
adalah mampu melakukan pemantauan perencanaan dan penganggaran secara real-
time, transparan, dan tanpa kertas (paperless). KRISNA turut berperan dalam
kerangka besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan
menciptakan ekosistem pemerintahan digital di Indonesia.

Pada awalnya KRISNA hanya mempunyai satu sub-sistem yang berfungsi dalam
penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), kemudian pada
tahun 2018 menjadi KRISNA 2.0 yang memiliki beberapa sub sistem: (i) KRISNA-
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk menyusun prioritas nasional dalam RKP, (ii)
KRISNA-Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menyusun pengusulan, penilaian,
sinkronisasi dan pengalokasian DAK Fisik, dan (iii) KRISNA-SELARAS untuk Rapat
Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortek Renbang) dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). KRISNA 3.0 sebagai generasi
ketiga telah menyempurnakan KRISNA versi sebelumnya dan memiliki sub-sistem
untuk RPJMN dan Renstra K/L yang terkoneksi dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Dengan kondisi ini KRISNA menjadi instrumen untuk
menyelaraskan antara RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, serta menjadi
acuan dalam menyusun RKA K/L. Harapan selanjutnya bagaimana setiap perubahan
RKA K/L dapat secara otomatis mengubah Renja K/L dalam KRISNA, dan sekaligus
menjadi bahan pemutakhiran sasaran-sasaran RKP.

Saat ini, KRISNA telah digunakan oleh 87 kementerian dan lembaga negara, 34
pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unit perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri. KRISNA juga telah terintegrasi dengan sistem
informasi pemerintahan lainnya, yakni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), e-Monev (Kementerian
PPN/Bappenas), SatuDJA, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara dan RKA-K/L (Kementerian Keuangan), Data Pokok Pendidikan (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan), serta Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Selain menjadi penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas juga telah melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang
bersifat strategis dan lintas bidang, terutama yaitu:

1. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable
Development Goals (SGDs).
=

Sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan  4* s 2
Berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berperan gf‘ﬁ

sebagai Koordinator Pelaksana Dewan Pengarah dan
Ketua Tim Pelaksana dengan tugas:

a. Dalam rangka pencapaian sasaran nasional, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan %
Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan % )
menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan Rencana Aksi % w
Nasional (RAN) TPB.

b. Dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, Menteri PPN/Kepala Bappenas
mengoordinasikan:

1) fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5



(lima) tahunan;

2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan
daerah;

3) penerbitan Panduan Kemitraan Multi-Pihak untuk Pelaksanaan TPB/SDGs di
Indonesia.

4) sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang
sah dan tidak mengikat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian TPB/SGDs, adalah
sebagai berikut:

a. Pengarusutamaan SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
b. Localizing SDGs di tingkat daerah.

c. Fasilitasi pendirian SDGs Center di 13 universitas.

d. Kemitraan strategis dengan institusi non-pemerintah.

2. Satu Data Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(SDI) maka Kementerian PPN/Bappenas berperan
sebagai Ketua Dewan Pengarah, Koordinator Forum
Satu Data Indonesia dan sekaligus pengelola
Sekretariat Satu Data Indonesia. Secara khusus,
Kementerian PPN/Bappenas bertugas menetapkan
Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

SATU DATA
INDONESIA

Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia

untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Sementara Satu Data
Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data
yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui
pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode
Referensi dan Data Induk.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan SDI adalah:

Peraturan Presiden/Menteri tentang pelaksanaan SDI tingkat Pusat dan Daerah.
Penetapan data Prioritas tahun 2020

Penetapan RAN SDI.

Petunjuk Teknis SDI Tingkat Pusat dan Daerah.

Sistem Informasi PORTAL SDI.

Bimbingan Teknis di tingkat Pusat dan Daerah tentang PORTAL SDI.
Interoperabilitas terhadap Data Induk/ Kode Referensi pada beberapa K/L tertentu
ke dalam Portal SDI.

h. Interoperabilitas terhadap Data Prioritas ke dalam Portal SDI.

i. Pusat dalam mengambil keputusan terkait pembangunan

Wm0 o

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
Kementerian = PPN/Bappenas turut berperan  dalam
pengembangan Arsitektur SPBE Nasional yang bertujuan
untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi
SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan
SPBE yang terpadu secara nasional.

Selain itu, Rencana Strategis SPBE juga mengamanatkan Kementerian
PPN/Bappenas melaksanakan Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan
Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi,
Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional. SPBE memberi peluang untuk
mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi
pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai
tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada
masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk
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kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan
pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

4. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua Majelis
Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang
merupakan instrumen utama pemerintah Indonesia dalam
mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pembangunan
rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim. Konsep
Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menekankan pada
mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
(ekonomi hijau) melalui sinergi kebijakan lintas sektor yang
dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan
ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya RENDAH KARBON
penurunan emisi; serta mendorong tumbuhnya green INDONESIA
investment untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

PEMBANGUNAN

QOutput kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam PRK,
adalah:

a. Update Kebijakan PRK.

b. Sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan PRK.

c. Pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen PPRKD dan penyusunan
Peraturan Gubernur PPRKD pada 34 Provinsi.

d. Fasilitasi dan pendampingan pada lima provinsi percontohan.

e. Fasilitasi Kegiatan Adaptasi dan Ketahanan Iklim.

f. Komunikasi Strategis.

g. Dukungan Operasional Kesekretariatan.

5

Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan

Kementerian PPN/Bappenas selain melaksanakan tugas pokoknya
juga mendapat amanat dari Presiden untuk menyiapkan pemindahan
IKN berupa kegiatan penetapan alternatif lokasi dan persiapan
pemindahan IKN. Kementerian PPN/Bappenas bertugas melakukan
analisis awal mengenai potensi lokasi yang memenuhi kriteria IKN
baru dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan
kebencanaan dengan kementerian/lembaga, para ahli di bidang
masing-masing, dan pemerintah daerah. Dalam proses persiapan
pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas juga bertugas
mengawal agar pemindahan IKN berjalan dengan baik dan memberi
dampak positif bagi masyarakat sekitar IKN dan Indonesia, termasuk
menyiapkan berdirinya Badan Otorita yang akan menjadi pengelola
IKN. Keseluruhan penugasan ini didukung dengan dibentuknya Tim
Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara yang terdiri dari 9
kelompok kerja beranggotakan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dengan
koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh hasil analisis kemudian
dikonsolidasikan dan diintegrasikan dengan masukan dari Kementerian/Lembaga,
akademisi, pakar dan tenaga ahli, serta masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui
berbagai forum diskusi.

Output kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam

perencanaan pembangunan IKN, adalah:

a. Analisis dan policy paper awal Pemindahan TKN.

b. Pre-feasibility analysis dan Pre-Masterplan.

c. Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN (Masterplan IKN) termasuk
analisis Lingkungan Hidup Strategis.

d. Dokumen naskah akademik tentang pemindahan Ibu Kota Negara.

e. Materi Komunikasi dan Publikasi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan
Timur.

f. Analisis dan policy paper terkait dengan ASN dalam rangka perpindahan ke Ibu
Kota Negara.

g. Dokumen Naskah Akademik RUU IKN dan Rancangan Peraturan Presiden
mengenai badan otorita ibu kota negara.
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6. Insiatif Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu arah

kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah

meningkatkan peran Indonesia dalam KSST dan
untuk mendukung pertumbuhan yang berkualitas
melalui peningkatan perdagangan dan investasi.

Peningkatan kualitas KSST yang telah dilakukan

Kementerian PPN /Bappenas melalui:

a. Penyusunan Rencana Induk dan Cetak Biru
KSST; Grand Design Peran BUMN/Swasta.

b. Penetapan 22 Resource Centers penyedia
keahlian dan pengalaman pembangunan.

c. Knowledge sharing tentang perencanaan pembangunan nasional untuk
negara di kawasan ASEAN.

d. Koordinator (focal poinf) kerja sama pembangunan kerangka Reverse Linkage,
berdasarkan MoU antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic
Development Bank pada Desember 2017. Melalui skema Reverse Linkage.
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan model kerja sama yang mendukung
manfaat ekonomi dengan Kirgizstan, Maroko, Tunisia, Nigeria dan Senegal.

e. Partisipasi aktif dalam forum internasional sebagai kontribusi dalam arsitektur
pembangunan global: Buenos Aires Plan of Action (BAPA +40), Country Led
Knowledge Sharing (CLKS) Dialogue Meeting if IsDB member countries (3 2-C
meeting).

7. Masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Nasional (National Capital
Integrated Coastal Development/ NCICD)

Fenomena penurunan muka tanah (land
subsidence) di permukaan daratan Jakarta yang
diperkirakan dapat mencapai lebih dari tiga meter
dalam waktu lima puluh tahun telah menjadi isu
strategis pembangunan nasional. Untuk itu,
Kementerian PPN /Bappenas berinisiatif
mengupayakan penanganannya melalui
penyusunan Masterplan Pengembangan Terpadu
Pesisir Ibukota Nasional (NCICD). NCICD
mencakup konsep pembangunan tanggul lepas
pantai di utara teluk di Jakarta sebagai langkah
untuk melindungi ibu kota dari bencana lingkungan.

Laguna besar pada sisi dalam tanggul akan dikelola untuk menampung air tawar dari
13 sungai di Jakarta (coastal reservoir). Rencana NCICD tersebut terintegrasi dengan
upaya pengembangan Kawasan pesisir serta perlindungan terhadap bencana
lingkungan dan bencana alam. Berbagai peran yang diemban Kementerian
PPN /Bappenas tersebut mengacu pada karakter lembaga yang bersifat lintas sektor
dan kemampuannya sebagai think tank/enabler, yang harus terus dijaga dan
ditingkatkan di masa mendatang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai beragam potensi yang dapat menjadi faktor

penguat dalam menjalankan fungsinya antara lain:

1. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian
PPN/Bappenas sebagai koordinator seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah
dalam perencanaan dan pembangunan nasional serta memberikan pemikiran
strategis pembangunan kepada Presiden.

2. Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah dengan tugas dan
fungsi perumusan perencanaan pembangunan, mempunyai sumber daya
manusia yang mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis
pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi termasuk dampak
bencana alam dan non-alam (seperti pandemi penyakit menular Covid-19) di
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antaranya dengan: (i) bertindak sebagai pemberi informasi dan rekomendasi hasil
pembangunan kepada Presiden dan pihak terkait dalam pemerintahan; dan (ii)
memberikan sistem peringatan dini atas isu-isu strategis nasional yang
membutuhkan penyelesalan secara cepat dan tepat.,

Kementerian PPN /Bappenas memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra
kerja dalam negeri (pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat sipil,
media, dan perguruan tinggi) maupun dengan mitra pembangunan internasional
sehingga berpotensi menjadi lembaga think tank pemerintah yang menghasilkan
analisis dan policy paper yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan
berbasis fakta (evidence-based planning) serta menghasilkan kebijakan inovatif
dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan
pembangunan nasional. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi
pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga pemantauan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan
secara berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan
sasaran dan pelaksanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat
diwujudkan secara efektif dan efisien.

Kementerian PPN /Bappenas merupakah salah satu Kementerian/Lembaga yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden
sehingga memiliki akses komunikasi dan koordinasi secara langsung kepada
Presiden.

Kementerian PPN/Bappenas telah diamanatkan oleh Presiden pada Pidato
Pelantikan Presiden menjadi clearing house perencanaan yaitu untuk
memastikan seluruh usulan kementerian/lembaga dalam rangka pembangunan
nasional termasuk prioritas nasional untuk menjamin ketepatan sasaran
pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional.

Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan
Kementerian PPN/Bappenas lebih efisien dan efektif dalam menjalankan
fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana
berpotensi memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think-tank
melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian
(research based policy).

Kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan
nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah cukup memadai.

Pengalaman dan kompetensi Bappenas dalam mengelola program pengembangan
SDM Pembangunan Nasional sejak pembentukan Overseas Training Offices (OTO)
melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan beasiswa
di dalam dan luar negeri.

Kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengoordinasikan peningkatan
kualitas pengelolaan Data dan Informasi pembangunan melalui inisiatif Satu
Data Indonesia, yang membuka akses data dan informasi pembangunan bagi
seluruh K/L dan Daerah serta menjadi referensi bagi dunia usaha, akademik,
dan masyarakat luas.

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang
dihadapi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
antara lain:

1

Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Penyebab

dari permasalahan tersebut adalah:

a. Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai
acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan.
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Rencana pembangunan belum optimal mempertimbangkan kesiapsiagaan
terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan, industri
4.0 dan ekonomi digital, termasuk penanganan dampak pandemi penyakit
menular (Covid-19).

Beberapa bagian tata kelola/tahapan penyusunan RKP berdasarkan
peraturan yang berlaku sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan
pemutakhiran atas tata kelola/tahapan penyusunan RKP.

Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pencapaian sasaran Prioritas
Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek
Prioritas (ProPN);

Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L
di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam
mendukung sasaran pembangunan nasional;

Sumber-sumber pendanaan Non APBN belum dimanfaatkan secara optimal
untuk pembangunan seperti investasi BUMN dan Swasta maupun skema
pendanaan lainnya,;

Belum dibakukannya Readiness Criteria untuk pelaksanaan Prioritas
Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP); Proyek Prioritas
(ProPN) dan Major Project (MP);

Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam
melaksanakannya secara efektif dan efisien;

Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah
satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas
nasional;

Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan
informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu
Data;

Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan namun
perlu dioptimalkan lagi dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan
perencanaan, khususnya mengarahkan K/L untuk menjalankan PN, PP, KP,
dan Proyek Prioritas serta Major Project.

Koordinasi dalam rangka wupaya sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan
Pemerintah No. 17 tahun 2017 belum berjalan optimal.

. Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana Pembangunan belum memadai

dalam mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional.

Permasalahan Pengelolaan Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas
meliputi:

a.

b.

Masih kuatnya budaya yaitu masing-masing unit kerja berdiri sendiri
dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit

Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi,
sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan
lintas K/L/D, termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah.
Unit-unit Kementerian PPN/ Bappenas belum mengimplementasikan proses
evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk
mengimbangi tugas perencanaan.

Kurang optimalnya kualitas layanan umum, penyusunan Kkegiatan dan
anggaran unit, instrumen penilaian kinerja pegawai, pengelolaan anggaran,
data dan informasi internal, peningkatan kapasitas perencanaan para
pegawai, layanan regulasi kepada pemangku kepentingan.

Belum adanya SOP yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara
Pejabat Struktural dan JFP yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan
mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat
fungsional perencana tingkat madya dan pejabat perencana ahli utama.
Belum adanya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses
penyusunan perencanaan pembangunan terutama Rapat Koordinasi Teknik
(Rakortek), pertemuan antar pihak (multilateral), Rapat Koordinasi Pusat
(Rakorpus), dan musrenbangnas.
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g. Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (ter-cascading) secara
individu.

h. Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan oleh (i)
belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan
sumber daya manusia belum didukung oleh data yang memadai; (ii) belum
diterapkannya hasil analisis potensi SDM sehingga penempatan sumber
daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan
dan keahlian; (iii) belum tercukupinya jumlah PNS yang dibutuhkan untuk
mendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau belum
dioptimalkannya ASN yang ada.

1.2.3 Tantangan Pembangunan Nasional 2020-2024

Ketidakpastian Global

Ketidakpastian global tahun 2019 masih akan terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun
mendatang. Sampai tahun 2024 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia
masih akan dihadapkan oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut datang
dari berbagai masalah global, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Cina yang
masih berlanjut. Selain itu, ancaman bencana alam, ketegangan politik global, perang
dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah, hingga
wabah virus Corona (Covid-19) masih berpotensi mengganggu perekonomian global.
Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung
stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7
persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024 (World Economic Outlook Database IMF
Oktober 2019). Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain
batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang memberikan tantangan
dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi,
otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan
meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan
kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu
proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui
pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government,
inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM
seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi
industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60
persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia,
diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu,
tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi
oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas
transaksi tersebut.

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan
internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh
ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor
terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 persen (2018).
Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati
3,0 persen PDB. Sementara beberapa peer countries sudah mencatatkan surplus.
Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi
pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3
persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi
Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan
tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat
produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan
baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics)
menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most
binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak
mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi,
serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala
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mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak
segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk
bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi
yang semakin meningkat. Kendala lain yang perlu diatasi adalah rendahnya
penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang perlu
ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Pandemi Covid-19

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yaitu tahun 2020, ekonomi
Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar
terhadap pencapaian sasaran RPJMN tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan
tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan
penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19,
identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah
dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah
dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan,
perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan
SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai
penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama pencegahan,
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan
sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji
laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi
dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target
pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan
pengendalian penyakit terhambat.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan
tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan
beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu.
Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi
produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali
keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan
menjaga keseimbangan harga.

Mitigasi Bencana Alam dan Non-Alam

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian
bencana cukup tinggi baik bencana alam maupun non alam. Hal demikian tentunya
pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian
bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan
politik. Hampir semua jenis bencana alam dan non alam telah menimbulkan korban
jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana
publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan
masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Sains dan teknologi mempunyai
kemampuan untuk memberitahukan bahwa bencana yang terjadi di masa lalu bisa
terjadi kembali di masa datang. Pandemi, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api
dan berbagai bencana berulang terjadi. Namun, sering terkejut dan tidak siap ketika
mengalami bencana yang berulang itu. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan
kebijakan tepat dan cepat untuk mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut.



BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2020-2024

2.1 Visi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan
Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun
2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda
Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian
PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai
lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi
instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang
selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang
berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas
kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil
pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya
strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat
mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan Kkapasitas
kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian
PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan
pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi
Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan
pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya
masing-masing;
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2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat
diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan
daerah, dan antardaerah; dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean
governarce.

Kredibel y perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan,
informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan
mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif
dan berorientasi ke depan.

2.2 Misi
Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan
pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang
efektif dan efisien.

2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian
PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam S (lima) tahun
ke depan, sebagai berikut:

Misi-1 :

e Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil
dan mempercepat kemajuan Indonesia.

e Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2 :

e Tuyjuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang
berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

2.4 Indikator Tujuan

Dalam mengukur pencapaian atas tujuan-tujuan yang telah ditargetkan oleh
Kementerian PPN/Bappenas untuk periode tahun 2020-2024, berikut ini
dirumuskan indikator tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas:

Tujuan - 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil da
mempercepat kemajuan Indonesia

e Indikator Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi
Hasil

Untuk mengukur pencapaian Tujuan -1 dilakukan dengan mengukur kesiapan
proyek-proyek prioritas yang mendukung Major Project pada tahun 2024. Kesiapan
perencanaan sebuah proyek dalam hal ini diartikan sebagai tersusunnya rencana
proyek prioritas yang terintegrasi antara kerangka investasi, kerangka pendanaan,
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan sasaran Major Project.
Secara lebih lanjut, pengukuran terhadap indikator tujuan tersebut dilakukan
melalui penilaian terhadap:

a. tersusunnya dokumen executive summary dan info memo secara terintegrasi
- Kesiapan pembiayaan: Pembiayaan Pemerintah dan Pembiayaan Non-
Pemerintah (KPBU, Badan Usaha, CSR, Filantropi, dan Dana Keagamaan)
- Kesiapan regulasi untuk menjamin berfungsinya Major Project
- Kesiapan lembaga yang mengoperasikan Major Project
b. proyek-proyek telah sesuai dengan kriteria kesiapan pelaksanaan (readiness
criteria)
- Analisis kelayakan proyek dan/atau rancangan teknis proyek (detail
engineering design);
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- Analisis biaya-manfaat;
- Analisis hukum:;
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- Kesesuaian dengan kelestarian lingkungan hidup; dan
- Rencana pengadaan lahan dan/atau kesiapan lahan.
c. proyek sudah groundbreaking
- Penyerapan tenaga kerja
d. tersedianya kerangka pengendalian untuk memastikan semua proyek
prioritas selesai sesuai dengan rencana.

Tujuan - 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan

¢ Indikator Tujuan: Terwujudnya Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk mengukur pencapaian Tujuan-2, adalah dengan melakukan survei kepada
Kementerian/Lembaga (K/L) atas kebijakan yang telah disusun oleh Kementerian
PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh K/L terkait. Sehingga untuk
pengukurannya, setiap tahun perlu dilakukan inventarisasi atas kebijakan
percepatan serta inovasi pembangunan yang sudah disusun dan dibandingkan
dengan jumlah kebijakan yang diterapkan oleh K/L melalui perencanaan di dalam
Renja dan RKA K/L.

Tujuan - 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas,
akuntabel, efektif dan efisien

e Indikator Tujuan: Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas,
Akuntabel, Efektif dan Efisien

Untuk mengukur pencapaian Tujuan-3, adalah dengan menggunakan indikator
berupa tingkatan atas tata kelola pelayanan yang diberikan oleh Kementerian
PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari segi kualitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensinya. Pengukuran nilai dari tingkatan tata
kelola pelayanan perencanaan tersebut dilakukan dengan mencari nilai rata-rata
dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

(1) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN /Bappenas;

(2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan
Pembangunan Nasional; dan

(3) %lIntegrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Untuk dapat ditemukan nilai rata-rata dari ketiga aspek tersebut, maka untuk
aspek indeks RB dan indeks kepuasan pemangku kepentingan akan dikonversikan
ke dalam bentuk % dalam proses perhitungannya.

2.5 Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di
tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan
yaitu:

Tujuan - 1:
e Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
perencanaan pembangunan nasional.
s Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan
nasional.
Tujuan - 2 :
e Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang
visioner.
Tujuan - 3 :
e Sasaran Strategis 4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang
bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

2.6 Indikator Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di
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tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran
yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian
PPN /Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 1:
a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
nasional.

¢ Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional selain digunakan untuk
mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, dapat pula digunakan untuk mengukur Kkinerja
penyusunan perencanaan K/L. Indeks Perencanaan Pembangunan
Nasional ini diukur dengan mencari nilai rata-rata dari 3 (tiga) aspek,
yaitu:

Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat

Definisi: Bauran program/kegiatan/proyek K/L untuk mencapai

sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang

dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

o % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.

o % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP,
KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP (di
samping untuk mengukur indeks kinerja Perencanaan
Kementerian PPN/ Bappenas, juga untuk mengukur Indeks
Kinerja Perencanaan K/L).

o % Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran
RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)

o % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran
Renstra K/ L (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L).

Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Pusat

Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai

sasaran PN,PP, KP, proyek prioritas dalam RKP baik antar waktu,

antarruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

o % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk
dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP,
proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.

Tingkat Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian
sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan
KEM Daerah dengan KEM Nasional.

Diukur dengan melihat:

o % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk
mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas
dalam RKP.

o % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya
(pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio
gini) selaras dengan KEM nasional.

b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
¢ Indikator Sasaran : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Kinerja pengendalian pembangunan nasional ini diukur berdasarkan dua
aspek yaitu:

Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/
bidang yang telah ditetapkan dalam RKP.

Diukur dengan melihat:
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o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L
dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek
prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.

* Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian

sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian

sasaran prioritas nasional.

Diukur dengan melihat:

o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh
Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target
Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran,
kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah.

o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh
Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target
kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung
capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam
RKP.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 2:
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
¢ Indikator Sasaran:

1)

2)

% Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan

Nasional yang dijalankan K/L

Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional

yang dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh

Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian

nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah,

antarruang, dan antar waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/program

untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

Diukur dengan melihat:

o % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan
Nasional yang dijalankan K/L

% Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan

K/L

Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai

kebijakan/ program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Diukur dengan melihat:

o % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang
dijalankan K/L

Sasaran Strategis untuk Tujuan - 3:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan
profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
¢ Indikator Sasaran :

1)

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas

Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan
perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan
kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di
bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan
kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
Diukur dengan melihat:

o Indeks RB Kementerian PPN /Bappenas

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang

Perencanaan Pembangunan Nasional

Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan

Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya

pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan

Diukur dengan melihat:

o Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di
bidang perencanaan pembangunan
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3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
Diukur dengan melihat:
o % integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan

pembangunan

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:
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Gambar 4. Keterkaltan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020- 2024
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BAB III
ARAH KERBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka
menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN
2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024
dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN /Bappenas
merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya
sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui
pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki
sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam
melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024
ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan
proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran
prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka
Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarustamaan (mainstreaming)
di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarustamaan sebagai
bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang
berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan
wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat
pengarustamaan tersebut adalah:

Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan
pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender,
yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam
pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam
pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan. Modal Sosial dan Budaya, yang
dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan
budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Transformasi
Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyelarasannya dengan
pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang
tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka
disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi
atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major
Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan
mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber
pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat
terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan
pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memposisikan diri sebagai
regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka
panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, peran Kementerian
PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui
peran Clearing House untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L,
RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema
pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan
nasional.

Peran aktif dan dukungan program seluruh unit kerja kedeputian sesuai lingkup
bidangnya, termasuk kolaborasi sinergi antar unit kedeputian sangat diperlukan
sebagai koordinator untuk mengawal tercapainya pembangunan nasional RPJMN
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2020-2024. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan
target rata- rata pertumbuhan ekonomi 6 (enam) persen setiap tahunnya. Pencapaian
transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah
sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing,
reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur.
Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup serta kerentanan
bencana alam dan non-alam di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam
pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan
keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat
beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan
yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas
3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta
mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah
kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian
PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan
berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas
dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan
tersebut adalah:

1. Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House

Presiden menginstruksikan dalam sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024,
bahwa Kementerian PPN/Bappenas menjadi Clearing House untuk melihat
konsistensi antara rencana strategis di setiap K/L dengan yang tertuang di RPJMN
dan Visi dan Misi Presiden.

Kementerian PPN/Bappenas dapat mencapai tujuannya dalam hal menjaga
konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan secara lebih optimal
dengan menjadi Clearing House pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan
oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas
sebagai Clearing House maka pendekatan yang digunakan adalah THIS.

Fungsi sebagai Clearing House menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai
koordinator perencanaan pembangunan yang memberikan persetujuan atas rencana
pembangunan K/L dan bertugas untuk menjaga visi dan misi Presiden. Dengan
demikian Kementerian PPN /Bappenas mengambil peran: (1) perencanaan; (2) alokasi
anggaran; (3) pengendalian; dan (4) enabler pembangunan nasional, Kementerian
PPN/Bappenas mendorong untuk terlaksananya agenda pembangunan tersebut.
Dukungan Kementerian PPN/Bappenas melalui perannya diarahkan agar bisa
terlaksananya 7 (tujuh) agenda pembangunan.

2. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (evidence
based planning).

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada
pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta
menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat
tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan
pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan
memberikan akses partisipasi kepada publik.

Perencanaan berbasis bukti (evidence based planning) merupakan pendekatan proses
perencanaan dengan memrioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data
dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan
membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan
kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti
diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan
efisien melalui pengendalian proses pembangunan

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode
sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian
pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama.
Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas
akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana
yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang
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tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.

4. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan
pembangunan nasional.
Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan
dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas
diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan
nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai enabler
pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif.
Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna
mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam
meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan
agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan
percepatan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas
Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16
Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan
Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan
Perencanaan dan Penganggaran.

6. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN /Bappenas sebagai lembaga perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini
diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D
dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk
dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti
(evidence based planning), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik
di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan,
pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan
dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform online.

3.2.2 Strategi Kementerian PPN/Bappenas

1. Strategi untuk Perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti, meliputi:

a. Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus
didasarkan pada hasil evaluasi atau hasil analisis ilmiah yang terbukti dan
mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.

b. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap
pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai
Clearing House.

c. Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap
prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.

d. Melaksanakan perumusan perencanaan teknokratik untuk sektor strategis
seperti Major Project atau untuk inovasi pembangunan yang didasarkan pada
bukti dan ilmu pengetahuan.

e. Mengembangkan model investasi publik dan portofolioc pembiayaan
pembangunan melalui skema creative financing dan delivery mechanism.

f.  Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi
perencanaan pembangunan.

g. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial
(THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi
pembangunan.

h. Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RKA K/L
terhadap sasaran dan target Prioritas Nasional melalui penelaahan yang
didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek, dan
terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
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Mempertimbangkan tantangan-tantangan terutama kesiapsiagaan terhadap
bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri
4.0, dan ekonomi digital.

Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara
Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit
menular, termasuk COVID-19, melalui revitalisasi sistem kesehatan,
perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi
bencana.

Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses
perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar
pengambilan kebijakan.

Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan
pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan
media sosial.

Meningkatkan kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan
kebutuhan perencanaan pembangunan.

Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka membangun
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan
penganggaran serta dukungan fungsi dengan kementerian yang membidangi
aparatur negara dan kementerian yang membidangi keuangan negara dalam
rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian
pembangunan dengan kementerian/lembaga yang membidangi pusat data
statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.
Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (good
governance) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara
efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan, meliputi:
Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai
guna tinggi.
Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan
evaluasi yang efektif dan efisien.

Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan
Prioritas dalam RKP.

Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam
pengendalian proses pembangunan.

Mengawal pelaksanaan Major Projects, melalui fungsi Clearing House akan
berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (Major Project)
2020-2024 sesuai target.

Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasiskan prinsip
“Money Follow Program”.

Strategi untuk mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan
pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi:
Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas
pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D,
aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.

Optimalisasi fungsi think-tank Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan
perencanaan yang inovatif dan visioner.

Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaan (regulasi, anggaran,
mekanisme koordinasi dan kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan
pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.

Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam rangka
percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.

Melaksanakan penugasan khusus diantaranya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s), Sistem Pendidikan dan
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Pelatihan Vokasional (Technical and Vocational Education and Training | TVET),
dan Stunting.

Melaksanakan telaah isu-isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan
strategis pemerintah.

Menjadi motor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap
perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun global.

Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitasi
Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya
tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.

Strategi untuk Pengelolaan Prioritas Nasional, meliputi:

Untuk pelaksanaan proyek koordinasi strategis pengembangan geopark berbasis
tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs),
strategi yang dilaksanakan adalah:

a.

b.

Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai
stakeholders di tingkat pusat dan di daerah.

Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)dalam rangka mencari solusi dari isu-
isu dalam pengembangan Geopark yang ada di daerah hingga isu global.

c. Melakukan perumusan desain model kelembagaan dan pola pendanaan.
d.
c
f.

membentuk lembaga pendanaan pengembangan Geopark.

. penyusunan pipeline pengembangan Geopark-Geopark di Indonesia.

Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark dan penyusunan
dossier.

Untuk pelaksanaan proyek Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan
Triangular (KSST), strategi yang dilaksanakan adalah:

a.

Menjadi fasilitator bagi kementerian/lembaga dan aktor non-pemerintah dalam
melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara
berkembang.

. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi

didorong untuk meningkatkan peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan.

Mewujudkan pelaksanaan Kkerja sama pembangunan yang inklusif melalui
instrumen Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk percepatan pencapaian
TPB/SDGs.

Mengambil peran sebagai focal point program Reverse Linkage sesuai MoU yang
telah ditandatangani antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden
Islamic Development Bank (IsDB).

Untuk pelaksanaan proyek Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, strategi yang
dilaksanakan adalah:

a.

b.

o

Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.
o menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah
pusat;
o menyepakati proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang akan
dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran,
o melakukan assessment terhadap sistem informasi perencanaan dan
penganggaran,;
o menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).
Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
o menyusun rtoadmap integrasi perencanaan dan penganggaran
pemerintah pusat;
menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah;
melakukan pemetaan dan assessment sistem informasi yang saat ini ada;
menyepakati proses bisnis;
integrasi internal pemerintah daerah;
integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi;
Integrasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota.
eningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
menyepakati proses bisnis antara perencanaan dan penganggaran pusat dengan
perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi peraturan di tingkat
pusat dan daerah;
o sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daerah;
o menyepakati metadata di tingkat pusat dan daerah;

OEOOOOOO
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o melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat
dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.

5. Strategi untuk meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai
lembaga yang memiliki nilai budaya BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan
publik, dan sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang Berintegritas,
Visioner, dan Unggul, meliputi:

a. Mengacu terhadap nilai budaya BerAKHLAK dalam menjalankan fungsi
pemerintah sebagai pelayanan publik yaitu BERorientasi hasil, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan sebagai dasar untuk
penilaian kinerja pegawai.

b. Menggunakan nilai budaya berintegritas, visioner dan unggul sebagai semangat
dalam menjalankan tugas perencanaan dan menjadi landasan bagi para pegawai
dalam membuat rencana yang berkualitas dengan pendekatan money follow
program dan dasar THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial), serta proses
dengan mekanisme Clearing House untuk memastikan proyek prioritasnya
delivered.

c. Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

d. Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan
dukungan manajemen lainya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

e. Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.

f. Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas
kinerja aparatur.

g. Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja organisasi dan individu
yang didukung oleh sistem kerja Integrated Digital Workspace dan Smart Office.

h. Meningkatkan quality assurance (QA) perencanaan pembangunan melalui trusted
advisory inspektorat.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku Kementerian PPN/Bappenas dalam
penyelenggaraan negara. Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas
untuk tahun 2020-2024 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di
Kementerian PPN/Bappenas ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan
organisasi yang efektif dan efisien.

Salah satu bentuk transformasi adalah penguatan lingkup peran dan fungsi yang
mencakup: (a) perencanaan pembangunan, (b) pengalokasian sumber daya
pembangunan, (c) pengendalian atas pelaksanaan pembangunan, serta (d) peran
sebagai enabler yaitu koordinasi inisiatif sebagai pemampu upaya strategis-taktis
dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil
pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan yang dihadapi. Selain hal-hal mendasar mengenai transformasi
Kementerian PPN/Bappenas pada tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh
aktivitas juga harus dipetakan ke dalam bentuk kerangka regulasi.

Tabel 4 mendeskripsikan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-
2024, sedangkan rincian Kerangka Regulasi dapat dilihat pada lampiran.
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Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Regulast = .

1 Pengaturan Susunan Berdasarkan hasil analisis atas evaluasi
Organisasi Tata Kerja kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi
(SOTK) Bappenas Bappenas yang masih belum terakomodasi

pada regulasi yang ada

2 Pengaturan tentang Untuk memastikan pencapaian prioritas
pendampingan dan nasional yang didukung oleh Pemerintah
penguatan terhadap K/L Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur
dan pemerintah daerah terkait dengan pendampingan dari
terkait pencapaian Kementerian PPN /Bappenas terhadap daerah
prioritas nasional

3 Pengaturan tentang Perlu peraturan dan turunannya hingga
pengembangan petunjuk teknis dan lapangan untuk
pembangunan yang kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti
bersifat lintas sektor isu penyandang disabilitas,
sesuai dengan prioritas keberlanjutusiaan, dan isu lainnya
nasional

4 Pengaturan tentang Regulasi yang ada belum menjelaskan secara
sinkronisasi kelembagaan | khusus terkait dengan investasi publik
dan regulasi terkait
investasi publik yang
memadai

5 Pengaturan tentang Regulasi yang ada belum menyebutkan
sinkronisasi dan sinergitas | langsung mengenai kegiatan lintas Kemenko
kebijakan strategis
nasional, serta kegiatan
lintas Kemenko

6 Revisi PP 39 Tahun 2006 Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor
tentang Tata Cara, 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Pengendalian, dan Perencanaan dan Penganggaran
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Rencana Pembangunan

7 Pengaturan koordinasi Belum adanya regulasi yang mengatur
dalam melakukan exercise | negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan
alokasi anggaran K/L Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan.
mitra dengan Direktorat Selain itu perlu juga penajaman dalam proses
Alokasi Pendanaan koordinasi antara Kedeputian Bidang
Pembangunan Pendanaan Pembangunan Kementerian

PPN /Bappenas dengan Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan
koordinasi antara Kedeputian Pendanaan
Kementerian PPN /Bappenas dengan
direktorat sektor.

8 Pengaturan SOP atau Belum adanya SOP atau panduan mengenai
panduan perencanaan dan | evidence base planning and policy
kebijakan berdasarkan
evidence

9 Pengaturan koordinasi Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas
penyusunan anggaran di lewat SOP yang diatur dalam Persesmen/
Internal Bappenas Kepsesmen untuk penguatan dan sinergi Biro

Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana,
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan
Inspektorat Bidang Administrasi Umum
dalam pengendalian penyusunan
perencanaan dalam pengendalian
penyusunan perencanaan dan penganggaran
yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di
Kementerian PPN/Bappenas secara holistik
dan terintegratif

10 | Pengaturan koordinasi Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas

penyusunan anggaran

lewat SOP dalam pengendalian penyusunan
perencanaan dan penganggaran yang efektif




dengan Kementerian
Keuangan dan K/L lainnya
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dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi
diperlukan untuk menjaga target-target
prioritas nasional yang sudah ditetapkan
dalam RPJMN 2020-2024. Perlu segera
disusun peraturan yang menjadi acuan bagi
para penelaah Kementerian PPN/Bappenas
dalam menjaga konsistensi target prioritas
nasional, utamanya pada saat pelaksanaan
anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada
masih terbatas pada tataran perencanaan,
namun demikian proses pelaksanaan
anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas
tetap bisa menjalankan perannya sebagai
pengendali pembangunan.

11

Pengaturan pengendalian
RPJMN dan RKP

Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas
lewat SOP yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka
sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian
PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN
dan RKP terutama terkait dengan isu-isu
substantif seperti PN, PP, KP, Major Project
secara holistik dan terintegratif. Selain itu,
diperlukan sinkronisasi data sharing
perencanaan dan penganggaran serta
realisasi belanja K/L

Ibu Kota Negara

12 | Pengaturan kelembagaan Belum adanya pengaturan kelembagaan
Kementerian PPN /Bappenas agar secara
fleksibel mampu beradaptasi dengan mudah
terhadap perubahan lingkungan strategis
nasional.

13 | Pengaturan juklak Belum ada peraturan yang mengatur turunan
penyusunan RKP sebagai dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun
tindak lanjut Permen 2018 mengenai juklak atau penanggung
PPN /Bappenas Nomor 5 jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk
Tahun 2018 proses rangkaian musrenbangprov,

musrenbangnas, rakorbangpus, dan tindak
lanjut setelahnya.

14 | Evaluasi terhadap UU Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan
SPPN dan peraturan teknis | pembentukan peraturan perundang-
yang telah ada dan yang undangan yang diperlukan, dan
perlu diterbitkan mengutamakan pengawasan internal sejauh

mana implementasinya

15 | Penyesuaian Permen No. Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi
1/2017 tentang Pedoman pembangunan nasional yang selaras dengan
Evaluasi Pembangunan perkembangan pada Peraturan Pemerintah
Nasional dengan PP No. 17 | Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Tahun 2017 Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional

16 | Penyusunan UU tentang UU ini untuk mengakomodasi penyusunan
RPJPN Tahun 2025-2045 RPJPN Tahun 2025-2045

17 | Penyusunan Penyesuaian Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan
Peraturan tentang Fungsional Perencana dimaksudkan untuk
Pembinaan Jabatan memenuhi tuntutan dinamika perubahan
Fungsional Perencana yang ada serta menjamin kualifikasi dan

kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
sesuai dengan standar.

18 | Dasar Hukum Pemindahan | Diperlukan dasar hukum yang jelas berupa

Undang-Undang terkait dengan pemindahan
Ibu Kota Negara (IKN). Kementerian
PPN/Bappenas sebagai salah satu pengelola
proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
perlu mempersiapkan regulasi tersebut.
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3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas diarahkan untuk dapat

mentransformasikan kelembagaan perencanaan dan pembangunan nasional, agar

secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka

kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Rancangan Teknokratik

RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan

sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan

berdasarkan prinsip “Structure Follow Strategy”. Penataan arsitektur kelembagaan

ke depan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:

1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;

2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan
pembangunan; dan

3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan
ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan tersebut serta
memperhatikan tantangan pembangunan ke depan, hasil evaluasi kelembagaan pada
tahun 2019 menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan
transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam perencanaan pembangunan
nasional sebagai penguat kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan ini akan
menjadi landasan untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian
PPN/Bappenas. Terdapat rumusan peran baru yang ditujukan untuk mendorong
percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan kebijakan inovasi
pembangunan, pengembangan kapasitas ASN perencana pembangunan, sinkronisasi
kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional
dan mendorong kerja sama multipihak (termasuk non pemerintah). Rumusan peran
baru Kementerian PPN/Bappenas tersebut sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Perencanaan Pengendalian Enabler
Penyusunan ¢ Mengalokasikan Pengendalian ¢ Pengembangan
ekonomi makro pembiayaan pembangunan kebijakan
Penyusunan berdasarkan yang menjamin inovasi

tema, sasaran, prioritas tercapainya pembangunan
arah kebijakan, nasional pada hasil yang bersifat
dan prioritas sektor dan pembangunan lintas sektor
pembangunan provek strategis (outcome) sesuai dengan
Melakukan nasional yang Pendampingan proyek
koordinasi, berkelanjutan dan penguatan strategis
sinkronisasi Pengembangan terhadap K/L nasional
pelaksanaan model investasi dan pemerintah | e Perumusan
kebijakan publik dan daerah terkait policy paper di
perencanaan portofolio dengan bidang

dan pembiayaan pencapaian perencanaan
penganggaran pembangunan proyek strategis pembangunan
penyiapan Melakukan nasional dan kebijakan
rancang perumusan Koordinasi lainnya.
bangun sarana grand design intensif dengan e Penguatan
dan prasarana terkait K/L terkait, kapasitas
Penyusunan koordinasi konsultasi perencanaan di
rencana kelembagaan publik dan pusat dan di
pembangunan yang terlibat penguatan daerah dalam
nasional secara berikut sumber peran Kemenko menciptakan
tematik, daya Koordinasi mekanisme
holistik, manusianya lintas pelaku pendanaan
integratif, dan dan pembangunan yang inovatif
spasial (THIS) pembiayaannya dengan K/L, dan kreatif
dalam Melakukan pemerintah ¢ Sinkronisasi
penetapan evaluasi daerah, kelembagaan
program dan capaian target akademisi, dan dan regulasi
kegiatan pembangunan kunjungan terkait

K/L/D sebelumnya lapangan investasi publik
Kesepakatan dan perumusan pelibatan peran yang memadai
global perencanaan serta para
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untuk pelaku e Sinkronisasi
penentuan pembangunan dan sinergitas
asumsi baseline beserta menjadi kebijakan
kondisi terkini vocal point strategis

¢ Mengalokasikan untuk nasional, serta
sumber daya koordinasi kegiatan lintas
dan berperan penanganan isu Kemenko
aktif dalam global tersebut ¢ Meningkatkan
menyelesaikan peran serta
isu global kemitraan non

pemerintah
serta kegiatan
lintas Kemenko
¢ Penguatan
peran
Kementerian
PPN/Bappenas
sebagai think-
tank untuk
menyusun
perencanaan
yvang lebih
inovatif dan
visioner

Pelaksanaan dari peran Perencanaan | Pelaksanaan dari | Pelaksanaan dari
dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas | peran . | peran Enabler
Kementerian PPN/Bappenas sebagai | Pengendalian = | dilakukan melalui
Pengambil Keputusan, Koordinator, | dilakukan melalui | kapasitas
Think-tank, dan Administrator : | Kementerian
s ey : ‘PPN /Bappenas

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas maka
telah dilakukan langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan
mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional sebagaimana tercermin dari
peran-peran yang akan diambil selama 5 (lima) tahun ke depan ini. Penataan ini
meliputi penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan
penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya rumusan-rumusan peran tersebut,
kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-
penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas maka ke depannya struktur
organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan
berbasis keahlian. Peran ini akan dilakukan secara terkoordinir baik oleh para
Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan
Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya.
Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi
Kementerian PPN /Bappenas adalah sebagai berikut:
¢ Pejabat Madya dan Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis
dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran
manajerial;
s  Staf Ahli akan berperan sebagai quality assurance dan supervisi pelaksanaan
tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus;
s Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya
akan menjadi think-tank berdasarkan keahlian bidangnya.

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian
PPN/Bappenas sebagai lembaga yang memberikan pemikiran-pemikiran secara
langsung kepada Presiden. Hal ini akan memperkuat posisi Kementerian
PPN/Bappenas sebagai mesin perencana dalam melakukan perencanaan dan
pembangunan di Indonesia. Rincian dan penjelasan turunan dari kerangka
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kelembagaan akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi serta struktur organisasi
Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya.

3.4.1 Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana dalam Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara
dijelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok
III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian
Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan agenda
pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran
penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam
menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang
mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang
meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik
Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam
menyinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat
dan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas masih
mengacu pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN dan
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2021 tentang Bappenas. Berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN,
fungsi Kementerian PPN adalah sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor,
dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka
regulasi, kelembagaan, dan pendanaan,;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian PPN;

4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian PPN; dan

5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN.

Dalam rangka mengoperasionalkan fungsi kementerian tersebut, maka dituangkan

fungsi Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang

Bappenas. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Bappenas tersebut

mengamanatkan fungsi Bappenas untuk melaksanakan:

1. pengoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas
sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional,
rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan
pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan nasional,

2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana
dan prasarana,

3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam
penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka
sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara; :

5. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
bersama-sama dengan Kementerian Keuangan,

6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan
nasional;

7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana
pembangunan nasional;
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pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber
pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk
pembangunan bersama-sama instansi terkait;

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di
Kementerian PPN/Bappenas;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian
PPN /Bappenas;

. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian PPN/Bappenas; dan
pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga
menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.



3.4.2 Struktur Organisasi Kelembagaan

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

seperti pada Gambar 5.
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Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas 2020- 2024

Sumber: Bappenas, diolah (2019)
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Hal strategis pada lingkup struktur organisasi dan sumber daya manusia
Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 berdasarkan arahan Presiden
adalah penyederhanaan struktur birokrasi. Penghapusan Eselon III dan eselon IV
berimplikasi pada pengalihan jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional.
Struktur yang berlaku sebelum penyederhanaan birokrasi masih menempatkan
adanya posisi Eselon III dan eselon IV seperti yang terlihat pada gambar 6.

Gambar 6. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum
Penyederhanaan Birokrasi

- Inspektur Utama

_ AuditorB

o stafd
Sumber: Bappenas, diolah (2019)

Sejalan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional dalam
struktur birokrasi pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan
mekanisme kerja Integrated Digital Workspace (IDW) dan Smart Office. Penerapan
mekanisme ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja
pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini untuk mendukung mekanisme
kerja sesudah adanya penyederhanaan birokrasi. Gambar 7 berikut menjelaskan
bagaimana perubahan mekanisme dan alur kerja dalam struktur tersebut.

Gambar 7. Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024
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Sumber: Bappenas, diolah (2019)

Perubahan terhadap struktur tersebut kemudian akan didukung dengan
mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan JFP dalam kerangka think tank dari
Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana terdapat pada Gambar 8 berikut.
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Gambar 8. Mekanisme Hubungan JPT dan JFP dalam Kerangka Think-
Tank Kementerian PPN/Bappenas
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Tugas Kementerian PPN /Bappenas terhadap 7 (tujuh) agenda adalah mengefektifkan
kolaborasi antar unit kedeputian untuk secara sinergi mewujudkan transformasi
ekonomi. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan
kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas
dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta
pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan
hidup dan kerentanan bencana di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam
penicapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan
keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat
pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu
lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

Penguatan institusi Kementerian PPN/Bappenas juga dilakukan dengan penentuan
arah dan strategi Kedeputian dan Staf Ahli di Kementerian PPN/Bappenas dengan
penjabaran sebagai berikut. Arah dan strategi ini diorientasikan dalam rangka
mengefektifkan kolaborasi antar unit kedeputian untuk mewujudkan transformasi
ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan melalui pencapaian
sasaran/target masing-masing agenda. Secara rinci, dilaksanakan melalui Program
Perencanaan Pembangunan Nasional di masing-masing unit kerja eselon I sebagai
berikut:

1. Kedeputian Bidang Ekonomi
Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Ekonomi pada Program Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Deputi Bidang Ekonomi
menjadi penanggung jawab tim KEM yang bertugas untuk memberikan
arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM.

b. Penyusunan target pertumbuhan sektoral untuk digunakan acuan bagi
kebijakan sektoral sebagai dasar penentuan alokasi masing-masing K/L.

c. Penyusunan Resource Envelope (Ketersediaan Anggaran) berdasarkan hasil
penelaahan asumsi makro yang akan digunakan untuk menyusun rencana
belanja K/L.

d. Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter nasional.

e. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor ekonomi.
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Selain fungsi strategis tersebut, Arah program Kedeputian Bidang Ekonomi
difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1
RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan
menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 5
RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya
saing.

b. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
ketahanan ekonomi.

c. Penyusunan rencana akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan
perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif
dan digital.

d. Pengembangan inovasi penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya
saing.

e. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro
regional.

b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
di bidang pengembangan regional.

c. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor regional.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang
Pengembangan Regional difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan
sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan
bagi penentuan agenda pembangunan lain, serta mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi
Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7
RPJMN 2020-2024 vyaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin
pemerataan dengan pemenuhan pelayanan dasar.

b. Penyusunan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan
inklusif berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan daerah,
penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang,
penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah,
penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah serta peningkatan
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kapasitas keuangan daerah, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar
secara merata dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan
bencana dan perubahan iklim.

c. Pengembangan inovasi pembangunan wilayah untuk —mengurangi
kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin
pemerataan.

d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan wilayah.

e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah.

Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
(PMMK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor pembangunan manusia, masyarakat dan
kebudayaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang PMMK
difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 3
RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta mendukung pencapaian
dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi
landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,
inovatif, terampil dan berkarakter untuk pembangunan yang inklusif dan
merata (Agenda 3).

b. Penyusunan kebijakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang,
sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan (Agenda
4).

c. Penyusunan rencana peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
berdasarkan peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta, peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, serta
peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (Agenda 3).

d. Penyusunan rencana revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
terpadu berdasarkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi
beragama, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas (Agenda 4).

e. Penyusunan rencana pengembangan SDM dan iptek berbasis keunggulan
wilayah (Agenda 2).

f. Pengembangan inovasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya
saing, dan revolusi mental yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan.

g. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk Peningkatan SDM yang berkualitas dan
berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil dan berkarakter (Agenda 3).

h. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
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i. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (Agenda 4).

Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (KK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada
Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kependudukan dan ketenagakerjaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang
Kependudukan dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk membantu mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu:
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi
landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-
2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan
perlindungan sosial untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya
saing (Agenda 3).

b. Penyusunan rencana pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; pengentasan
kemiskinan; dan peningkatan produktivitas dan daya saing (Agenda 3).

c. Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja
berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).

d. Pengembangan inovasi pembangunan Kketenagakerjaan, kependudukan,
kemiskinan, dan perlindungan sosial.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk (1) pengembangan sumber daya tenaga
kerja; (2) pengendalian kependudukan; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4)
penguatan perlindungan sosial (Agenda 3).

f. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan
perlindungan sosial untuk peningkatan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).

Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang sarana dan prasarana.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor sarana dan prasarana.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Sarana dan
Prasarana difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran
Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu:



Al T

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi
landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 7 RPJMN
2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas
perekonomian serta pemerataan pembangunan (Agenda 4).

b. Penyusunan rencana penguatan infrastruktur berdasarkan pembangunan
infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimodal;
pembangunan infrastruktur perkotaan; Pembangunan energi dan
kelistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan
komunikasi untuk transformasi digital (Agenda 4).

c. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara
merata untuk mendukung pengembangan wilayah (Agenda 2).

d. Pengembangan inovasi pembangunan penguatan infrastruktur untuk
mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung
aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

f. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas
perekonomian dan pemerataan pembangunan.

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada
Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

c. Sinkronisasi kegiatan sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional dalam
proses perencanaan dan penganggaran K/L terkait seperti: memfasilitasi
pemberian insentif tambahan, memprioritaskan anggaran untuk penelitian
dan pengembangan di bidang energi, pengembangan pilot penguasaan
teknologi energi tertentu dan pembangunan infrastruktur energi,
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari
energi baru terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur EBT secara
berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan mendapatkan jaringan
listrik dalam jangka panjang, dan perluasan jaringan infrastruktur energi
untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG
(liquefied petroleum gas).

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang KSDA

difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 6

RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan

bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN

2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
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Bencana dan Perubahan lklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu:
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik,
yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung
percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing
(Agenda 1).

b. Penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup; peningkatan
ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup
pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan
perikanan, juga dalam hal pengelolaan sumber daya air, sumber daya energi,
serta kehutanan (Agenda 1).

d. Penyusunan rencana peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan
ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pembangunan rendah karbon
(Agenda 6).

e. Penyusunan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah (Agenda
2).

f. Pengembangan inovasi pembangunan pengelolaan sumber daya alam untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan komoditas unggulan
daerah, pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana,;
dan perubahan iklim (Agenda 1,2, dan 6).

g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam
pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan
berdaya saing; serta pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).

h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan
bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

i. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pemerataan
pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).

j. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan
perubahan iklim ( (Agenda 6).

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan (Polhukhankam) pada Program Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah:

a. Dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Regulasi Nasional.

b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

c. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) difokuskan untuk
memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 7 RPJMN 2020-2024
yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik, serta mendukung pencapaian tujuan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan,
dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap
bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
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b. Penyusunan rencana reformasi kelembagaan birokrasi; penataan kapasitas
Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan gender dan kebebasan;
perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan
siber; peningkatan akses keadilan dan anti korupsi; optimalisasi kebijakan
luar negeri, khususnya melalui dukungan ProPN "Knowlegde Sharing Kerja
Sama Selatan-Selatan dan Triangular"; dan peningkatan rasa aman,
penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan (Agenda
7).

c. Pengembangan inovasi pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan
dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (Agenda 7).

d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk stabilitas politik, hukum, pertahanan
dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan
melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda
7).

e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi
pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta
menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).

Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan difokuskan untuk

memastikan kebijakan dan rencana pendanaan sesuai Kerangka Pendanaan

dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai sasaran/target 7 (tujuh) agenda

pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pendanaan

Pembangunan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber
pendanaan pembangunan.

b. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber-sumber pendanaan
pembangunan.

c. Koordinasi pengelolaan dan pencarian sumber-sumber pendanaan alternatif
Non-APBN seperti KPBU.

d. Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan, pagu indikatif, pagu
anggaran dan alokasi anggaran.

e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan
pembangunan.

f. Koordinasi kebijakan dan peraturan pendanaan pembangunan dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

g. Koordinasi sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
pembangunan nasional.

h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan
pembangunan.

Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan difokuskan untuk menerjemahkan kaidah pelaksanaan
terutama kerangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024
untuk memastikan pencapaian sasaran/ target 7 (tujuh) agenda pembangunan.
Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembangunan, yaitu:

a. Penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP setiap tahun.

b. Penyusunan panduan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang
terukur, konsisten, koheren, serta sistematis bagi stakeholder dalam
melaksanakan pencapaian sasaran/target.

c. Perumusan dan pembangunan sistem dan informasi pemantauan, evaluasi,
dan pengendalian yang memudahkan stakeholder mendapatkan data
perkembangan dan capaian.
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d. Melaksanakan pemantauan, ecvaluasi, dan pengendalian pencapaian
sasaran,/ target nasional dan dampaknya terhadap kemajuan dan
kesejahteraan.

e. Koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik.

Inspektorat Utama

Untuk memastikan keteraturan, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan
maupun prosedur administrasi di Kementerian PPN/Bappenas, ditugaskan
kepada Inspektorat Utama untuk memantau kolaborasi unit kedeputian dalam
mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda
pembangunan. Tugas dari Inspektorat Utama meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas terhadap
kinerja dan keuangan melalui pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya.

b. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian
PPN /Bappenas.

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
PPN/Kepala Bappenas.

d. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di
Kementerian PPN /Bappenas.

e. Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai
lingkup bidang tugasnya.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Sekretariat Kementerian PPN /Sekretariat Utama Bappenas

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas

menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Kementerian PPN/

Bappenas yang mendukung unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi

ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Selain tugas tersebut,

Sekretariat Kementerian/Sekretariat melaksanakan fungsi pembinaan dalam

implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas dalam peningkatan kualitas

SDM Perencanaan Pembangunan, koordinasi pengelolaan Data dan Informasi

Pembangunan, dan koordinasi lembaga Think tank pemerintah. Secara rinci

tugas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama meliputi:

a. Pengoordinasian kegiatan dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran di Kementerian PPN /Bappenas.

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/
Bappenas.

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.

d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum.

e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa.

f. Penyelenggaraan program pendidikan gelar dan non gelar bagi aparatur
negara dalam bidang perencanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional
Perencana Pemerintah.

g. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan Data dan Informasi perencanaan
pembangunan nasional dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia.

h. Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga think tank pemerintah dalam
mendukung proses perencanaan pembangunan nasional.
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Tabel 6. Sinkronisasi antar Deputi Terhadap 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Agenda 1 Agenda 2 Agenda 3 Agenda 4 Agenda 5 Agenda 6 Agenda 7
MemperkuatKetahanan  Mengembangkan Meningkatkan  RevolusiMental dan Memperkuat Membangun Memperkuat Stabilitas

Unit kerja Ekonomi Wilayah untuk Sumber Daya Pembangunan Infrastruktur untuk Lingkungan Hidup, Polhukhankam dan
untuk Pertumbuhan Mengurangi Manusiayang Kebudayaan Mendukung Meningkatkan Transformasi
yang Kesenjangandan Berkualitas dan Pengembangan Ketahanan Pelayanan Publik
Berkualitasdan Menjamin Pemerataan Berdaya Saing Ekonomidan Pelayanan Bencana,dan
Berkeadilan ; Dasar Perubahaniklim
iti Ekonomi H v 0 W '
| Deputi Pengembangan Regional ¢ v 0 0
Deputi KSDA 0 0 0
Deputi KK O 0
uti PMMK o . i
Deputi Sapras O 0 0
Deputi Polhukhankam v
Deputi Pendanaan Pembangunan £ £ £ £ £ £ £
Deputi PEPP o 3 " " e

Keterangan:

v : PiCapaian Sasaran dan Capaian Dukungan K/L Agenda Pembangunan RPIMN 2020-2024

O : Dukungan capaian sasaran dan dukungan K/L Agenda Pembangunan RPIMN 2020-2024

£ : Dukungan Pendanaan Agenda Pembangunan RPIMN 2020-2024

oo : P} Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Pembangunan RPIMN 2020-2024

Sumber: Bappenas, diolah (2020)
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Gambar 9. Mekanisme Kolaborasi antar Deputi
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Berdasarkan gambar tersebut di atas, mekanisme kolaborasi antar deputi meliputi:
(1) telaah hasil evaluasi pembangunan, (2) penyusunan Kerangka Ekonomi Makro
(KEM); (3) penjabaran KEM ke proyeksi makro setiap wilayah beserta strategi
pencapaiannya di setiap wilayah; (4) penjabaran kerangka perencanaan wilayah ke
dalam rencana sektor; (5) pengalokasian anggaran (6) penyusunan rencana scktor
nasional dan penjabarannya secara wilayah. Mekanisme kolaborasi ini merupakan
penjabaran untuk mengurangi inkonsistensi dan kurangnya sinergi kebijakan
pembangunan yang disusun antar unit kerja, yang secara rinci diuraikan sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(5)

Telaah Hasil Evaluasi Pembangunan

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebagai
koordinator dalam penyusunan evaluasi pembangunan menghasilkan hasil
evaluasi dan kegiatan-kegiatan perumusan teknokratik perencanaan menjadi
dasar untuk penyusunan kerangka ekonomi makro, sasaran sektor, sasaran
regional, dan penyusunan RKP (arah kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan).

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM)

¢ Dengan mengacu kepada RPJMN, hasil evaluasi RKP tahunan, dan
rekomendasi kebijakan menjadi dasar dalam proses penyusunan target-
target pembangunan. Target-target pembangunan yang dimaksud adalah
Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia, Kerangka Ekonomi Makro,
Tingkat Pengangguran, Penurunan Kemiskinan, dan Pertumbuhan
Ekonomi. Target-target pembangunan tersebut kemudian diturunkan
berdasarkan capaian yang diperlukan berdasarkan masing-masing sektor
yang ada serta dikelompokkan berdasarkan aspek kewilayahannya.

¢ Target pembangunan menjadi dasar menajamkan perhitungan resource
envelope yang diperlukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan
dialokasikan untuk membiayai pembangunan

Penjabaran KEM ke Proyeksi Makro Setiap Wilayah

Mengacu pada KEM Nasional selanjutnya diturunkan ke dalam proyeksi dasar
makro di setiap wilayah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan,
IPM, dan gini ratio). Hasil dari proyeksi ini menjadi dasar dalam menyusun
strategi pembangunan wilayah hingga kebutuhan alokasi anggaran untuk
pencapaian proyeksi makro kewilayahan. Produk akhir yang dihasilkan adalah
kerangka ekonomi makro wilayah dan arah kebijakan pembangunan prioritas
per wilayah. Dalam menghasilkan kerangka dan arah kebijakan per wilayah,
Bappeda masing-masing wilayah akan terlibat dalam proses penyusunannya.

Penjabaran Kerangka Perencanaan Wilayah ke dalam Rencana Sektor

¢ Sektor dan regional melakukan koordinasi menyusun kebijakan, sasaran,
target, program, kegiatan, proyek prioritas, dan kebutuhan anggaran
berbasis wilayah /lokus.

e Penyusunan sasaran dan target pembangunan sektor mengacu pada Tema,
PN, PP, dan KP dengan dasar kerangka pembangunan wilayah dan lintas
sektor.

e Selain menetapkan sasaran dan target sektor dalam kerangka Prioritas
Nasional, dalam rangka mencapai sasaran pemerataan wilayah dan
pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) juga ditetapkan sasaran dan
target sektor.

e Sasaran dan target sektor yang telah ditetapkan menjadi acuan penyusunan
Renja K/L.

Pengalokasian anggaran

Dengan mengacu pada KEM, proyeksi makro kewilayahan, serta target
pembangunan prioritas nasional dan sektor disusun kerangka pendanaan
(resource envelope) sebagai dasar penyusunan pagu indikatif anggaran, pagu
anggaran, dan alokasi anggaran, serta arah kebijakan transfer daerah.
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(6) Penyusunan Rencana Sektor Nasional
e Sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam kerangka prioritas nasional
dan prioritas sektor/bidang menjadi dasar pengalokasian anggaran.
e Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mengacu pada pagu indikatif,
pagu anggaran, dan alokasi anggaran K/ L.
e Alokasi anggaran ini menjadi dasar penyusunan RKA K/L.

Penerapan dari mekanisme kolaborasi tersebut diterapkan pada saat penyusunan
produk-produk perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan
menggunakan alur mekanisme kolaborasi tersebut bisa menjadi jalur dalam
penyusunan perencanaan dapat meningkatkan integrasi dan harmonisasi antar
sektor sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan prinsip
THIS.

Lebih lanjut, untuk penyusunan produk perencanaan tahunan (RKP) ada beberapa
poin yang perlu diperhatikan. Terutama produk ini merupakan produk tahunan yang
merupakan salah satu tugas utama dari Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa
pokok penjelasan proses penyusunan RKP yang perlu diperhatikan oleh unit kerja
yaitu:
¢ Draf awal RKP berisi tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
nasional.

e Tema, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan
Proyek Prioritas diturunkan dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024
dengan mempertimbangkan capaian sebelumnya ketersediaan anggaran, dan
arahan pembangunan wilayah.

¢ Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian
sasaran/target pembangunan seluruh sektor.

¢ Penanggung jawab PN/ Major Project mengkoordinasikan penyusunan sasaran
dan target PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas, sedangkan unit mitra K/L
mengkoordinasikan penyusunan sasaran/target pembangunan sektor nasional,
untuk selanjutnya:
» Memetakan kementerian/lembaga dan swasta yang terlibat dalam
pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional,
» Memastikan Proyek Prioritas tersebut diacu dalam Renja K/L;

» Memastikan Proyek Prioritas dianggarkan dalam RKA K/L.

e Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian
sasaran/ target pembangunan seluruh sektor.

Penyusunan RKP merupakan perwujudan penjabaran RPJMN dan menjadi pijakan
acuan penyelenggaraan pembangunan bagi kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, badan usaha, swasta, dan masyarakat. Dalam upaya menyelaraskan tersebut
didukung menggunakan aplikasi KRISNA dalam Sistem Kerja Kementerian
PPN /Bappenas.

Selain penyusunan produk perencanaan tahunan, produk-produk utama dari
Kementerian PPN/Bappenas tercerminkan melalui gambar 10 yang menjelaskan
mengenai proses bisnis pada tingkat kementerian. Peran perencanaan dan alokasi
tercerminkan dari produk perencanaan tahunan, jangka menengah, dan jangka
panjang yang dihasilkan. Peran pengendalian tercerminkan dari pelaksanaan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan
pembangunan. Peran enabler tercerminkan melalui perumusan dokumen rencana
teknokratik untuk menghasilkan inovasi pembangunan, serta penyusunan policy
paper terhadap kebijakan strategis.
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Gambar 10. Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas
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Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk pencapaian 7 agenda pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan 4
(empat) peran yang dijalankan sebagaimana dirangkum dalam proses bisnis pada Gambar 11. Peran perencanaan dan alokasi anggaran tergabung menjadi satu
karena menghasilkan output produk yang tak terpisahkan.
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3.4.3 Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam
sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai
tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu
dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah
untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan
utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/ RKPD dengan RPJMN/
RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara
Bappenas dengan pemerintah daerah khususnya dengan Bappeda-Bappeda. Hal ini dapat
dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di
pusat maupun daerah. Selain itu, kedudukan Bappenas sebagai Kementerian Pembina
Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Nasional baik pusat dan daerah akan memperkuat
komunikasi tersebut.

Peran JFP baik di pusat dan daerah dan networking antara JFP di pusat dan daerah adalah
modal utama yang diperlukan untuk bekerja sama mencari solusi pembangunan Pusat dan
Daerah. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli
Utama (PAU), maka penugasannya sebagai Liason Officer (LO) perencanaan pembangunan
daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Peran LO adalah mengawal dan
memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah sinergi dengan perencanaan
pembangunan nasional. Peran LO oleh PAU tersebut diperlukan agar komunikasi antara
pemerintah daerah dengan Kementerian PPN /Bappenas berjalan lancar.

3.4.4 Pelaksanaan Penugasan Khusus

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan beberapa mandat yang perlu dijalankan
sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berlaku, yaitu terkait dengan:
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyusunan Rencana Induk Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Hal tersebut tertuang pada Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rencana
Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan
berkesinambungan secara nasional. SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam
pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kementerian
PPN/Bappenas diberikan kewenangan untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE data dan
informasi. Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk melakukan pembangunan Portal
Data Nasional yang memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2019-2025.

Kementerian PPN/Bappenas juga dituntut melakukan integrasi layanan SPBE. Integrasi

layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui

Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi dan memiliki target waktu

penyelesaian pada tahun 2018-2020. Integrasi layanan dilakukan melalui:

» bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah,
akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi,

s penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;

» penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas
kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Pada akhir tahun 2024, diharapkan telah tercapai keterpaduan dalam implementasi SPBE,
baik di Pusat dan Daerah, maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk mencapai SPBE yang
terpadu, diperlukan pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berupa Rencana
Induk SPBE Nasional. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Induk SPBE
Nasional yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dengan
memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan
SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan
pembangunan aparatur negara. Selain penyusunan rencana induk SPBE Nasional,
Kementerian PPN/Bappenas juga ditugaskan untuk melakukan review serta pemantauan
dan evaluasi atas rencana induk tersebut.

Terkait integrasi perencanaan dan penganggaran, yang juga merupakan salah satu aksi
dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan target-target
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sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu integrasi 100% untuk tingkat
Pusat pada tahun 2021, integrasi 100% untuk tingkat Daerah pada tahun 2022, dan
integrasi 100% antara Pusat dan Daerah pada tahun 2023,

2. Satu Data Indonesia (SDI)

Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam UU No. 25
tentang SPPN yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Perpres Satu Data). Berdasarkan Perpres tentang SDI ini, Kementerian PPN/Bappenas
menentukan target-target capaian program dan kegiatan terkait data dan informasi yang
sejalan dengan implementasi SPBE, antara lain: penyusunan arsitektur SPBE Nasional
Domain Data dan Informasi; Koordinasi Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi
Antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Konsultasi Penerapan
Manajemen Data SPBE; Penyusunan Pedoman Manajemen Data SPBE; Portal Pelayanan
Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan Pembangunan Portal Data Nasional.

Selama 5 (lima) tahun ke depan, SDI akan dioptimalisasikan pelaksanaannya guna
mengelola dan mengoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih
akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan
secara efektif. Pada tahap awal, kebijakan SDI akan dirumuskan dengan melibatkan
Pembina Data utama dan seluruh Walidata K/L dan Daerah. Tahap selanjutnya akan fokus
pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan
Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan
Informasi yang berkualitas. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan
standar dan prosedur pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi
sarana dan prasarana TIK antara K/L dan daerah, pengembangan perangkat analisa dan
informasi serta Decision Support System (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung
oleh Capacity Building/Bimbingan Teknis, Knowledge Sharing/Sosialisasi, dan
pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas. Setelah platform Satu Data
Indonesia ini sudah mulai bisa dipergunakan, maka pemanfaatan dari data-data yang
tersedia ini akan bermanfaat dalam proses pembangunan nasional pada saat proses
pemantauan, evaluasi serta pengendalian pembangunannya. Ketersediaan data memiliki
peran yang cukup sentral dalam proses tersebut dikarenakan tanpa adanya data yang
relevan dan sesuai, maka tidak bisa dilakukan pengukuran terhadap pencapaian
pembangunan yang telah dilakukan. Ketersediaan data tersebut nantinya akan membantu
Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan langkah-langkah tindaklanjut atas
perkembangan pembangunan sebagaimana hasil data yang diperoleh pada saat
pembangunan tersebut berlangsung.

Di dalam Kementerian PPN/Bappenas, Satu Data akan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Bidang
Pemerataan dan Kewilayahan, koordinasi kesekretariatan dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, dan wali data
diampu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Koordinasi
dilakukan dengan K/L terkait sebagai pembina tingkat pusat meliputi: Kementerian PAN-
RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial; serta berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana satu data di tingkat daerah.

3.4.5 Penguatan SDM

Sampai dengan akhir tahun 2019, Kementerian PPN /Bappenas didukung oleh SDM sebagai
PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 857 orang terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 554
orang (64,64%) dan perempuan sebanyak 303 orang (35,36%). Berdasarkan kualitas
Pendidikan mayoritas berpendidikan lulusan Master (S2) sebesar 43,39%, Sarjana (S1)
sebesar 23,64%, Doktor (S3) sebesar 11,15%, Diploma (D3) sebesar 4,73%, serta
berpendidikan SMU sebesar 16% dan beberapa masih berpendidikan SMP dan SD. Jika
dilihat dari golongan jabatan pegawai, mayoritas terbesar ber-Golongan Il sebesar 50,64%,
Golongan IV sebesar 40,02% dan sisanya Golongan II sebesar 9,33%. Gambaran atas SDM
PNS Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari Gambar 11.
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Gambar 11. Kekuatan SDM PNS Kementerian PPN /Bappenas
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Sumber: LKJ Kementerian PPN/Bappenas (2019)

Pada Tabel 7 selanjutnya dapat dilihat jumlah kebutuhan sumber daya manusia agar
optimalisasi peran Kementerian PPN/Bappenas guna mengawal proses pelaksanaan
pembangunan dari siklus awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Secara umum,
selama 5 tahun ke depan masing-masing Eselon [ yang ada di kedeputian akan mendapatkan
rata-rata per tahun sekitar 24 orang pegawai. Untuk di Kesekretariatan diperkirakan akan
menambah sebanyak 69 orang pegawai rata-rata per tahun. Tujuan penambahan SDM
internal kesekretariatan adalah untuk mengoptimalisasikan pelayanan Kementerian
PPN/Bappenas kepada seluruh unit kerja internal di Kementerian PPN/Bappenas. Pada Unit
Kerja Inspektorat Utama akan mendapatkan tambahan SDM sebanyak 10 pegawai di akhir
2024.

Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

Deputi Bidang Ekonomi 2 27 59 19 il 17 149

2 Deppt1 Bidang Pengembangan 26 26 30 19 17 118
Regional
3 | Deputi Bidang Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam 26 26 14 20 17 103
4 | Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan 22 22 29 14 14 101
5 | Deputi Bidang Pembangunan
Manusia, Masyarakat dan 24 24 41 19 14 122
Kebudayaan
6 | Deputi Bidang Sarana dan 91 21 90 21 19 172
Prasarana
7 | Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan 25 25 65 21 17 153
8 | Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan 26 26 42 17 17 128
9 | Deputi Bidang Pemantauan
Evaluasi dan Pengendalian 17 17 59 16 14 123
Pembangunan
10 | Sekretariat Kementerian PPN/
Sekretariat Utama Bappenas 69 69 206 38 22 404
11 | Inspektorat Utama 4 4 56 11 22 97
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Jumlah | 287 [ 287 [ 691 [ 215 [ 190 | 1670 ]

Sumber: Proyeksi Kebutuhan PNS Biro Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas (2022)

Sebagaimana diketahui dari Gambar 12, pada awal Januari Tahun 2020 total pegawai yang
terhitung di Kementerian PPN/Bappenas berjumlah 2.134 pegawai, baik yang PNS maupun
yang non-PNS. Diharapkan pada akhir 2024, jumlahnya akan bertambah 1.770 pegawai
baru atau menjadi 3.904 pegawai yang ada di Kementerian PPN/Bappenas. Dari proyeksi
tersebut, maka pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas jumlah pegawainya akan
meningkat sebanyak 83% dari pada sebelumnya. Diharapkan dengan adanya tambahan
SDM tersebut akan berdampak bagi pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Kementerian
PPN /Bappenas yang optimal dan efektif.

Selain menambah jumlah SDM di Kementerian PPN/Bappenas, selama 5 (lima) tahun ke
depan, SDM yang ada saat ini akan terus di tingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk
menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Kementerian PPN/Bappenas.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas di Kementerian PPN/Bappenas diarahkan pada:
1. Penyusunan rencana berdasarkan bukti dengan prinsip THIS.
2. Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model
pembiayaan pembangunan.
3. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunarn.
4. Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian
pembangunan.
5. Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap
terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L.

Sedangkan untuk rencana pengembangan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan
kapasitas dan kapabilitas meliputi proses-proses sebagai berikut:

1. Penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk seluruh jabatan yang ada
di Kementerian PPN/Bappenas.

2. Melakukan Re-Assessment terhadap pegawai yang telah di-asses khususnya pada
jabatan-jabatan fungsional.

3. Melakukan penyesuaian terhadap Annual Work Plan (AWP) dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Kementerian PPN/Bappenas,
sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19 untuk
memastikan agar kegiatan pengembangan kompetensi tetap dapat terlaksana.

4. Kegiatan pengembangan kompetensi akan tetap dilaksanakan sesuai AWP
Pengembangan Kompetensi Biro SDM yang mengacu pada Human Capital Development
Plan (HCDP).

5. Melakukan evaluasi pelaksanaan HCDP terutama dengan diberlakukannya Work From

Home (WFH).

Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai.

7. Reviu atas kelas jabatan yang telah ditetapkan, mengikuti rencana penyederhanaan
birokrasi dengan penghapusan jabatan Administrator dan Pengawas.

8. Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.

I

3.4.6 Manajemen Perubahan

Dinamika Kementerian PPN/ Bappenas dalam menanggapi berbagai perubahan dari luar
yaitu stakeholder dan masyarakat, mendorong adanya perubahan pengelolaan internal
secara terstruktur dan terprogram melalui Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi
terhadap masing-masing staf Kementerian PPN/Bappenas tidak mungkin diakomodasi oleh
Kementerian PPN /Bappenas sebagai lembaga mengelola perubahan berdasarkan perubahan
orang per orang tersebut.

Secara garis besar, manajemen perubahan Kementerian PPN/Bappenas difokuskan kepada
(1) penguatan posisi dan peran lembaga perencana; (2) pentahapan perubahan/peta jalan
manajemen perubahan; dan (3) penjabaran operasionalisasi peran, yang diuraikan sebagai
berikut:

(1) Penguatan Posisi dan Peran Lembaga Perencana

Melalui arahan Presiden dan landasan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2017 tentang
Kementerian PPN/Bappenas mengalami reposisi dan penguatan sebagai Clearing House,
dengan kewenangan merumuskan kebijakan nasional, menyusun perencanaan
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pembangunan, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan

sesuai perencanaan yang disusun, serta menentukan penganggaran dan bersama-sama

dengan Kementerian Keuangan mengawal penganggaran dimaksud.
Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mendorong perubahan Kementerian
PPN/Bappenas untuk 5 tahun ke depan menuju tema National Planning 4.0, di mana
Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu mencapai visi “Perencanaan
Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,
didukung dengan penguatan wewenang, penguatan kapasitas organisasi internal, dan
penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam mengawal pembangunan
nasional.

(2) Peta Jalan Manajemen Perubahan

Transformasi Positioning Perubahan Kementerian PPN/Bappenas menuju National Planning
4.0 terdiri atas 4 tahapan/fase transformasi, yaitu fase Fondasi Awal Transformasi (tahun
2017-2020), fase Penguatan Kapabilitas Internal (tahun 2020-2021), fase Peran Clearing
House (tahun 2021-2023), dan Fase National Planning 4.0 (tahun 2023-2024).

Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa milestone penting yang menandai
pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi
Kementerian PPN/Bappenas. Gambar 12 menunjukkan keseluruhan tahapan/fase
transformasi perubahan dimaksud.

Gambar 12. Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas

2017-2020: 2020-2021: 2021-2023: 2023-2024:
Fondasi Awal Penguatan Kapabilitas Peran Clearing House National Planning 4.0
Transformasi Internal

2017

2020 2023 2024

Pengesahan PP 17 tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran
Pembangunan Nasicnal

Penggunaan format baru yang
lebih clear, sistematis dan
terstruktur untuk penyusunan
RPJMN 2020-2024

Penyesuaian organisasi
Kementerian PPN/Bappenas

Launching inisiatif Integrated
Digital Workspace (IDW) di
Kementerian PPN/Bappenas

Sudah ada beberapa tools
pendukung proses perencanaan

Pengembangan mekanisme
dan implementasi Clearing
House Perencanaan
Pembangunan sesuai amanat
Presiden Rl

Implementasi Integrated
Digital Workspace (IDW) di
seluruh aktivitas organisasi
Kementerian PPN/Bappenas
berikut pendampingan
implementasinya kepada
seluruh pegawai.

Peningkatan kapabilitas SDM

Peningkatan proses

operasional organisasi internal |

Pemantapan pelaksanaan
peran Clearing House
Kementerian PPN/Bappenas
terhadap seluruh pemangku
kepentingan,

Perbaikan kinerja dan proses
operasional secara
berkesinambungan
(continuous improvement)

Pemantapan penggunaaan
platform teknologi terintegrasi
di seluruh proses perencanaan
Kementerian PPN/Bappenas

Evaluasi proses transformasi
dan kinerja Kementerian

‘ Peningkatan kinerja organisasi

Kementerian PPN/Bappenas

ﬂ Penerapan kewenangan

Kementerian PPN/Bappenas
yang sudah efektif didukung
dengan sumberdaya berbasis
digital

E} Menjadi benchmark
penerapan sistem
pemerintahan berbasis digital
(digital government)

Kementerian PPN/Bappeas PPN/Bappenas

pembangunan nasional: Data
Renbang, KRISNA, WebGIS
Perencanaan, E-Monev, SIMREG, |
dan Dashboard SDGs |

Sinkronisasi dan
penyempurnaan tools
perencanaan pembangunan
nasional yang sudah ada

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Guna memastikan transformasi perubahan tersebut menuju National Planning 4.0, quick
wins, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 difokuskan
pada tiga aspek yaitu: (i) penyederhanaan birokrasi; (ii) perbaikan berkelanjutan atas
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional; dan (iii) penerapan Integrated Digital Workspace
dan Smart Office (IDW-SO). Selanjutnya, pelaksanaan atas manajemen perubahan tersebut
direncanakan seperti pada Gambar 13.

Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa milestone penting yang menandai
pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi
Kementerian PPN /Bappenas.

(3)

Manajemen perubahan dilakukan dalam rangka memantapkan kualitas pelaksanaan 4
(empat) peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebagai Perencana, Alokasi, Pengendalian
dan Enabler. Peran sebagai perencana Kementerian PPN/Bappenas memantapkan
pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran,
serta penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif dalam

Penjabaran Operasionalisasi Peran
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penetapan program dan kegiatan K/L/D. Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas
nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, dan pengembangan
model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan merupakan memantapkan
peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Alokasi. Penguatan pengendalian dimaksudkan
untuk meningkatkan peran pasca perencanaan untuk memastikan pencapaian sasaran/
target pembangunan baik prioritas nasional maupun reguler. Peran enabler pembangunan
merupakan rumusan peran baru Kementerian PPN/Bappenas yang dimaksudkan untuk
mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan inovasi
pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas
kebijakan

Selain itu, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b)
ketatalaksanaan (business process); dan (c) sumber daya manusia aparatur. Manajemen
perubahan di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan terutama untuk memberi dampak
positif pada perbaikan proses utama perencanaan pembangunan nasional, termasuk juga
aktivitas pengendalian melalui peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House.

Gambar 13. Rencana Manajemen Perubahan Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

*  Pengenalan IDW-SOdi = Penerapan IDW-SO * Dashboard RKP * Dashboard lengkap * implementasi penuh

internal Kementerian secara meyeluruh di * Dashboard Major (RKP, Major Project, pelaksanaan PP No.17
PPN/Bappenas. Kementerian Project Evaluasi) Tahun 2017
=  Perbaikan mekanisme PPN/Bappenas *  Evaluasi pelaksanaan *  Proses RKP lengkap
penilaian kinerja. s  Dashboard kinerja UKE 1IDW-50 * Proses penyusunan
*  Penyederhanaan = Implementasi RPIMN dan Renstra
Birokrasi. mekanisme kerja hasil
' Penyusunan rancangan penyederhanaan
implementasi PP No.17 =  Pelaksanaan tahapan
Tahun 2017 penyusunan RKP 2022
menggunakan IDW-S0O menggunakan [DW-5C

Sumber: Bappenas, diolah (2020)



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan
tujuan Tahun 2020-2024 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keterkaitan
keempat Sasaran Strategis dengan Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: “mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi
hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia” telah dirumuskan Sasaran Strategis: (1)
“terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional”, dan
(2) “terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional”. Sedangkan untuk
mencapai Tujuan ke-2: “mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif
dan berkelanjutan” telah dirumuskan Sasaran Strategis “terwujudnya kebijakan
pembangunan nasional yang visioner”. Selanjutnya untuk mencapai Tujuan ke-3:
“Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas dan Kredibel” telah
dirumuskan Sasaran Strategis: “terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang
bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM”.

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut
diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap
sasaran. Tabel 8 berikut menjelaskan target kinerja dan indikator utama pada setiap
sasaran strategis.
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Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN /Bappenas 2020-2024

Pembangunan Nasional

Tujuan/ . o Target
Sasaran Strategis Indikator Kinetja Diama, (IKU) 2020 2021 2053 2023 2024
Tujuan 1: Mewujudkan Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi
perencanaan pembangunan yang Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia 77.579.45 | 82-83,95 | 86,5-88,45 | 91-92,95 95,5.97.5
berorientasi hasil dan
mempercepat kemajuan Indonesia
1 | S8-1: Terwujudnya integrasi, Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
sinkronisasi, dan sinergi a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat
perencanaan pembangunan b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 75 80 85 90 95
nasional Pembangunan Pusat
c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
2 | 8S-2: Terwujudnya efektivitas | % Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
pengendalian pembangunan a. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat 80-83,9% 84-87,9% 88-91,9% 92-95,9% 96-100%
nasional b. % Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah
Tujuan 2: Mewujudkan daya Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang
tanggap dan inovasi pembangunan | Inklusif dan Berkelanjutan 80-83,9 84-87,9 88-91,9 92-95,9 96-100
yang inklusif dan berkelanjutan
3 | 8S-3: Terwujudnya kebijakan 3.1. % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu
pembangunan nasional yang Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan 85-87,9% 88-90,9% 91-93,9% 94-96,9% 97-100%
visioner oleh K/L
3.2. % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan
Nasional yang dijalankan oleh K/L 75-79,9% | 80-84,9% | 85-89,9% | 90-94,9% | 95-100%
Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola | Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang
pelayanan perencanaan yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien
berkualitas, akuntabel, efektif dan 84,33 BL.A3 %0 9L.5 92,67
efisien
4 | 8S-4: Terwujudnya kinerja a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian
Kementerian PPN/Bappenas PPN /Bappenas 8,00 55,00 7,00 87,00 i
yang bersih, akuntabel, dan b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
profesional dan didukung oleh di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 85 88 90 92 95
kapabilitas SDM - :
p c. Integrasi Data dan  Informasi Perencanaan 85% 88% 90% 92% 95%

Sumber: Bappenas, diolah (2020)
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Dalam memastikan IKU Kementerian PPN/Bappenas dapat tercapai setiap tahunnya,
maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud (berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional).

Gambar 14. Waktu Pengukuran Kinerja IKU

WAKTU PENGUKURAN KINERIJA (Berdasarkan PP 17/2017)

iy
f - - Pengukuran Kinerja ) @ = ! Pengukuran Kinerja
3 - Per Pemb | _Qneknmmdasikabijlkan
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Awal RKP Awal RKP tentang Rancangan RKP tentang RKP i \ ,_?}"‘ y
1) 1) ®1) 1) () _ :ﬁ
e

Batas Akhir Submit / Upload Dokumen
Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga
lewat Aplikasi SAKIP Kementerian PANRB
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)
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Katevangan: £ zsg;‘&hmbangunnn Nasional
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Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai
penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan
setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (cascading
IKU). Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama (cascading IKU) dilakukan
secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan

level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU
berdasarkan logic model penurunan kinerja organisasi:

Gambar 15. Alur Proses Cascading

@ ) Menteri PPN / Kepala

OUTCOME Bafcenas

i Cascading

INTERMEDIATE |
OUTCOME |

Indikator

Kinerja .

= lCm'cadjng

o cang= s Kegiatan i
: .RINCIM | Csadm!r
KEGIATAN Cascading

= : Rincian
QM ¢ Penugasal

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Berdasarkan alur proses cascading IKU tersebut penugasan setiap individu disusun
berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Penugasan
individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada
saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap memperhatikan
ketercapaian indikator kinerjanya.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam cascading IKU yaitu:

1. Menurunkan (cascading) indikator kinerja level Kementerian sampai dengan
indikator kinerja level eselon II;

2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya

indikator kinerja eselon II;

Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan;

4. Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas dari masing-masing individu.

w
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Data dukung yang digunakan untuk menyusun pemetaan indikator kinerja sampai
penugasan individu antara lain dokumen perjanjian kinerja UKE I dan II serta Tabel
Informasi Kinerja dan Anggaran (yang disampaikan pada saat pengusulan RKA K/L).
Gambar 16 berikut merupakan contoh format penyusunan cascading IKU.

Gambar 16. Format Cascading [KU sampai dengan Penugasan Individu pada Unit
Kerja Sektoral
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Sumber: Bappenas, diolah (2020)

4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian
PPN /Bappenas: (SS-1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan nasional, (SS-2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan
nasional, dan (SS-3) Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis

Pelaksana kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional difokuskan untuk
melaksanakan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelenggarakan
fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler. Unit kerja utama yang
menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:

Deputi Bidang Ekonomi

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

D00 OV AW B

Selain Deputi, juga terdapat Staf Ahli Menteri PPN dan unit kerja yang menangani
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM perencana pusat dan daerah,
unit kerja yang menangani pengelolaan sistem data dan informasi perencanaan
pembangunan, unit kerja yang melakukan analisis kebijakan kinerja, serta unit kerja
yang menangani prosedur perencanaan dan penganggaran lintas bidang yang
dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia, para PAU terlibat dalam
pencapaian sasaran kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk
menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler.
Selain itu, PAU atas penugasan dari Deputi juga mendukung kegiatan perencanaan
lintas bidang dan pencapaian kinerja unit kerja lainnya sesuai dengan keahlian
masing-masing.
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Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut mempunyai 4 (empat) sasaran
program yang akan dicapai yaitu:
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
nasional sesuai bidangnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai bidangnya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya.
4, Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya.

Selanjutnya Sasaran Kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional
akan dicapai sebanyak 4 (empat) sasaran, yaitu:
1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
nasional sesuai lingkupnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai lingkupnya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkupnya.
4. Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai lingkupnya.

Pencapaian keempat sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi
Rincian Output (KRO) Utama, yaitu: Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan
Evaluasi, serta Pelaporan, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. KRO tersebut
diturunkan ke dalam Rincian Output (RO) yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan),
sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
Rekomendasi Kebijakan Pengendalian
Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana
9. Sistem/regulasi perencanaan dan pengendalian

g 0 En AR b

Kesembilan RO tersebut dihasilkan oleh unit kerja eselon II di lingkup Deputi dan
Setmen/Settama.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional juga memiliki 3 (tiga) RO Prioritas
yaitu: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark, Sistem Perencanaan
Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran, dan Knowledge
Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Pengampu dari pelaksanaan
kegiatan atas RO Prioritas tersebut adalah Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
dan Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan. Dari RO kegiatan tersebut dapat
dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas hingga
komponen utama, yaitu koordinasi, penelaahan/perumusan, pemantauan dan
evaluasi. Pemetaan rincian output (RO) tersebut dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Pemetaan Rincian Output (RO) Utama Kementerian PPN/Bappenas
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Sumber: Bappenas, diolah (2020)
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4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu S5S-4: Meningkatkan
kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan
didukung oleh kapabilitas SDM akan dicapai melalui Program Generik: Program
Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen
difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan
fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler, serta menjalankan
peran Clearing House. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja
di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja di bawah
Inspektorat Utama Bappenas.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu:

1. Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.

2. Terlaksananya akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi
PPN /Bappenas.

Kementerian

Pencapaian kedua sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 7 (tujuh)
sasaran Kkegiatan yang akan dihasilkan oleh unit kerja Setmen/Settama dan
Inspektorat Utama. Selanjutnya jumlah rincian output (RO) kegiatan pada Program
Dukungan Manajemen adalah sebanyak 30 rincian output (RO) kegiatan. Dari 30 RO
kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian
PPN /Bappenas. Pemetaan RO kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 9. Pemetaan RO Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

~ Sasaran Strategis Sasaran Program Sasaran Kegiatan Rincian Output Kegiatan

: 1 2 3 4
: 88-4: Meningkatkan Terlaksananya Terlaksananya Pelayanan 1.  Layanan Hubungan Masyarakat
: Kinerja Kementerian Pelayanan Kehumasan, 2: Layanari Protokoler
. PPN/Bappenas yang Dukungan Keprotokolan/Persidangan, 3. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
| bersih, akuntabel, Manajemen dan Ketatausahaan 4.  Layanan Data dan Informasi
i dan didukung oleh Pimpinan '
¢ kapabilitas SDM Terlaksananya pelayanan 5 Layanan Hukum
i legislasi dan litigasi 6. Layanan Bantuan Hukum
Terlaksananya Pelayanan 7. Layanan Organisasi dan Tata Laksana
Penyusunan Perencanaan, 8. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Analisis Organisasi, dan Tata 9,  Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Laksana 10. Layanan Umum
11. Dokumen Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya Pelayanan 12. Layanan Manajemen SDM
Penyusunan Perencanaan, 13 Layanan Pendidikan Kedinasan
Analisis Organisasi, dan Tata 14. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
| Laksana Pengelolaan SDM VL OO N
Terlaksananya Pelayanan | 15. LayamanBMN =~~~ .
Pengelolaan Keuangan, BMN
Dan Umum
Terlaksananya Terlaksananya Pelayanan 19. Pelaksanaan Pengawasan Intern Lingkup
Akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Administrasi Umum dan/atau Keuangan
Pelaksanaan Tugas Pengendalian Dan 20. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup
dan Fungsi Pengawasan Internal Lingkup Administrasi Umum dan/atau Keuangan
Kementerian PPN/ Administrasi Umum 21. Koordinasi Pengawalan dan Pemantauan
Bappenas Dan/Atau Keuangan Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan dan

Pengaduan Masyarakat Lingkup Administrasi
Umum dan/atau Keuangan
i 22, Fasilitasi Penguatan Manajemen Risiko dan
i Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
o menterian PPN/Bappenas ..o
| 23, Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan |
Intern Pemerintah (APIP)
24. Koordinasi Penguatan Manajemen Internal APIP |

Terlaksananya Pelayanan 25, Pelaksanaan Pengawasan Intern Lingkup Kinerja
Pengelolaan Risiko, Kelembagaan o

Pengendalian Dan 26. Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Lingkup
Pengawasan Internal Kinerja Kelembagaan

Lingkup Kinerja 27. Koordinasi Pengawalan dan Pemantauan

Kelembagaan Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan dan
Pengaduan  Masyarakat  Lingkup Kinerja
Kelembagaan

28. Fasilitasi Penguatan Manajemen Risiko dan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup
Kinerja Kelembagaan

29. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP)

30. Koordinasi Penguatan Manajemen Internal APIP
Lingkup Kinerja Kelembagaan

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas, diolah (2020)

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan
pembangunan nasional dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-
2024, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk:
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1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 2) Program Dukungan
Manajemen.

4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Pendanaan untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan untuk
menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan enabler,
dan juga menjalankan peran sebagai clearing house berdasarkan 4 (empat)
kegiatan/komponen utama yaitu: koordinasi, penelaahan/perumusan, pemantauan,
dan evaluasi.

Pada Gambar 18 dijelaskan bahwa setiap komponen utama akan menghasilkan RO
Kegiatan. Berikut penjabaran aktivitas dari masing-masing komponen utama
tersebut.
1. Koordinasi
Kegiatan koordinasi menghasilkan 7 (tujuh) RO, yaitu:

a. Rincian Output (RO): Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Pendek
Aktivitasnya antara lain:

- Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan
integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D.

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

- Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan
dan penganggaran pembangunan nasional, serta penyiapan rancang
bangun sarana dan prasarana.

- Penyusunan kerangka ekonomi makro.

- Pembahasan trilateral meeting

- Pembahasan Renja dan RKA-KL

- Penyusunan RKP.

b. Rincian Output (RO): Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Menengah
Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan/finalisasi RPJMN. Pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

c. Rincian OQutput (RO): Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Panjang
Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan/finalisasi RPJPN. Pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

d. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijjakan Perencanaan
Aktivitasnya dapat berupa:

- Penyusunan kesiapan kriteria pelaksanaan Major Project yang dilakukan
oleh unit kerja sektor. Hasil kegiatan ini menjadi input dalam penyusunan
RKP berikutnya.

- Pencarian sumber pendanaan pembangunan (rancangan pendanaan),
yang dilakukan oleh unit kerja pendanaan. Hasil kegiatan ini menjadi
dasar perhitungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan.

e. Rincian Output (RO): Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang
Berkelanjutan
Aktivitasnya berupa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan diklat
perencana bagi peserta pusat dan daerah.

f. Rincian Output (RO): Sistem/regulasi perencanaan dan pengendalian
Akitivitasnya berupa koordinasi penyusunan regulasi dan pengembangan
sistem KRISNA dan e-MONEV.

g. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Aktivitasnya berupa koordinasi pelaksanaan penugasan khusus dari
Pemerintah/Presiden/DPR-RI dan pengembangan inovasi pembangunan
yang dihasilkan dari koordinasi strategis dan selanjutnya ditindaklanjuti
oleh unit sektor terkait untuk menyusun perencanaan dan dijalankan oleh
K/L/D.

2. Penelaahan/perumusan
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Kegiatan penelaahan/perumusan merupakan satu rangkaian dalam
penyusunan dokumen rencana (RKP, RPJMN, dan RPJPN) yang dilaksanakan
oleh unit kerja deputi/direktorat. Kegiatan penelaahan/perumusan ini dapat
menghasilkan 2 (dua) Rincian Output (RO), yaitu:

a. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Perencanaan

Aktivitasnya dapat berupa:

- Penyusunan kesiapan kriteria pelaksanaan Major Project yang dilakukan
oleh unit kerja sektor. Hasil kegiatan ini menjadi input dalam penyusunan
RKP berikutnya.

- Penyusunan modeling outlook ekonomi/kewilayahan.

- Penyusunan kebijakan perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja
dalam mendukung penyusunan RKP, background study RPJMN, maupun
background study RPJPN. Background study RPJMN dan RPJPN sudah
mulai dilakukan tahun 2022 dan 2023.

- Pengembangan pendanaan pembangunan (rancangan pendanaan), yang
dilakukan oleh unit kerja pendanaan. Hasil kegiatan ini menjadi dasar
perhitungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaarn.

- Pengembangan rancang bangun pembangunan infrastruktur prioritas
nasional.

b. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Inovasi

Aktivitasnya berupa penelaahan/perumusan pelaksanaan penugasan

khusus dari Pemerintah/Presiden/DPR-RI dan pengembangan inovasi

pembangunan yang selanjutnya dijalankan oleh K/L/D.

3. Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan pemantauan dapat menghasilkan 2 (dua) rincian output (RO), yaitu:
a. Rincian Output (RO) : Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Aktivitasnya :
- Memantau pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh K/L
mitra.
- Mengawal pelaksanaan rencana dan memberikan tindakan korektif dalam
rangka pengendalian pelaksanaan rencana.
b. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Pengendalian
Aktivitasnya:
- Memantau pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui sistem
aplikasi e-monev.
- Mengawal pelaksanaan pembangunan dan memberikan tindakan korektif
dalam rangka pencapaian target pembangunan.
- Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk menyusun perencanaan
tahun berikutnya.

Keterkaitan antara aktivitas dengan Rincian Output (RO) Kegiatan dan fungsi dapat
dilihat sebagaimana pada Gambar 18.
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Gambar 18. Keterkaitan Aktivitas dan Rincian Output (RO) Kegiatan

5. REKOMENDASE KEBUAKAN PENGENUALMN.
- Fasilitasi Percepatan bencapa.:n target pembangunan
+ Panyusunan rekamendasl “national concern”hasil
-pelaksanaan -

» Monitering dan Evaluasi REIMN
+ Monitoring dan evaluasi national concern dan
penugasan khusus

R

+ Penyusunan RPIMN .' :
Musrc-nbang Jangks Menem.
Pangtapaupe:?ms RPIMN

7. SISTEM INFORMAS! PENGENDALIAN
* Penyusunan regulasi dan pengembangan
sistem E-Monev

INAD demgan RRIMN -
GUNAN NASIONAL

Penyusunan RPIP.
Penetapan undang- undsng RPJP

&
+ Penug khusus dari p

. FASILITASE PENINGKATAN INSTITUS! PERENCANA YANG

1. REKOMENDAS! KEBUAKAN PERENCANAAN BFRKEU\NIUTAN
Panilaan JFP
aan kapasitas IFP (gikiat galar dan non geleri

+ Kajian penyiapan perencanaan, jangka pendek, menengah dan panjang
+ Penyiapan rancang bangun

+ Penyiapan rancangan pendanasn (DRPHLK)

« Penyiapan kerjasama pendanaan dalam dan luar negeri

= Reviu baseling

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, diolah (2022)

4.2.2 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen

Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

a. Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, Kearsipan dan
Ketatausahaan Pimpinan.

pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum.

pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana.
pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian.

pelayanan umum dan keuangan.

pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.
pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan.
pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan

PR a0 T

operasional.

2. Layanan Pengawasan Intern

Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:

a. Pelayanan kegiatan penjaminan/assurance berupa pengawasan, evaluasi, reviu
dan pemantauan baik dalam lingkup administrasi umum dan/atau keuangan
maupun kinerja kelembagaan.

b. Pelayanan konsultansi/consulting baik dalam bentuk pendampingan, pembinaan
atau kegiatan edukasi lainnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

c. Pelaksanaan manajemen internal dalam rangka mendukung peningkatan
kapabilitas Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian PPN/Bappenas sesuai strandar yang berlaku.

Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kementerian PPN/Bappenas dibiayai
sepenuhnya melalui anggaran APBN. Namun, apabila diperlukan pembiayaan
anggaran yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN), maka
pemanfaatan pembiayaan tersebut diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang
menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi yang akan ditindaklanjuti oleh K/L/D.

Pembiayaan terbesar pada periode 2020-2024 diprioritaskan untuk mendukung
kegiatan Ibu Kota Negara (IKN) Baru, di antaranya Penyusunan Pendetailan Rencana
Induk IKN, Peraturan Turunan Undang-Undang IKN, Komunikasi Publik IKN,
Dukungan Sarana dan Prasarana di Wilayah IKN, dan lain-lain.
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Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program,
disampaikan angka dasar jangka selama lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah sebagai indikasi pendanaan Kementerian PPN/Bappenas
sebagaimana terlampir. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah
menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka secara lengkap target kinerja dari
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-204 dapat dilihat pada tabel berikut dan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

Perencanaan
Pembanguna
n Nasional
yang
berkualitas
dan kredibel
untuk
mewujudkan
Indonesia
Maju vang
Berdaulat,
Mandiri, dan
Berkepribadi
an
Berlandaska
n Gotong
Royong

Target Kinerja

Tabel 10. Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

Alokasi Anggaran {dalam ribuan)

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

MISI PROGRAM
2 2021 2022 2023 2024 KEGIATAN 2021 2022 2023
Tujuan 1: Mewujudkan Tingkat Perencanaan
perencanaan Pembangunan yang
pembangunan yang Berorientasi Hasil dan 77.5- 82- 86,5- 91- 95,5-
berorientasi hasil dan Mempercepat Kemajuan 79,45 83,95 88,45 92,95 97,5
mempercepat kemajuan Indonesia
Indonesia
SS 1.1: Terwujudnya
I.[_It.Cgl."?_iSl, sinkronisasi, dan Indeks Pcrcncnnaap 75 80 a5 90 a5
L. Menyelenggaraka sinergi perencanaan Pembangunan Nasional
n perencanaan pembangunan nasional
yang mampu SS 1.2: Terwujudnya S i ] i ; i OF.
mengarahkan efektivitas pengendalian [l;zl:rullcll;u];pz%%;?::;:?:nal BB_';)Q :74 9 (;?18(] 9);() :((:0 Program
pelaksanaan pembangunan nasional & ! g : ' Perencanaan 948.984.846 1.034.458.15 1.052.100.13 1.070.624.20 1.107.727.30
pembangunan : : Tingkat Daya Tanggap Pembangunan ! ' 5 1 3 2
ST T Tujuan 2: Mewujudkan v i
dalam pencapaian g 5 dan Inovasi Nasional
kemajuan dan daya tanggap dan inovasi Pembangunan yan 80- 84- 88- 92- 96-
SR pembangunan yang ng yang 83,9 87,9 91,9 95,9 100
kescjahteraan inklusif dan berkelaniutan Inklusif dan
bangsa ArCan, DETRE AR ULA Berkelanjutan
% Rekomendasi
}&chgaé(e:n l.‘cnyc]cseuan 85- 88- 91- 94- 97-
88 2.1:Terwujudnya UL SRS . 87,9% | 90,9% | 93,9% | 96,9% | 100%
= - Pembangunan Nasional
kebijakan pembangunan P .
, e yang dijalankan oleh K/L
nasional yang visioner -
% Rekomendasi - 0 85 0 95
Kebijakan Inovasi 192 =0 2 20- 9
) 79,9% | 84,9% | 89,9% | 94,9% | 100%
Pembangunan Nasional
Tujuan 3: Mewujudkan Tingkat Tata Kelola
tata kelola pelayanan Pelayanan Perencanaan
perencanaan yang Berkualitas,
pembangunan nasional Akuntabel, Efektif dan 84,33 87,33 90 91,5 93,07
yang berkualitas, Efisien
5 MERE IR akuntabel, efektif dan
! k-t.n'h}!;f! cain efisien
k:‘I:‘:;’:‘:"’*“‘ gﬁ:zf . }f?rmﬂsifri 83,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 88,00 | Program
perencana a8k ICmEnterian ' v g ; ; Dukungan 880.250.000 | 899.680.489 | 008.736.139 | 917.963.221 | 928.220058
: PPN/Bappenas s
pembangunan SS 3.1: Terwujudnya Manajemen
i feletif ds SRR . Indeks Kepuasan
vang clektif dan kinerja Kementerian PPN/ :
efisien Bappenas yang bersih Pemanglku Kepentingan
: PP yang s (Stakeholden di Bidang 85 88 90 92 95
akuntabel, dan profesional P
: erencanaan
dan didukung oleh P , sional
kapabilitas SDM embangunan Nasiona
Integrasi Data dan
Informasi Perencanaan 85% 88% 90% 92% 95%
Pembangunan Nasional
- 1.829.234.84 1.934.138.64 1.960.836.27 1.988.587.42 2.035.956.36
e 6 4 0 4 0
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Berdasarkan target kinerja dari Kementerian PPN/Bappenas tersebut, kemudian diturunkan ke target kinerja yang perlu dicapai oleh tiap-tiap Unit Kerja Eselon
(UKE) I yang ada di Kementerian PPN/Bappenas. Secara umum UKE I di Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas UKE I sektoral yang mengampu substansi
perencanaan sektor-sektor pembangunan Indonesia, UKE I Pendanaan yang menjadi regulator terhadap pendanaan pembangunan, UKE I Pemantauan, Evaluasi
dan Pengendalian Pembangunan yang melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pembangunan terhadap hasil perencanaan yang telah
disusun. Rincian dari target dari masing-masing UKE | yang ada di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tujuan
Bappena
S

Mewuju

SS-1:

Indikator
Kinerja Utama

Kementerian

Indeks

Target

Deput
Ekonomi

Indeks

Regional

Indeks

Deputi

1 Kemaritima

n dan
Sumber
Alam

Indeks

Ketenagaker]
aan

Indeks

Tabel 10. Target Kinerja & Indikator Kinerja Utama (IKU) U

Deputi
Pembangu
nan
Manusia,
Masyaraka
t, dan
Kebudayaa
n

Indeks

Indi

ator Kinerja Utama URE 1

Hukum,
Pertahanan,
dan
Keamanan

Indeks

KE I Tahun 2020-2024

Deputi

Pembangun
S an

Indeks

Deputi
Pemantauan
, Evaluasi
dan:
Pengen

n

Pembangun

an
Indeks

Stal Ahli

ariat Utama

Bappenas

%

dkan Terwuju Perencanaan Perencanaa Perencanaa Perencanaa Perencanaan Perencana Perencanaa Perencanaa Perencanaa Perencanaa Perencana
perenca dnya Pembangunan n n n Pembanguna an n n n n yang
naan integrasi Nasional: Pembangun Pembangun Pembangun n Bidang Pembangu Pembangun Pembangun Pembangun Pembangun Memenuhi
pemban ; a. Integrasi an Bidang an Bidang an Bidang Kependuduk | nan an Bidang an Bidang an Bidang an Bidang Standar
gunan sinkroni Perencanaan Ekonomi Pengemban Kemaritima an dan Bidang Sarana dan Politik, Pendanaan Pemantauan | Kompetensi
yang sasi, dan | Pembangunan gan n dan Ketenagakerj | Pembangu Prasarana Hukum, Pembangun , Evaluasi
berorien sinergi Pusat Regional Sumber aan nan Pertahanan, | an dan
tasi perencan | b, Daya Alam Manusia, dan Pengendalia
hasil aan Sinkronisasi Masyaraka Keamanan n
dan pembang | Perencanaan t, dan Pembangun
memper unan dan Kebudayaa an
cepat nasional Penganggaran n
kemajua Pembangunan
n Pusat
Indonesi c. Sinergi
a Perencanaan
Pembangunan
Pusat dan
Daerah
S§8-2: % Kinerja 80- 84- 88- 92- 96- | % Kinerja % Kinerja % Kinerja % Kinerja % Kinerja % Kinerja % Kinerja % Kinerja % Kinerja
Terwuju Pengendalian 83, 87, 91, 95, 10 Pengendalia | Pengendalia | Pengendalia | Pengendalia Pengendali | Pengendalia | Pengendalia | Pengendalia | Pengendalia
dnya Pembangunan 9% 9% 9% | 9% | 0% | n n n n an n n n n
efektivita | Nasional: Pembangun Pembangun Pembangun Pembanguna | Pembangu Pembangun Pembangun Pembangun Pembangun
s a. % Kinerja an Bidang an Bidang an Bidang n Bidang nan an Bidang an Bidang an Bidang an Bidang
pengend Pengendalian Ekonomi Pengemban Kemaritima | Kependuduk Bidang Sarana dan Politik, Pendanaan Pemantauan
alian Pembangunan gan n dan an dan Pembangu Prasarana Hukum, Pembangun | , Evaluasi
pembang | Pusat Regional Sumber Ketenagakerj | nan Pertahanan, | an dan
unan b. % Kinerja Daya Alam aan Manusia, dan Pengendalia
nasional Pengendalian Masyaraka Keamanan n
Pembangunan t, dan Pembangun
Daerah Kebudayaa an
n
Mewuju 58-3: % 85- | 88- | 91- | 94- | 97- | % % Yo % % % % Y% %
dkan Terwuju Rekomendasi 87, 90, 93, 96, 10 Rekomenda Rekomenda Rekomenda Rekomendas Rekomend Rekomenda Rekomenda Rekomenda Rekomendas | Rekomenda Rekomenda
daya dnya Kebijakan 9% | 9% 9% 9% | 0% | si si si i asi si si si i si Hasil si
tanggap kebijaka Penyelesaian Penyelesaia Penyelesaia Penyelesaia Penyelesaian Penyelesai Penyelesaia Penyelesaia Penvelesaia Penyelesaia Analisis Penyele saia
dan n Isu n Isu n Isu n Isu Isu Strategis an Isu n Isu n Isu n Isu n Isu dan n Isu




mode
inovasi
pemban
gunan
yang
inklusif
dan
berkelan
jutan

pembang
unan
nasional
yang
visioner

batls Pem

ategis

Stra egls
Nasional

Strategis
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Nasional

Strateg)

Strategis

Strategis

an

Strar.gs Harmonisas

bangunan Nasional Nasional yang akan Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional i Kebijakan
Nasional yang yang akan yang akan yang akan dijalankan yang akan yang akan yang akan vang akan yang akan dalam
dijalankan dijalankan dijalankan dijalankan oleh K/L dan | dijalankan dijalankan dijalankan dijalankan dijalankan rangka
oleh K/L dan oleh K/L oleh K/L/D oleh K/L Stakeholders oleh K/L oleh K/L oleh K/L oleh K/L oleh K/L Perumusan
Stakeholders dan dan dan Pembanguna dan dan dan dan dan Penyelesaia
Pembangunan Stakeholder Stakeholder Stakeholder n Bidang Stakeholde Stakeholder Stakeholder Stakeholder Stakeholders n [su
s s s Kependuduk rs s 5 s Pembangun Strategis
Pembangun Pembangun Pembangun an dan Pembangu Pembangun Pembangun Pembangun | an Bidang Nasional/ M
an Bidang an Bidang an Bidang Ketenagakerj nan an Bidang an Bidang an Bidang Pemantauan ajor Project
Ekonomi Pengemban Kemaritima aan Bidang Sarana dan Politik, Pendanaan , Evaluasi yang akan
gan n dan Pembangu Prasarana Hukum, Pembangun dan dijalankan
Regional Sumber nan Pertahanan, an Pengendalia oleh Unit
Daya Alam Manusia, dan n Kerja
Masyaraka Keamanan Pembangun Eselon |
t, dan an dan II
Kebudayaa
n
%o 75- 80- 85- 90- 95- Y% Yo % Yo % Yo Y% % % Inovasi
Rekomendasi 79, 84, 89, 94, 10 Rekomenda Rekomenda Rekomenda Rekomendas Rekomend Rekomenda Rekomenda Rekomenda Kebijakan
Kebijakan 9% 9% 9% | 9% | 0% | si si si i Kebijakan asi si si si Pembinaan
Inovasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan (Program /Ke Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Jabatan
Pembangunan (Program /K (Program /K (Program /K giatan) (Program / (Program /K (Program /K (Program /K Fungsional
Nasional yang egiatan) egiatan) egiatan) Inovasi Kegiatan) egiatan) egiatan) egiatan) Perencana
dijalankan Inovasi Inovasi Inovasi Pembanguna | Inovasi [novasi Inovasi Inovasi dan
oleh K/L dan Pembangun | Pembangun Pembangun | n yang akan Pembangu Pembangun | Pembangun | Pembangun Pengemban
Stakeholders an yang an yang an yang dijalankan nan yang an yang an yang an yang gan
Pembangunan akan akan akan oleh K/L dan | akan akan akan akan Pendidikan
dijalankan dijalankan dijalankan Stakeholders | dijalankan dijalankan dijalankan dijalankan dan
oleh K/L oleh K/L/D oleh K/L Pembanguna oleh K/L oleh K/L oleh K/L oleh K/L Pelatihan
dan dan dan n Bidang dan dan dan dan Perencana
Stakeholder | Stakeholder Stakeholder Kependuduk Stakeholde | Stakeholder | Stakeholder | Stakeholder yang
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Mewuju S5-4: Indeks 83, 86, 87, 87, 88, Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
dkan Terwuju Reformasi 00 00 00 00 00 Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi Reformasi
tata dnya Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi Birokrasi
kelola kinerja Kementerian Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Kementeria
pelayana Kemente PPN/Bappena Ekonomi Pengemban Kemaritima Kependuduk Pembangu Sarana dan Politik, Pendanaan Pemantauan | n
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akuntab el, dan Indeks 85 88 90 92 95 | Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks
el, profesion | Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan
efektif, al dan Pemangku Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna
dan didukun | Kepentingan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
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Gambar 19. Struktur Unit Eselon I Kementerian PPN/Bappenas

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
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PENUTUP

Renstra Kementerian PPN /Bappenas 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian
PPN /Bappenas untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi
Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di

dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 telah dirumuskan visi Kementerian

PPN /Bappenas yaitu “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel

untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan

Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat
kemajuan Indonesia.

2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan
efisien.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-
2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan
apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator
kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan
Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dituangkan dalam Visi Kementerian
PPN /Bappenas.

Demikian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 agar dapat menjadi acuan
dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan
rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan inovasi pembangunan serta menjadi acuan
dalam penyusunan Renstra unit kerja Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas.



Pelayanan Kehumasan Keprotoko an / ersxdangan an

.9

Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

kapabilitas SDM

Layanan Bidang Hukum

1 33.000.00 | 48.522.20 48.522.20
‘Ketatausahaan Pimpinan : : 0 3 s
Layanan Nilai keterbukaan informasi publik 79 80 81 82 83
I}feh“ma“’a“ dan | Nilai Pengawasan Kearsipan g s | oso | 851 80
rotokoler i
% Pelaksanaan Tata Kelola hngkup Hubungan
Terwujudnya Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha e i g I 100 100 Biro
Pelayanan kinerja Pimpinan yang sesuai dengan ketentuan dan % Yo Hubungan
Kehumasan, Kementerian aturan yang berlaku : Masyarakat,
Keprotokolan / PPN/ Bappenas . % pengelolaan realisasi anggaran hngkup Kearsipan,
Pefsidangan, yang bersih, ?ﬁ ?:r?;men Hubungan Masyarakat Kears1pan dan Tata - - - 92% | 95% 33‘”00‘08 48‘522'28 48-52”3 48'522'22 485222;’ dan Taﬂa
dan akuntabel, dan Usaha Pimpinan ; Usaha
Ketatausahaan profesional dan % Pemenuhan Direktif lepman hngkup : Pimpinan
Pimpinan didukung oleh Hubungan Masyarakat, KearSlpan dan Tata e i i i 99% | 95% B
kapabilitas SDM Usaha Pimpinan yang sesuai dengan tugas dan 5 2
fungsi -
Layanan Indeks kepuasan' 'atés layanan kehumasan,
Kehumasan dan informasi publik, képfotokolan, pers1dangan 86 88 90 92 94
Protokoler ketatausahaan pnnpma.n dan perpustakaan i
Pembinaan dan Pelayanan Hukum 3.950.400 | 4.000.000 | 4.000.000
Terwujudnya % penyelesa.laj.n penyusunan per_aturan_ : 100 100 100 100 100
kinerji y ~Layensn Hokum perundang-undangan dan produk hukum %0 % % Yo %
Kementerian - Layanan % pelayanan terhadap permintaan : 100 100 100 100 100
Pembinaan dan PPN/ Bappenas | Bantuan Hukum pendampingan dan bantuan hukum Yo %o % % Yo e
Pelayanan yang bersih, % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan 100 | 100 | 3950400 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 Hatiiclen
Hukum akuntabel, dan M : Bidang Hukum yang sesuai dengan ketentuan s - - o o
profesional dan anajermnen dan aturan yang berlaku i i
; Internal
didukung oleh % pengelolaan realisasi anggaran 11ngkup | i I 99% | 959%




Er i

% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup

Layanan Bidang Hukum yang sesuai dengan - - 92% | 95%
tugas dan fungsi i) e Bl pni e
- Layanan Hukum e ]
- Layanan Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum 86 i 90 .| 92 94
Bantuan Hukum . o . : :
Penyusinan Fereicanaay .AI.l-?hSls Dresnnay dan-frata _ 4,698,000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000
Laksana S ; £ ] a B i :
Rencana Kerja % Penyelesaian Rencang Strategis, Renja K/L _ . i 100
dan Anggaran dan RKA K/L Kementerian PPN/ Bappenas yang | 92% | 94% | 96% | 98% |
diterima oleh Sesmen PPN/ Sestama Bappenas s i :. ;
% penerapan program RB di Kementerian Al i 100
Layanan PPN/Bappenas dan UKE s e el L IR
Manajemen % penyelesaian penataan organisasi dan tata ! i L 100
Organisasi laksana yang diterima Sesmen PPN/ Sestama 92% | 94% | 96% | 98% %
Bappenas i etis Bt
% akurasi realisasi penyerapan anggaran R e U 100
Laporan Kementerian PPN/ gapgcnag il i i e Dl Yo 4.698.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000
Terwujudnya Eeﬁanta_man den % capaian kinerja dan akuntabilitas 929 | 949% | 96% | 9g8% 100
kinerja VMBS, Kementerian PPN/ Bappenas i i 2 e %
Penyusunan Kementerian % penyelesaian fasilitasi pengembangan : : : 100
Perencanaan, PPN/ Bappenas kerjasama untuk mendukung proses 92% | 99% | 96% | 98% o
Analisis yang bersih, T penyusunan perencanaan pembangunan eHERER D e d R Bire
Organisasi, dan | akuntabel, dan Ker: % koordinasi penyusunan program PHLN di 100 100 | 100 | 100 | 100 by .
Tata Laksana profesional dan crjasama Kementerian PPN /Bappenas % % | % % . % Ferencanaan
iidukt_lr}g oleh Pendapat stakeholder terhadap proses Baile | B=a.ﬂc B al.k Béik ég];-g,?;.lja?:l’
apabilitas SDM penyusunan perencanaan pembangunan i s PalaliE
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan - fe g
Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana i - 100 i
yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang : i L9
berlaku fied
Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Hae
Internal Layanan Perencanaan, Organisasi, dan Tata = | = 95%
Laksana ' i e
% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup sl b
Layanan Perencanaan, Organisasi, dan Tata - 92% | 95%
Laksana yang sesuai dengan tugas dan fungsi e
Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan e 85.450.47 | 58.607.17 | 63.00332 | 67.803.78 | 72.749.76
Pembangﬁnaﬁ e i i 6 9 9 6 7
Perenatiagiy . e —— Pu ungan ndeks kepuasan layanan perencanaan, 86 88 90 | o2 gq | 8545047 | SB.607.17 | 03.093.32 | 67.803.78 | 72.749.76
o erencanaan organisasi, dan tata laksana 6 9 9 6 7
Kebijakan PPN/ Bappenas Pl
: embangunan
Pembangunan yang bersih,
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Penylisunan Kebijakan dan Pelayanarn Kepegawaian 17.000.03 17.850._Qg 18-'7.42'58 1?.67&62 20.663.62
Pembinaan SDM baiinastnd i
dan Pelayanan Indeks S}'Sﬁte'rp-Mérit Kementerian PPN/ » ! } 361, 3 63.
Administrasi Bappenas S
; Kepegawaian HEL e
Eégg;udnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan 100 100
m— cfnterian Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan - - - % % :
Penyusunan ketentuan dan aturan yang berlaku Biro Sumber
. PPN/ Bappenas : : Y :
Kebijakan dan ang bersih Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup P 3 9294 | 950 | 17-000.00 | 17.850.00 | 18.742.50 | 19.679.62 | 20.663.60 Daya .
Pelayanan gkug ¢ Internal Layanan Sumber Daya Manusia o 2 0 0 0 5 6 | Manusia
: ntabel, dan Shte i R -
Kepegawaian profesional dan %o Pemenuhan Direktif Punpmgn lingkup |
didukung oleh Layanan:Sumb_e_r Daya Manusia yang sesuai = = - 92% | 95%
Kkapabilitas SDM dengan tugas dan fungsi :
Pembinaan SDM deie ]
dan Pelayanan Indeks Kepuasan Layanan administrasi 86 88 90 99 94
Administrasi kepegawaian di kementerian PPN /Bappenas
Kepegawaian iy sty s o
426.151,1 | '528.099.3 | 528.099.3 | 528.099.3 | 528.000.
Pelayanan Umum dan Keuangan Ay gy S 528, 0))32_ .328 09932
Terwujudnya :
kinerja - Terwujudnya 100 100 100 100 100
Kementerian Layanan Yo Ya % % %
Pelayanan PPN/ Bappenas Keuangan yang 5
S Vo i yang bersih, -’ - e . 426.151“; 523.0999% 523.0993.2 528.0993.2 523.0993.?)
Ll s akuntabel, dan | - Terwujudnya | o; ysulan pembayaran yang dilayani sesuai 100 | 100 | 100 | 100 | 100
profesional dan Layanan BMN prosedur i : %, o a 9, o4
didukung oleh yvang handal e e o !
kapabilitas SDM : : _ Biro Umum
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung 240.000.0 | 164.044.7 | 164.044.7 | 164.044.7 | 164.044.7 |
Pelayanan Umum dan Operasional 00 el il 71
Peningkatan Terwujudnya R o % tingkat ketersediaan sarana dan prasarana '
Kualitas Sarana | kinerja Layanan Gedung | ., ;tur Kementerian PPNBappenas sesuai 92% | 94% | 96% | 98% | 190
dan Prasarana Kementerian dan Bangunan ronGARA : Yo
Fendnkuns PPN/ Bappenas | Yang memadai it _ 240.00068 164.0447.11" 164.0447.11’ 154.0447.7; 164.0447;'1
Pelayanan yeug beraih, oo i Indeks kepuasan pengguna lé anan umum, dan
Umum dan akuntabel, dan | Pengelolaan BMN S i ; 86 | 88 | 90 | 92 | G4
Operasional profesional dan yang Handal S
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Pembangunan

92%

didukung oleh Terwujudnya
kapabilitas SDM | Layanan Rumah
Tangga yang
Profesional
Terwujudnya Ean e i :
Pengadaan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadaan ol i B
Peralatan dan dan layanan internal : 86 e 8.8_ 29 re 5
Mesin yang akurat
% Pelaksanaan Tata Kelola lmgkup Layanan : 100 100
Umum yang sesuai dengan ketentua.n dan = 3 - o o
Terwujudnya aturan yang berlaku 2 i
Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran llngkup g | 1 929 | 950
Internal yang Layanan Umum
Akuntabel % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Layanan Umum yang sesuai dengan tugas dan - - - 92% | 95%
fungsi
Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan 60.000.00 | 63.000.00 | 66.150.00 | 69.457.50 | 72.930.37 L
Pembangunan Nasional G G : 0 0 of 0 L
Indeks SPBE Kementerian PPN/Bappenas Il Pake | Bole f gk | Baik
Layanan
Teknologi, % Permintaan Layanan Pemehharaan Sarana : ”90% 90% ' 90% | 90% | 90%
Informasi dan dan Prasarana yang Terselesaikan ik
Komunikasi % Insiden Keamanan Informasi yang :
Terselesaikan il . i 200 | D0%
% Aplikasi Khusus Kementenan PPN]Béppenas i - | 00% | 90%
yang berfungsi : no,noo.og 63.000.08 66.150.08 69.457.58 72.930.3; L
% Pemenuhan Permintaan Dukungan Ana.htlka o ndapy o or | ano P
Terwujudnya Layanan Data Berbasis Elektronik yang Terselesaikan _590-0/:0 : '90:% 90% : it A) i
kinerja Pengelolaan Data T T . — -
Pengelolaan . dan Informasi % Pemenuhan Produk Pengetahuan yang . e e _ _
Data dan Kementerian DefERAHAEAR Terklasifikasi sesuai Kegiatan Unit Kerja yang 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
. PPN/ Bappenas _ e i
Informasi ih Pembangunan Telah Terindentifikasi i _
Perencanaan yang berail, Nasional % Pemenuhan Permintaan Dukungan L 1 in
Pembangunan akurntz:lbe;i ccllan Pengelolaan Data Tabular/Statistik 900/ | 90% | 90% | 90% | o0% i
Nasional g{guelf‘ﬁln olein dan Informasi Geospasial Berbasis Elékfron_l_k_ L e i ?
kapabilitis SDM Yang Tstaganihoe
% Pelaksanaan Tata Kelola lmgkup Layanan :
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 4 100 | 100
yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang : 7 2 % %
Manajemen berlaku
L % pengelolaan realisasi anggaran linglkup
Layanan Data dan Informasi Perencanaan ....... - - 2 95%




% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup

Ny iy

Layanan Data dan Informasi Perencanaan

Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi :

92%

195%

Intern Pemerintah

(APIP) Lingkup
Administrasi

administrasi umum dan/atau keuangan

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum 16.750.000 | 7.087.000 | 7.481.700 | 7.886.000 | 8.247.000
Tecapaianya
Kepuasan Unit
Kerja atas =
Layanan Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan
Pengawasan pengawasan intern lingkup administrasi umum Baik | Baik | Baik | Baik | Baik
Intern Lingkup dan/atau keuangan
Administrasi !
Umum dan/atau
Keuangan
Terlaksananya :
Pengawasan % pelaksanaan pengawasan intern sesuai
Intern Lingkup dengan program kerja pengawasan tahunan 100 | 100 100 100 | 100
Administrasi (PKPT) lingkup administrasi umum dan/atau %o Yo % %o Yo
Teriitnya Umum dan/atau keuangan
- ’ Keuangan
kinerja
; = ; Terlaksananya i
Pembinaan dan Kementerian Tindak Lanjut | : ! ! i i
Pengawasan PPN/ Bappenas el e 7o Pelaksanaan Pend'amplngan Eksternal 100 100 100 100 :_1.00
Bidang yang bersih, He e lingkup administrasi umum dan/atau keuangan | % Y% | % | % | % | 6750000 | 7.087.000 | 7.481.700 | 7.886.000 | 8.247.000
Administrasi akuntabel, dan sl Fengewasan |5 ; : i i
- dan Pengaduan
Umum profesional dan I ! i
SRUlEg e ﬂi;ﬁr:k = % rekomendasi pengawasan dan pengaduan i B
kapabilitas SDM | o o o asi ' masyarakat lingkup administrasi umum 130 1090 l‘f/)O 1090 180
Umum dan/atau | dan/atau keuangan yang ditindaklanjuti i B i i
Keuangan sl e
% Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment . i
Terlaksananya ‘penilaian maturitas SPIP lingkup administrasi 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Pembinaan SPIP umum dan/atau keuangan yang difasilitasi %o % % Y% %
‘penvelesaiannya i
Terlaksananya i
Peningkatan
Kapabilitas Aparat | % penyelesaian Area of Improvement (Aol) i i G
Pengawasan Internal Audit Capability Model (IACM) lingkup 1300 1300 10(/’00- 1%0 1%0_ _

Inspektorat
Bidang
Administrasi
Umum



_78-

Umum dan / atau

Keuangan i : i
% Pelaksanaan rencana kKerja Reformasi 100 100
T ‘Birokrasi lingkup aclm1n1stras: umum dan /atau - - - Bl iy
erlaksananya Kk Yo Yo
Manajemen el URSTL - — -
J
Internal % realisasi anggaran layanan pengawasan intern . - 929% | 95%
lingkup administrasi umum dan/atau keuangan & 2 i
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan : 3.250.000 | 3.470.000 | 3.602.300 | 3:470.000 | 3.972.000
Tecapaianya
Kepuasan Unit
Kerja atas ! ! ;
Layanan Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan ; : ; j ;
Pengawasan pengawasan intern lingkup kinerja kelembagaan Batk | Balk | Baik | Baik | Daik
Intern Lingkup : 1 :
Kinerja
Kelembagaan
Terlaksananya . i i
Pengawasan % pelaksanaan pengawasan intern sesuai
Intern Lingkup dengan program kerja pengawasan tahunan 1(5/)0 130 130 130 ](20
Kinerja (PKPT) lingkup kinerja kelembagaan . 2 t i i o
Terwujudnya Kelembagaan iy i i
kinerja Terlaksananya % Pelaksanaan Pendampingan Eksternal 100 100 100 100 100
Pembinaan dan Kementerian Tindak Lanjut lingkUp kinerja kelembagaa.n: : % % % Yo %
N——— PPN/ Bappenas Rekomendasi 3.250.000 | 3.470.000 | 3.602.300 | 3.470.000 | 3.972.000
Bidgn Kinerja yang bersih, Haz Pengamasan % rekomendasi pengawasan da.n pengaduan il
Kelemlgaagaan akuntabel, dan dexr Peapaduan masyarakat lmgkup kinerja kelembagaan ya.n.g. 1H0 L R0 100 100 =0
profesional dan Masyarakat ditindaklanjuti % % | % % %
didukung oleh Lingkup Kinerja
kapabilitas SDM | Kelembagaan
g:iik;iﬁnggp % Rekomendast Hasil Valldas1 / self a_s_s_e_ss_rr_lent 100 | 100 100 100 | 100
: S penilaian maturitas SPIP lingkup kinerja
Lingleup Kinerje kelembagaan yang difasilitasi pen eleseuariri a | % % i i e
Kelembagaan & yang p 4 o
Terlaksananya [ G e e
Periingicatan % penyelesaian Area of f}ﬁbrouement (AOI}
gapablhtas Aparat Internal Audit Capability Model (IACM) Imgkup IP 0 1,? 0 100 9 IB 9 1‘90
engawasan S Y% Yo Yo %o Yo
Intern Pemerintah 18 e Emsgas
(APIP) : L |
Terlaksananya % Pelaksanaan rencana kerja Reformasi 100 100
Manajemen Birokrasi lingkup kinerja kelembagaan . I i Yo Yo

Inspektorat
Bidang
Kinerja

I{'glcmb agaar



Internal ngkup
Kinerja

Kelemba,

Perencanaan Pembangunan Terkait ngkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif =

-79.

% realisasi anggaran layanan pengawa;s.a.n intern
lingkup kinerja kelembagaan

| 4.500.000

8.200.000

8.200.000

£.200.000

8.800.000 |

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Industri,
Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima
oleh Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang
diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima
oleh Deputi

9 50/0

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Industri, Pariwisata,
dan Ekonomi Kreatif

75%

80%

85%

L 90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan =~
Ekonomi Kreatif

80%

85%

90%

95%,

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
'RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
‘koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
~dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan

Ekonomi Kreatif

70-
75%

80%

76-

L
90%_ -

01

95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima
oleh Deputi

75%

80% |

| 90%

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

90%

95%

1.800.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

3.200.000

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup industri, parlmsata dan
ekonomi kreatif yang diterima oleh Deputi.

80-
83,9

%

 84-
87,9

%

- 88-
1919

%

92
95,9

£ 96_

100

800,000

800,000

800,000

800,000

Direktorat
Industri,
Pariwisata,
dan Ekonom
- Kreatif
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Pembangunan % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
Nasional Kebijakoan d1jalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 8s. | oo. 96.
P sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
ercepatan 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 100 -
S —— sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup o o o, o o
gl Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi 2 o b i o
Kreatif
= % Rekomendasi Penyelesman Isu Strategls '
Kebijakan 85- 88- 91- 94- 97-
: Perencanaan NaS}ona.[/ Major Project yang dl]alefnkan oleh K/L 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 1.200.000 [ 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup o o o o o
Kebijakan ¥ Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | : I 3 :
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebiiakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Pemi])an ooy oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 |1 849 | 899 | 949 100 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000
. gu lingkup Industri, Pariwisata dan Ekonomi %o % Yo % )
Kreatif yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Industri, 100 | 100
kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sesuai - - - o %
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku 2 9
PPN/ Bappenas y % pengelolaan realisasi anggaran lingkup /
yang bersih, ?ﬁ?;erl_‘];mcn Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif e il & 92% | 95%
1, de
af;;;;?;); al 3:;1 % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
B N Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang - - - 92% | 95%
didukung oleh A t A
yapabilites SDM sesuai dengan tugas an ungm
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa : 63.500.00 s il i Bl
Keirangan dan BUMN "o | 5:000.000 _5?02309_ $.000.000 | 5.943.370
?g{r;({)a;la s % rancahgé.ri UU RPJPN l1ngkup J asa Keuangan i | i 90% i
Jangka guanjang dan BUMN yang d1ter1ma oleh Deputi 2
.% rancangan awal teknokratik RPJMN hngkup
Jasa Keuangan dan BUMN yang dltenma oleh £ = - 90% -
Terwujudnya : Depuu
Perencanaan Integrasi, sorancangan berpres BE MM linglup.dasa. . i ; oz Direktorat
; AT Rencana Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi i Jasa
Pembangunan Sinkronisasi, Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan Keuang
i J . . t ar
Terkait Lingkup | dan Sinergi Jangka Menengalh | sasaran RPJMN lingkup Jasa Keuangan dan 750 | 80% | B5% | 90ts 4 gatg | 1SOMTE | 2500000 | 2.500.000 | 2500.000 | 3443370} G mn:
Jasa Keuangan Perencanaan BUMN
Gan BLME If:[zzl;i!;lgunan % keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJ MN lingkup Jasa Keuangan | 75% = - - 80%
dan BUMN
Rencana % keselarasan target outpul prioritas Renja K/L
Pembangunan dengan output proyek prioritas RKP dalam 5 = 5 5 i
Jangka Pendek koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang T2l ARe | Bb% | WO ] Bo
(Tahunan) dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN
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% keselarasan anggaran output prioritas dalam

76-

Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh
Deputi :

RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam | 70- | 86- | 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang | 75% 80% 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN i
% Rancangan Perpres RKP lingkup Jasa e Libshl P R n &
Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputl Mt it Dl Dl ke
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan e ;
- ) 80- 84- | 88- | 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
. h i 83,9 | 87,9 | 91,9 || 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Jasa Keuangan dan o o/ o o o
Efektivitas Pembangunan BUMN yang diterima oleh Deputi i 9 i ° i
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang st ; 690.092 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian | 80- | 84- | 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 [ 87,9 [ 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % | % % % Yo
Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN : :
5 % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis i o e "
hKebipken Nasional / Major Project yang dijalankan oleh K/L Gl el M oile - -
: Perencanaan 87,9 |1 90,9 [ 939 | 96,9 | 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Terwujudnya PR ARMRER dan stakeholders pembangunan lingkup Jasa o o | e o, o
Kebijakan £ Keuangan dan BUMN ’ ey e
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Keglatan) i
Nasional yang Kebitakan M Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Pemjban S oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 849 | 89,9 | 94,9 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
gl lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang ; 9 % % Y%
diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Jasa 100 100
kinerja Keuangan dan BUMN yang sesuai dengan - ry o
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku L S 2
PPN/ Bappenas 3 % pengelolaan realisasi anggaran llngkup Jasa 3 : iy
yang bersih, ?flﬁélr?’:zlmen Keuangan dan BUMN . i 5 I 72 | B
akuntabel, dan 6 SO R bl ;
AfedicEAEdER % Pemenuhan Direktif Pimpinan lmgkup Jasa : !
P Keuangan dan BUMN yang sesuai dengan tugas-- - - 92% | 95%
didukung oleh dan £ . :
kapabilitas SDM e unEm
Perencanaan Pembangunan Terkait ngkuP Keuangan : 3.350.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5300000
‘Negara dan Analisis Moneter : :
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Keuangan e
Terwujudnya Pembangunan Negara dan Analisis Moneter yang d1ter1ma oleh - + = 90% Direktorat
Perencanaan : . ki L
Pemb Integrasi, Jangka Panjang Deputi Keuangan
Ten;{ a?g‘min Sinkronisasi, % rancangan awal teknokratik RPJMN Jinglup _ Negara dan
Ki{lgganng up dan Sinergi Rencana Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang = = - - 90% - 1.850.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.950.000 Analisis
Al 1 : 8
Negara dan Perencanaan Pernbamgunern 0dltf:nma oleh Deputi el Moneter
. Pembangunan % rancangan Perpres RPJMN lingkup Keuangan -
Analisis Moneter - Jangka Menengah 959%
b bt = . (8]



2B

% keselarasan sasaran program RKP dengan

..90%

95%

sasaran RPJMN lingkup Keuangan Negara dan 75% | 80% | 85%
Analisis Moneter
% keseclarasan sasaran program Renstra K/L L
dengan sasaran RPJMN lingkup Keuangan 75% - * - 80%
Negara de_u_-n Analisis Moneter ;
% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam B
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan e
_Analisis Moneter
Rencana Ur Laseal 5 e
o keselarasan anggaran output prioritas dalam
Pembangunan RKA d g il
engan output proyek prioritas RKP dalam :
Jangka Pendek i i : 70- 76- 81- 86- 91-
(Tahunan) koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan g & ot e i
Analisis Moneter
% Rancangan Perpres RKP lingkup Keuangan !
-Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
‘Deputi = :
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88. 92 0
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana e

; dmi 8 : 839 | 879 | 91,9 [ 95,9 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Keuangan Negara dan o o o o, o
Efektivitas Pembangunan _Analisis Moneter yang diterima oleh Deputi 5 i i e o
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang i 700,000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- | 92- 111 96-.
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100

Pembangunan ‘sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % % Yo Qo | O
Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter b

B % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis j i :

Kebijakan HIEhe e ; i 85- 88- 91-. 94- | 97-

. Perencanaan Nasional/Major Project yang dijalankan oleh K/L 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 450000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000
Terwujudnya Y —— dan stakeholders pembangunan lingkup o % 5 g e
Kebijakan gl Keuangan Negara dan Analisis Moneter 2 2 o e
Pembangunan - % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) R
Nasional yang 7 TV T —— Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- | 90- .| 95-
Visioner Pem%Jan — oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 89,9 | 94,9 [ 100 350,000 500,000 500,000 500,000 500,000

g lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter % %o % % Y%
yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Keuangan 100 | 100
kinerja Manai Negara dan Analisis Moneter yang sesuai dengan - - - o o
Kementerian anAleReR ketentuan dan aturan yang berlaku o 2
Internal i P : -
PPN/ Bappenas % pengelolaan realisasi anggaran lingkup i 5 i 999

yang bersih,

Keuangan Negara dan Analisis Moneter

95%




akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM
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% Pemenuhan Direktif lepman lmgkup

Keuangan Negara dan Analisis Monetcr yang. .': ol

sesuai dengan tugas dan. fung51

92%

95%

Perdagangan, Inve
Internasional

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup

stasi dan Kerja Sama Ekonomi

6.705.000

6.705.000

6.705.000

 6.705.000

7.890.504

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Perdagangan,
Investasi dan
Kerja Sama
Ekonomi
Internasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lmgkup Perdagangah; . :
Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional |

yang diterima oleh Deputi

20%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan

% rancangan awal teknokratik RPJ MN Imgkup
Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang d1tenma oleh
Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang diterima oleh
Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Perdagangan, Investas1
dan Kerja Sama Ekonomi Internasional

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Perdagangan,
Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional

75%

80%

Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L

dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang

| 75%

dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasidan = |

Kerja Sama Ekonomi Internasional

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output pnontas dajam o

RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang i
dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasl dan

Kerja Sama Ekonomi Internasional i

o
75%

76- |
80% -

81-
85%

86-
90%

91-
95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup
Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional yang diterima oleh
Deputi

75%

80%

85%

90%

95%

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

Nasional

% Ketersediaan informasi hasnl pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi
dan Kerja Sama Ekonomi Internasmna] yang
diterima oleh Deputi ]

80-
83,9

84-
87,9
o

88-
91,9
%

92-
95,9
%

96-
100
%

2.524.016

1.437.363

2.480.361

1.481.018

2.480.361

1.481.018

2.480.361

1.481.018

3.665.865

1.481.018

. Direktorat
 Perdagangan

, Investasi

- dan Kerja

. Sama
Ekonorm |

Internasmna
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: Program/ Heeioungt ‘wd?gtatn E:{;og{:am .!n;{'ikator UKE II Alokasi (dalam ribu rug’i};.h_s Au'ﬁ?t :
Kegiatan Strategis el m:("l{e;i}étan ~ (Hasil Pembahasan) e 2021 2022 2023 2024 g;i‘:‘va'ﬂi;‘]"“
% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang L : i
Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pepcapaian 80- 84- 88. 92- 96- :
Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | g39 | g79 | 91,9 | 95,9 | 100
pa ; : , ,
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % o % % %
Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama ]
Ekonomi Internasional
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 85- 88- 91- 94- | 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 1.243.621 | 1.243.621 | 1.243.621 | 1.243.621 | 1.243.621
Terwujudnya Pembangunan Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama % % %o % %o
Kebijakan Ekonomi Internasional
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan) |
Ngsional yang Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75. 80- 85- 90- 95-
Visioner Kebijakan Inovasi o_leh K/L dan stakeholders pembanguna.tli 709 | 849 | 89.9 | 94,9 | 100 | 1500000 | 1500.000 | 1500000 | 1.500.000 | 1.500.000
Pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama o o o o o
Ekonomi Internasional yang diterima oleh 2 o 2 i i
yang
Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Terwujudnya Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama i L B 100 | 100
kinerja Ekonomi Internasional yang sesuai dengan % Y%
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, . Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama - - - 92% | 95%
akuntabel, dan Ekonomi Internasional
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama ! . i 92% | 95%
kapabilitas SDM Ekonomi Internasional yang sesuai dengan 2 "
tugas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 7.095.000 | 7.550.000 | 7.550.000 | 7.550.000 | 9.250.000
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Perencanaan :
Pembangunan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh - - - 90% -
Jangka Panjang Deputi
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
T Terwujudnya Pgre:}canaan Makro_dan Analisis Statistik yang + - - 90% - Direlt
FenbenEnan Integrasi, diterima oleh Deputi : - rlre orat
Terlnt Pirphony Sinkronisasi, % rancangan Perpres RPJMN lingkup fa :{(‘:a';aa“
dan Sinergi Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang s - - - 95% | 4.805.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 6.500.000 Do
Perencanaan P Rencana diteri . Analisis
erencanaarn iterima oleh Deputi s
Makro dan Permbensnnar Pembangunan 9% kesel RKP d Statistik
Analisis Statistik | Dangu Jangka Menengah e R i
Nasional sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Makro 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dan Analisis Statistik
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan 75% - - - 80%

Makro dan Analisis Statistik
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% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP hngkup Perencanaan Makro dan
Analisis Statistik
% keselarasan anggaran output pnorltas dalam
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91.
Pembangunan ‘koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 930
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan 2 9
(Tahunan) Analisis Statistik
% Keselarasan KEM Daerah terhadap RKP
lingkup Perencanaan Makro dan Analisis 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Statistik
% Rancangan Perpres RKP 11ngkup Perencanaan
Makro dan Analisis StaUSnk yang diterima oleh 5% | 80% | 85% | 90% | 95%
Deputi i
Informasi Hasil % Ketersediaan 1nforma51 has:l pemantauan dan
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- 84- 88- 92- 96-
Rencana pembangunan lingkup Perencanaan Makro dan 83,9 |1 879 | 91,9 | 95,9 100
Terwujudnya Pembangunan Analisis Statistik yang diterima oleh Deputi
Efektivitas TR i T
Pengendalian W9'Rekqmenda81li;§51ﬁa%calan-penge_nda.han yang 1.035.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000
Pembangunan | Kebijakan ; dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
Peam—— Percepatan sasargn/target PN_, PP, KP, proyek prioritas, dan 80- 84- 88- 92- 96-
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup 839 | 87,9 | 91,9 | 959 100
Lingkup Perencanaan Ma.kro dan Analisis
Statistik ! d :
2 % Rekomendasi Penyelesalan lsu Strategis
Kebijakan 85- 88- 91- 94- 97- ;
Perencanaan Nasional/Major Project yang dl_]alankan oleh K/L 87,9 | 90,9 | 939 | 96,9 100 755,000 850,000 850,000 850,000 850,000
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup % % o o %
Kebijakan Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebiiakan I .| Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- | 80- | 85- | 90- | 95-
Visioner Pe 1}’3 UL AROVES] oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
embangunan lingkup Perencanaan Makro dan Analisis % % Yo % %
Statistik yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perencanaan 100 100
kinerja Makro dan Analisis Statistik yang sesuai dengan - - - o o
Kementerian Manajemen ketentuan dan aturan yang berlaku i i
;)gfg/ Ee ?ngnas Hatecnal % pengelolaan realisasi anggaran lingkup I 5 i 92% | 950

akuntabel, dan

Perencanaan Makro dan Analisis Statistik




profesional dan
d1dukung oleh

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang,
‘Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana

-86-

% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang
Sesu, an tugas dan fungsi

23.900.00
; 0

25.200.00
0

25.200.00

0.

25.200.00
0

26.400.00 |
)

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Tata Ruang,
Pertanahan, dan
Penanggulangan
Bencana

Terwujudnya
integrasi,
sinkronisasi,
dan sinergi
perencanaan
pembangunan
nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Tata Ruang,
Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan
Informasi Geospasial yang diterima oleh Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan i
Bencana, dan Informasi Geospasial yang
diterima oleh Deputi

1 90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Tata
Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana,
dan Informasi Geospasial yang diterima oleh
Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang,
Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan
Informasi Geospasial

5%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L =

dengan sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang,
Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan
Informasi Geospasial

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prlontas 1

Nasional/ Major Project (PN-MP)

5%

80%

85%

% lokasi prioritas dalam profil dan analisis
daerah yang selaras dengan arah kebijakan
pengembangan wilayah dalam dokumen
perencanaan (RKP-RPJMN)

| 75% | 8

0%

| 85%

% keselarasan target output prioritas Renja K/L

dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan,
Penanggulangan Bencana, dan Informasi
Geospasial

80% |

as%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam-
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan,
Penanggulangan Bencana, dan Informasi
Geospasial

70-

75%

7&_
80%

81-
85%

86-

90%

91-
95%

2.000.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

4.100.000

Direktorat -
“Tata Ruang,
Pertanahan,

i

Penanggulan
gan Bencans



-87-

- % Rancangan Perpres RKP lingkup Tata Ruang,

195%

- Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan 75% | 80% | 85% | 90%
Informasi Gcospas1al yang diterima oleh Deputi
laformag Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan ; ;
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- 84- 88- | 92- 96-
S pembangunan lingkup Tata Ruang, Pertanahan, | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Terwujudnya Pembangunan Penanggulangan Bencana, dan Informasi Yo %o Yo %o Yo
efektivitas Geospasial yang diterima oleh Deputi s
pengendalian % rekomendasi kebijakan pengendalian yang ; 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000
pembangunan s dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian i
nasional ggféii};;l sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan 8835)5 8874:3 ;318;} ;52;9 ?gé
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup Tata i /:, (y:, %') (,/; %
Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana,
dan Informasi Geospasial
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh 85- 88- 91- 94- 97-
Perencanaan K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100
Terwujudnya Pembangunan ‘Tata Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Yo %o % % %
kebijakan Bencana, dan Informasi Geospasial _
pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan) 10.900.08 11.200.08 11.200.08 11_200.08 11.200@3
nasional yang Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75 80- 85. 90- 95-
visioner Kebijakan Inovasi oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 809 | 949 100
(Enabler) lingkup Tata Ruang, Pertanahan, 3 /’ % /’ ,,/’ i /’ o
Penanggulangan Bencana, dan Informasi i 4 2 i i
Geospasial yang diterima oleh Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Tata Ruang,
‘Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan 100 100
. ‘Informasi GEOSpa_Slal yang sesuai dengan i i : Y% Y%
Terwujudnya ketentuan dan aturan yang berlaku ; :
llz?rigr?terian Manajemen | % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Tata R,
PPN/Bappenss —— Ruang, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, - < - 92% | 95%
et il dan Ip_f(_)_r_r_nam Geospasial !
zkui cabel élan % Pemenuhan Direktif lepman lingkup Tata L
S Rua'ng', Pertanahan, Penanggulangan Bencana,
profesional dan = 2 - 92% | 95%
dilameolen dan Informasi Geospasial ya.ng sesuai dengan
g
kapabilitas SDM tugas dan fungsi
Sistem/Regulasi % Integrasi Sistem Data dan Informasi
ste gu Perencanaan Pembangunan bidang 85% | 88% | 90% | 929% | 95% | 0.000.000 | 10-000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00
Perencanaan Pe S ! 0 0 0 0
engembangan Regional
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup i 12.000.00 | 13.200.00 | 13.200.00 | 13.200.00 | 14.400.00
Pembangunan Daerah L 9 0 g o 9 Direktorat
Perencanaan Terwujudnya Rencana o : Pembanguns
Pembangunan integrasi, Pembangunan S’ rana;angan éJitUrliQinlfeﬁngl;uptPcmbangunan - - H 90% w 2.000.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2550.000 | 3.750.000 n [)acf;q
Terkait Lingkup sinkronisasi, Jangka Panjang PSR B BN




Pembangunan
Daerah

dan sinergi

-88-

% rancangan awal teknokratik RPJMN linglup

perencanaan Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputl
pembangunan % rancangan Perpres RPJMN lingkup : - i i i 05%
nasional Rencana Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi |- 1 °
Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan i R Sk &
Jangka Menengah | sasdran REINN Higkiin Perabihsiiban Dastan || 1770 | 80% | 85% | 90% | 05%
% keselarasan sasaran program Renstra K/L E
dengan sasaran RPJMN ].mgkup Pembangunan o 75% - - - 80%
Daerah e
% keselarasan target output pnontas Ren]a KT o
dengan output proyek prioritas RKP dalam s i o e "
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang T B Bodo | 0% | 9%
dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah . '
% keselarasan anggaran output prioritas dalam = [ =
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam | 70- 76- | 81- 86- 91-
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% 80% 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah sl
(Tahunan) % Rancangan Perpres RKP lingkup mos ]
Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputl 75%_ P | e | 900 | 5%
% kesesuaian daerah yang menerima alokasi
DAK Fisik Tematik dalam APBN dengan target
lokasi prioritas penerima DAK Fisik Tematik =~ | et St 00| T8% .| BO%
dalam dokumen Multilateral Meeting DAK Fisik
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan da.n : L
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana A0 B 8- T i
. sBE00 -89 51191 950 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Pembangunan Daerah o o o o o
efektivitas Pembangunan yang diterima oleh Deputi L e i i i
pengendalian % rekomendasi kebijakan pengendahan yang _____ L 800,000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000
pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80-. | B84- | 88- 92- 96-
nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan 1839|879 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup S as T %
Pembangunan Daerah i pn
. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategls e B
Kebijakan 1 85- 88- 91- 94- 97-
R Perencanaan g:slz?:ié ﬁ?ﬁgf?gﬁﬁgﬁ;gﬁﬂgﬁﬁ ;leh i 87,9 90_,_9 93,9 96,9 100 | 5.200.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000
. Pembangunan % % % % Yo
kebijakan Pembangunan Daerah
pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Keglatan} :
nasional yang Kebijakan Hovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan o= 80- 85- 90- 95-
visioner (Enabler) o_leh K/L/D dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000
lingkup Pembangunan Daerah yang diterima % % % Y% Yo
oleh Deputi
karngudnya Mangjemen % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup 100 100
nerja Internal Pembangunan Daerah yang sesuai dengan - - - % %,
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku




Program/
. Kegiatan

Sasaran
Strategis

Sasaran Program |

{Outcome}/
Sasaran Kegiatan

% penglaan realisasi " ingku :

-80-

?ndikatcf UI\E If'.
{Hasil Pembahasan)

2023

Alokasi {dalam ribu rupiahj

2021

2022

2023

Unit
Organisasi
Pelaksana

PPN/ Bappenas l i i 929%
yang bersih, Pembangunan Daerah
m:gfgg?;);;l ‘;‘::1 % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
gi dukung oleh Pembangqnan Daerah yang sesuai dengan tugas - - - 92% | 95%
kapabilitas SDM £on fingel
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional I Wgonkon 1 TR R OR0S | LHOTRE | 12000
Rencuue 9% rancangan UU RPJPN lingkup Regional I yang
Presliabgui diterima oleh Deputi ’ E i e "
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup | i i 90% i
Regional I yang diterima oleh Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Regional 1 &
E:[I;%a:'annagunan yang diterima oleh Deputi i ] i i 95%
0, - " L
Jangka Menengah S/ ;:;ﬁa;?%aﬁl\isa;ag ;ﬂp";‘g@‘: alRI“P dengan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
% keselarasan sasaran program Renstra K/L 75% B i 0 SO%
. dengan sasaran RPJMN lingkup Regional I
fl‘e:wu;u_dnya % keselarasan target output prioritas Renja K/L
it O fiengan eutput proyek prioritas RKP dalam 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
da sinergl ’ koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 4.750.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 10-000.00
dalam RKP lingkup Regional I 0
i perelr;canaan % keselarasan anggaran output prioritas dalam i
Perencanaan peth a:f““a“ RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam | 70- | 76- | 81- | 86- | 91- Direktorat
Pembangunan | nasion koridor PN/MP atau sasaran sektor /bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Regional |
Terl:can Lingkup Rencana dalam RKP lingkup Regional I
Bemionsl I Eembkmgu nznk % Rancangan Perpres RKP linglup Regional | 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
('I?jlul-igu;an?n a ‘yang diterima oleh Deputi G il E R b 2
% rincian output prioritas K/L di Wilayah
Regional | yang selaras dengan kegiatan
prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah / 65% | 70% | 75% | 80% [ 85%
Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran
PN/MP
9 Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas :
Nasional/ Major Project (PN-MP) i gl Gtk s i
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92- 96-
Terwujudnya Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
efektivitas Rencana pembangunan lingkup Regional [ yang diterima & /; %‘] %', 3 /; %
pengendalian Pembangunan oleh Deputi 1.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 [ 1.000.000 | 1.000.000
pembangunan Kebijakan % rekomendasi kebijakan pengendalian yang 80- 84- 88- 92- 96-
nasional Percepatan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 839 (879 | 919 | 959 | 100
Pembangunan sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan Y% Yo Yo %o %
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sasaran sektor/bldang dalam KP h g p
wilayah Regional I : :

% rekomendasi kebijakan pengendahan yang

80-

dijalankan oleh daerah di W11ayah Regional | 84- 88- 92- 96-
dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
utama pembangunan daerah dan % % %o % Yo
sasaran/target prioritas daerah i e
. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan 85- | 88- 91- 94- 97-
Terwujudnya Perencanaan i?E?Saééf‘g‘;lzl‘gf;éémegjgiﬁiﬁ ‘ﬁfltglku 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 1.000.000 500 500 500 500
kebijakan Pembangunan i p & P % % % % %
E“:;Egglg;;;; % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Keglatan] 75. 30- 85. 90- 95.
visioner Kebijakan Inovasi | Inovasi Fembangunan yang alan dyalankan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 850000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000
(Enabler) oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan o o o o, o
lingkup Regional I yang diterima oleh Deputi 2 ? i i i
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Regional 1
. : 100 100
kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang - - - o o
Kementerian berlaku P 2
PPN/ Bap_penas Manajemen % pengelolaan reallsa31 anggaran lingkup i H i 92% | 95%
;’iﬂg b%—SIha Internal Regional I -
untabel, dan :
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup : 4 i i 929% | o959
didukung oleh Regional [ yang sesuai dengan tugas dan fungsi o o
kapabilitas SDM : :
PerenCanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional II 145'00068 -75;?00(_)'08 i 75'000.’0-8. -;75."000'0_2 1\ 175'700"'-08'
gom. % rancangan UU RPJPN hngkup Regional II . 7 et
BUA yang diterima oleh Depuu -
Jangka Panjang
Yo rancangan_awal teknokrahk RPJMN lmgkup : | 5 90%
Regmnal II yang diterima oleh Deputl il o i
3 0,
Terwujuqnya Rencana ”o rancangan Perpres RPJMN lmgkup Reglonal II i ‘ i i 95%
Perencanaan Hegras, Pembangunan yang diterima oleh Deputi _ iy
sinkronisasi, - % keselarasan sasaran program RKP dengan ol ) . Direktorat
?25{21“&:131{?1 dan sinergi Janghka Menengehl | L /0 en BRI lingkup Regional II 727 | 800 | 8% | 0% 95% |5 600.000 15.50007 | TRRmO0 1280000 13:200.00 | Regional II
Regional IIg P perencanaan % keselarasan sasaran program Renstra K/L = 759 : - 80%
& pembangunan dengan sasaran RPJMN lingkup Regional II Ll i :
nasional % keselarasan target output prioritas Renja K/L y
Rencana dengan output proyek prioritas RKP dalam 4 s . o g
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang TN G Bote ] 008 | H0%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Regional II
(Tahunan) % keselarasan anggaran output prioritas dalam 70- 76- 81- 86- 91-
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 75% | 80% | 85% | 90% | 95%




Program/

Kegiatan

Sasaran
Strategis

Sasaran Program
{Outcome)/
Sasaran Kegiatan

' kondor PN /MP atau sasaran sektor/ b1dang

51~

Indikator UKE 11
{Hasﬂ Pembdhasan;

dalam RKP lingkup Regional II

2020

2021

" Target
2022

2023 2

2024

% Rancangan Perpres RKP lingkup Regional II

2020

Alokasi {dalam ribu rupiah)

2021

2022

2023

2024

75% | 80% | 85% | 90% | 95%
yang diterima oleh Deputi
% rincian output prioritas K/L di Wllayah
Regional Il yang selaras dengan kegiatan
prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah / 65% | 70% | 75% | 80% | 85%
Provinsi dalam koridor pencapaian sasaran
PN/MP
% Prioritas Daerah yang selaras dengan A
Prioritas Nasional/ Major Project (PN-MP) i i Thie| BOW | 83%
Informasi Hasil % Keter_scdiaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92. 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 100
Rencana pembangunan lingkup Regional II yang diterima cy' ,,/’ o/’ D/’ o
. 0 (] (4] (4] (V]
Pembangunan oleh Deputi
% rekomendasi kebijakan pengendalian yang
Terwujudnya dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
efektivitas sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan | 83,9 | 87,9 91,9 | 959 100
pengendalian sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup % % % % % 900,000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000
pembangunan Kebijakan wilayah Regional II
nesionsl gerc;:)patan % rekomendasi kebijakan pengendalian yang
embangunan dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional II B0- | g4--| @8- 1 0921 96.
dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran 839 | 879 | 919 | 959 | 100
utama pembangunan daerah dan sasaran/ % %o % Yo Yo
target prioritas daerah
- % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis i i I
g:.l?nikaﬂm Nasional/ Major Project yang dijalankan o?eh ‘ :759 98089 99319 99649 ?g() 100.000.0 | 41.000.00 | 41.000.00 | 41.000.00 | 41.000.00
Terwujudnya Pembangunan K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup ,,/; 0/; o by A; % 0o 0 0 o 0
kebijakan Regional 11
pembangunan ;
nasional yang % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) we | gs MR g g
visioner Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 709 | 849 | 809 | 949 100 | #2-100.00 | 20.000.00 20.000.00 | 20.000.00 | 20.000.00
(Enabler) oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan 5 /' ,,/‘ o/' cy' o 0 o 0 0 o
lingkup Regional II yang diterima oleh Deputi i i i 2 i
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Regional 11 100 100
kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang - - - o o
. 0 0
Kementerian ! berlaku
PPN/ Bappenas iw e % pengelolaan realisasi anggaran lingku
yang bersih, e R"egiongal . &8 i ;i ! - | 92% | 95%
;f:fgz?;):;l (;E:;‘ % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup i i i 92% | 95%

Regional Il yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Unit
Organisasi
Pelaksana
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didukung oleh
kapabilitas SDM

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional 1T 16.000.000 | 1100000 1-1'000'0-3 1oy 12'000'03
gee;%a;nagunan % ranca.ngan UU 'RPJPN lingkup Regional III . . : 90% 7
Jangka Panjang yang dlterlma oleh Depun
% rancangan awal_ teknokratik RPJMN lingkup i - L 90%
Regional III yang diterima oleh Deputi A 1
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Regional
§§;C]3Tnagunan 111 yang diterima oleh Deputi - y ; e
Jengka Menengah | (i telotasn sasaen Proftan REP dengan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
sasaran RPJMN lingkup Regional III i
% keselarasan sasaran program Renstra K/L 750 i L 80%
dengan sasaran RPJMN lingkup Regional III i i
Terwujudnya % keselarasan target output prioritas Renja K/L
integrasi, dengan output proyek prioritas RKP dalam » 5
sinkronisasi, koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang f9ve. | 60% | Bk | D6 & o
dan sinergi dalam RKP lingkup Regional II1 3.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000
perencanaan % keselarasan anggaran output prioritas dalam
pembangunan REKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91
PE e EERER nasional koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 5% | 80% | 85% | 90% | 95%
Peinbanguniti §en(l:gana dalam RKP lingkup Regional III
i embangunan .
gzrgikgifa?&gkup Jangka Pendek y/ ;f;’(‘ifgﬁflg :ferglgzpiip hngkup Reglonal Il | 70, | g0us | 85% | 90% | 95%
(Tahunan) : e ) i st
% rincian output prioritas K/L di Wilayah
Regional 11l yang selaras dengan kegiatan :
prioritas Daerah berdasarkan Analisis 65% | 70% | 75% | 80% | 85%
Wilayah /Provinsi dalam kondor pencapeuan
sasaran PN/MP :
% Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas :
Nasional/ Major Project (PN-MP) i T8 | Bl B
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 30- 84.- 88. 9. 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana. 839 | 879 | 91,9 | 959 100
Rencana embangunan lingkup Reg wnal III yang diterima 4 4 i
Terwujudnya p Eu Ul el yang % O {-i 9% | gg e
e o Pembangunan oleh Deputi.
pengendalian % rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000
pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan 839 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup %o % %o % Y%

wilayah Regional ITT

Direktorat
Regional [II
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% rekomendasi kebijakan pengendahan yang

84-

- 96-

didukung oleh
kapabilitas SDM

Regional Ill yang sesuai dengan tugas dan fungsi

dijalankan oleh daerah di Wilayah Regional Il | 80- 88-.| 92
dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran 839 | 879 | 91,9 [ 95,9 | 100
utama pembangunan daerah dan e % cl % %
sasaran/target prioritas daerah
. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategls .ﬁ': o ' L
Kebijakan 85- 88- 91- 94- | 97-
Terwujudnya Perencanaan Nasional/Major Project yang dijalankan oleh 879 | 90,9 | 939 | 96,9 | 100 | 7s0000 | 7s0000 [ 750000 | 750,000 | 750,000
. K/L/D dan stakeholders pembangunan hngkup Mn i P &
kebijakan Pembangunan R %o Yo Yo Yo Yo
egional II1 :
pembangunan
n_a_sional yang % Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan) 75. 80- 85. 90- 95.
visioner Kebijakan Inovasi [nova§1 Pembangunan yang akan dijalankan i 79,9 | 849 | 89,9 | 94,9 100 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
(Enabler) oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan . o o o o o
lingkup Regional I11 yang diterima oleh Deputi i B 12 ° i
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Regional IIT
s 100 100
kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang - * - & ik
: Yo Yo
Kementerian berlaku
PPN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup . . . 92% | 950
yang bersih, Internal Regional III
akuntabel, dan
rofesional dan 0 : F Pirmni : ;
p % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup i . . 92% | 95%

Konservasi Sumber Daya Air

gunan Terkait ngkup Kehutanan 30.000.00 | 36.208.75 | 36.208.75 | 36.208.75
‘dan Konservasi Sumber Daya Air L 0 o0 o Lo 0
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Kehutanan dan o :
Pembangunan Konservasi Sumber Daya Air yang dltenma oleh - < - 90% -
Jangka Panjang Deputi :
% rancangan awal teknol-cratlk RPJMN lmgkup L
Perencanaan Terwujudnya Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya A1r - = - 90% -
Pembangunan Integrasi, yang diterima oleh Deputi !
Terkait Lingkup Sinkronisasi, % rancangan Perpres RPJMN lingkup :
Kehutanan dan dan Sinergi e Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air = - - - 95% | 2.975.000 | 2.615.000 | 2.615.000 | 2.615.000 | 4.115.000
Konservasi Perencanaan Pembanesunan yvang diterima oleh Deputi
Sumber Daya Pembangunan ) EIL; ek Y% keselarasan sasaran program RKP dengan
Air Nasional g g sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Konservasi Sumber Daya Air
% keselarasan sasaran program Renstra K/ L
dengan sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan | 75% - - - 80%

Direktorat

Kehutanan
dan
Konservasi
Sumber
Daya Air
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% keselarasan target outpu 1_ T 1
dengan output proyek prioritas RKP dalam

i .9_55/6

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90%
dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi o
Sumber Daya Air
% keselarasan anggaran output prioritas dalam :
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- g1- | 86- i :91_
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi : it
(Tahunan) Sumber Daya Air
' % Rancangan Perpres RKP lingkup Kehutanan ;
dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
oleh Deputi :
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas L
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - 5 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional* ;
Ernlsrsm Sl % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan o
e ——— evaluasi atas pe_iaksanaan rencana 80- 84- 88- 92- 1 96-
T . v pembangunan lingkup Kehutanan dan 83,9 | 879 1919 (959 1 100
SIWLIGIIYE Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh % % % on ey
Efektivitas Pembangunan Deputi :
ggﬁﬁ?:ﬁgﬁgn % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang . . 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000
Nasional Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- Ba- 190 96,
Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Yo % % % Yo
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air .
i % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis !
gebuakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 83~ | BE |02l | Db Bl | ors00 | 20.40875 | 204375 | 2049375 | 2049975
. erencanaan : ; : : 87,9 | 90,9:| 939 | 96,9 100 0 0 o o 0
Terwujudnya Pembarigunar dan stakeholders pembangunan lingkup o o e %,
Kebijakan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air B j
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) _
Nasonal yang Kebijalan Inovasi | [0i00 FEmbEDgunED yeng slain, dijelankan 75- | 80- | B9 | 904 L 88 | | 000.00 | 12.00000 | 12.00000 | 1200000 | 12.000.00
Visioner Pem‘{:angunan - oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 100 RS === R 0 B
lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber %o Yo Yo % %o
Daya Air yang diterima oleh Deputi : i
Terwujudnya 9% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Kehutanan e
kinerja dan Konservasi Sumber Daya Air yang sesuai - - - o %
Kementerian _dengan ketentuan dan aturan yang berlaku i b
PPN/ Bappenas : % pengelolaan realisasi anggaran lingkup o %
yang bersih, xﬁgﬁ;men Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air i g i 2are ; i
Elfgfg;?:;iﬁ (é?n % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup :
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air - s - 92% | 95%

didukung oleh
kapabilitas SDM

‘yang sesuai dengan tugas dan fungsi
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P.erencanaan Pembangunan Terkait ngkupKelautan

43.600.00

105.370.0

105.370.0

105.370.0.

; 108 270.0

dan Perikanan 0 00 00 00 | 00
g:;%a;a an % rancangan UU RPJPN lingkup Kelautan dan : ; g 1L
gun Perikanan yang diterima oleh Deputi
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokrauk RPJMN lingkup
Kelautan dan Per:kana.n yang dltenma oleh - - - 90% -
Deputi
% rancangan Perpres RPJMN 11ngkup Kelautan o
g:;cba;la _— dan Perikanan yang diterima oleh Deputi =~ - I il | a5
Jangka Menengah | ¢ Kkesclarasan sasaran program RKP dengan | yoo, | g0, | g4 | 00% | 05%
i sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan
,Il;‘:;:‘rl él;jdnya % keselarasan sasaran program Renstra K/L
Smlfmméasi dengan sasaran RPJMN hngkup Kelautan dan 5% | - . s 80%
dan Sinergi | Perikand 7.000.000 | 8.495.000 | 8.495.000 | 8495000 | 1139500
PetenCAHART % keselarasan target output prlorltas Renja K/L Y
Pembangunan dengan output proyele priprites S0 duoa 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Masionsl koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang -
dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan
— % kesclarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
e ——— T TR koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% 80% 85% 90% 95%
Pen;cbgpg_unan JTaa.rﬁgka Pendek dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan :
}Fﬁaﬁ;ﬂﬁ“p G % Rancangan Perpres RKP linglup Kelautan . | 550, | 900, | 85% | 90% | 95%
Perikanan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi i :
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan =~ | - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pémantaua'n dan | o0 | g4 88. 99. 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 8790 | 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Kelautan dan Penkanan ; "A; %’] %’] i /(’) o
Efektivitas Pembangunan yang diterima oleh Deputi i
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengenda_ha_n yang 2.600.000 | 3.355.000 | 3.355.000 | 3.355.000 | 3.355.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bldang dalam RKP llngkup % Yo %o Y% %
Kelautan dan Perikanan i !
s % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strateg;s
Terwujudnya Ig:?g_ik;;m Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L §75;9 5(?9 9931 9 ;9;9 ?go 750,000 | 10-075.00 | 10.075.00 | 10.075.00 | 10.075.00
Kebijakan Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup % /(‘) i /; & /") o % 0 0 0 0
Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Nasional yang Kebijakan Inovasi % Rekomendasi Kebijakan (Program. /Kegiatan) 75- 80- 85- 90- 95- cosme | e | voumess ||| somng
Visioner Pémbangunan Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 750,000 PR Rl e P
oleh K/L dan stakeholders pembangunan % % Yo % %o

Direktorat
Kelautan dar
Perikanan



gkup
oleh Deputi

_96-

yang

Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Kelautan 100 1 60
kinerja dan Perikanan yang sesuai dengan ketentuan - - o ")/.
Kementerian dan aturan yang berlaku ? 20
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lingkup 5 i
yang bersih, ?ﬁ?g?_{:lmen Kelautan dan Perikanan H i Fern 0%
akuntabel, dan o P ; il ot B ; ! @
: o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
profesional dan Kel Perike T d i : 929 | 95%
didukung oleh elautan dan erikanan yang sesuai dengan 92% | o
kapabilitas SDM tiigas dan fungsi i
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan 36.000.00 | 36.000.00 | 37.000.00
[—[idup L i i 0 0 0
mEnced % rancangan UU RPJPN lingkup Lingkungan i L
._I;EJTgblf;l%uafu?;g Hidup yang diterima oleh Deputi g : _(;30-/0 koo
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup : L 90% -
Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup . i | QS‘Y :
Rencana Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi i
Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan ;
Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Lingkungan Hidfp kit Wi bt
Terwujudnya % keselarasan sasaran program Renstra K/L :
Integrasi, dengan sasaran RPJMN lingkup Lingkungan 75% - - 80%
Sinkronisasi, Hidup ]
Perencanaan dan Sinergi % keselarasan target output prioritas Renja K/L 4.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000
Pembangunan Perencanaan dengan output proyek prioritas RKP dalam i "6, “aho o, - Lingkungan
Terkait Lingkup | Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 1o o 90 :/0' 29% ;
Lingkungan Nasional dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup i
Hidup Rencana % keselarasan anggaran output prioritas dalam e o
Pembangunan RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- T6- 1. LB0- 0]
e — koridor PN/MP atau sasaran sektqr/bidang T5% | 80% | 90% | 95%
T ahgunan) dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup g |t ek sl
( % Rancangan Perpres RKP lingkup Lingkungan 759 | 80% 1?0"/ 1 _950/
Hidup yang diterima oleh Deputi ' i i ) W
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas 8y il
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional* i
Terwguanye | Bipmesi est | % Keterseiamn informast st prmentanan e | go. | gg- | ga: | o2 | oo
Efektivitas e Gt n;m el Linsktings Hidas van 83,9 | 87,9 95,9 100 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000
Pengendalian P m st o RY%he % % % %

Pembangunan

diterima oleh Deputi




s T gt

. Pembangunan
Nasional Kebijakan
Percepatan | sasaran/target FN,
Pembangunan sasaran sektor/ bldang dalam RKP lmgkup % % %Yo % %
Lingkungan Hidup :
i % Rekomendasi Penyelesala.n Isu Strategis i i . .
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L i - s by i : 12.750.00 | 12.750.00 | 12.750.00 | 12.750.00
T —_ Perencanaan I L g R AR 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 | 5.250.000 0 0 e 0
EERU Pembangunan : i lgues B THGOR TEED % %o Y% % Yo
Kebijakan Lingkungan Hidup !
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebiiakan I . Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95- i
Visioner P /@51 oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 949 | 100 | 5250000 | 275000 | 12.750.00 | 12750.00 | 12.750.00
embangunan lingkup ngkungan H1dup yang diterima oleh Yo Yo Yo % Yo
Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Lingkungan 100 100
kinerja Hidup yang sesuai dengan ketentuan dan - - - o o
Kementerian aturan yang berlaku i 2
PPN/ Bap_penas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lmgkup | ! i 929% | 95%
oot | otemna Lingoingen it
profesiona,l dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
i X id : i HE L s 0, 0
didukung oleh Emgifcung:_m H1dup :yang sesuai dengan tugas 92% | 95%
kapabilitas SDM Al LS L _
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan 4 con a0 32.000.00 | 32.000.00 | 32.000.00 | 33.362.22
Pertanian i 0 Qim0 6
Rencana o
Paiiilsnguia A: rancangan UU RPJPN lingkup Panga.n dan . i . 90% )
: Pertaman yang diterima-oleh Deputi
Jangka Panjang
Yo rancanga_n__awal_ teknokratik RPJMN lingkup | i b Q0% i
Pangan dan Pertanian yang diterima oleh Deputi 2
. % rancangan Perpres RPJMN lingkup Pangan I { z : Lol
= A— Etrggil;dny a Rencana ‘dan Pertanian yang diterima oleh Deputi 9ot e
cre as TIE ;
3 ol Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan 4 s % i G
Pembgng}lnan smqumsasl, Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian thyy | BU% | Bo%e | B0 | R0 10.000.00 | 10.000.00 | 10.000.00 | 11.362.22 FPasgao ‘dan
Terkait Lingkup dan sinergi = : ; 3.500.000 s 0 pt P Pertanian
Pangan dan ST % keselarasan sasaran program Renstra K/L
EAN pers dengan sasaran RPJMN lingkup Pangan dan s 4 - | BO%
Pertanian pembangunan Partaian
nasional % keselarasan target output prioritas Renja K/L
Rencana dengan output proyek prioritas RKP dalam i 5 K i by
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran scktor/bidang TR |0 1 Bes 1RO e
Jangka Pendek -dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian
(Tahunan) % keselarasan anggaran output prioritas dalam 70- 76- 81- 86- 91-
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 75% | 80% | 85% | 90% | 95%




Program/
| Kegiatan

Sasaran Program
{Outcome)/

Sasaran Kegiatan

-08-

. Indikator UKE II
{iﬂ_Ia's_iE_:Pembahasan}

' koridor PN i MP atau sasaran sektor / bidang

dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian

% Rancangan Perpres RKP lingkup Pangan dan

2020

Alokasi {dalam ribu Tupiah)

2021 e

2022

2003

Unit
Organisasi
Pelaksana

0, 0, 0, 0, 0,
Pertanian yang diterima oleh Deputi £ 1 B0 | Ba% | 0% | 95%
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan = = - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
: 80- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
. : ; 839 | 879 ] 919 {959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian o o o o o
efektivitas Pembangunan yang diterima oleh Deputi il i i 7 i
pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang i 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 [ 4.000.000 | 4.000.000
pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % Y% % % %
Pangan dan Pertanian
. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan : A : i 85- 88- 91- 94- 97-
. Perencanaan Hasional/ Major Project yang dxjala}nkan pieh B/L 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 | 1.750.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000
Terwujudnya dan stakeholders pembangunan lingkup Pangan o o 3 5
i Pembangunan : %o Yo Yo % Yo
kebijakan dan Pertanian
pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
nasional yang Kebiiakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
visioner P:rrxlii)an nan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 100 | 1.750.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000
gu lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima %o %o % % Yo
oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pangan dan 100 100
kinerja Pertanian yang sesuai dengan ketentuan dan - = - % Py
i Yo Yo
Kementerian aturan vang berlaku
= s :
PPN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan reah_sa& anggaran lingkup 5 i | 92% | 95%
yang bersih, Internal Pangan dan Pertanian
akuntabel, dan i ;e T i
¢ % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Pangan
praiesional den dan Pertani i dengan tugas d 92% | 95%
didukung oleh ﬂf.: ertanian yang sesuai gan tugas dan - - - o o
kapabilitas SDM g8t
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber 7000000 | 18:000.00 | 18.000.00 | 18.000.00 | 19.500,00 T
Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan it 0 0 0 0 Direktorat
g Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Sumber Daya Sumber
geregcanaan ‘II‘etI'quuFinya Pembangunan Energi, Mineral, dan Pertambangan yang - - = 90% = Daya Energi.
embangunan nregraa, | Jangka Panjang diterima oleh Deputi P o i Mineral, dan
Terkait Lingkup | Sinkronisasi, = - - 2.700.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 ¥
: A Rencana % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup Pertambange
Sumber Daya dan Sinergi S
i Pembangunan Sumber Daya Energi, Mineral, dan - - - 90% - n
Energi, Mineral, Perencanaan

Jangka Menengah

Pertambangan yang diterima oleh Deputi




Pertambangan

. ebgunan

Nasional

A

© _anc_gan ere’s RPJMN lingkup Sumber
Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang

diterima oleh Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi,
Mineral, dan Pertambangan

75%

80%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya
Energi, Mineral, dan Pertambangan

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi,
Mineral, dan Pertambangan

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam

‘koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang

dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi,
Mineral, dan Pertambangan

70-
75%

76-
80%

81-

85%

86-
90%

91-

' 95%

9% Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber
Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang

_diterima oleh Deputi

75%

80%

85%

90%

95%

% ouft:put' proyek pridr_itas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan

90%

95%

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan

_evaluasi atas pelaksanaan rencana

pembangunan lingkup Sumber Daya Energi,

‘Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh

80-
83,9
%

84-
87,9
%

88-
91.9
%o

92.

95,9
)

Yo

96
100
OA).

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Sumber Daya Energi, Mineral, dan
Pertambangan

80-
83,9
%o

84-
87,9
%

88-
91.9

92-

95,9

. 86-

100

g

1.750.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000




Program/
Kegiatan

Sasaran
Strategis

Sasaran Program
{Outcome)/
Sasaran Kegiatan
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Indikator UKE 11
(Hasil Pembahasan)

% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis

2021 0

2023

2024

2020

Alokasi (dalam ribu rupiah}

2021

2022

2023

2024

Perencanaan Pemban

Kebijakan A ] } 85- 88- 91- 94- 97-
; Pere‘:lcanaan Nasional/Major Frojeot yang d1_|a_.la|__nka.n oleh K/L 87,9 90,9 | 93,9 | 96,9 100 1.275.000 | 5.750.000 [ 5.750.000 [ 5.750.000 [ 5.750.000
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup Sumber % % o % %
Kebijakan Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan
Pembangunan
Nasional yang % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Visioner Kebijakan [novasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Pembangunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 89,9 | 94,9 [ 100 | 1.275.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 | 5.750.000
lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan % % % %o %o
Pertambangan yang diterima oleh Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Sumber
Terwujudnya Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang ! ; 1 100 100
kinerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang Yo Yo
Kementerian berlaku
PPN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan rea!is_asi anggaran lingkup
yang bersih, ", Sumber Daya Energi, Mineral, dan - - - 92% | 95%
akuntabel, dan Pertambangan !
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Sumber Daya Energi, Mineral, dan it T i 92% | 95%

kapabilitas SDM

gunan Terkait Lingkup?engembangan Usaha Mikro, chiega.h, dan rasi

Pertambangan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi

7.645.929

7.550.000

7.550.000

7.550.000

Unit
Organisasi
Pelaksana

.544 000 it

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Pengembangan
Usaha Mikro,
Kecil,
Menengah, dan
Koperasi

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Pengembangan
Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kopera& - - - 90% -
Jangka Panjang yang diterima oleh Deputi
% rancangan awal teknokratik RPJ MN lingkup
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, = - - 90% -
dan Koperasi yang diterima oleh Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup
pa— Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, - - - - 95%
dan Koperasi yang diterima oleh Deputi
Pembangunan % kesel RKP d
Jangka Menengah %o keselarasan sasaran program engan
sasaran RPJMN lingkup Pengembangan Usaha 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembangan 75% - - - 80%
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
Rancaia % keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam 5% | 80% | 85% | 90% | 95%
Pembangunan

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang

2.117.000

1.750.000

1.750.000

1.750.000

2.744.000

Direktorat
Pengembang
an Usaha
Mikro, Kecil,
Menengah,
dan Koperas



Program/
. Kegiatan

Strategis

Sasaran Program

{Outcome)/

Sasaran Kegiatan e S e
dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha

Jangka Pendek
(Tahunan)
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Indikator UKE 11
‘(Hasil Pe ghasa.n}

Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam

Alokasi {dalam ribu rupiah)

2021,

2022

: g 70- 76- 81- 86- 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidan
dalam RKP lingkup Pengembangan Usahag T9% ] BORR| Bate. | DG 95%
Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
% Rancangan Perpres RKP lingkup
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dan Koperasi yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas :
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional* |
Yeifochiadl Jal Yo Keter_sediaan informasi hasil pemantauan dan
Pelaksanaan evaluasi atas pe‘laksanaan rencana 80- 84- 88- 92- 96-
S — pe_mbangupan lingkup Pengembangar_l Usaha 839 | 879 ] 919 | 959 100
Terwujudnya Pembangunan Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang %o % % % %
Efektivitas diterima oleh Deputi
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.385.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000
Pembangunan m dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
Nasional §ebgakan sasaran /target PN, PP, KP, pm)g/ek grioritgs, dan | P9 e [iSen e 1
ercepatan witifis ’ ‘ 83,9 1.87.9.1.91.9 1 959 1 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % o o % %
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
dan Koperasi
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis :
Kebijakan Nasional/Major Project yang dijalankan oleh K/L 85- 88- 91- Q4+ 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 2.143.929 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000
Terwujudnya Pembangunan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, % % % %o %
Kebijakan dan Koperasi
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang ean [zllot\l'asi Pembangunsn gang akas dijalankan 75. 80- 85. 90- 95-
Visioner Kebijakan Inovasi | oleh K/L dan stakeholders pembangunan
Pembangunan linglup Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, 709/,9 8;4/,9 809/,9 9:;,9 1(30 2.000.000 | 2.000.000 | 2,000,000 | 2.000.000 | 2.000.000
Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh i b il o i
Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
kinerja Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 4 I i 100 100
Kementerian dan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan dan % %
PPN/ Bappenas Manajemen <e:tumam yang berla.k}l : :
yang bersih, Internal % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
akuntabel, dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, - - - 92% | 95%
profesional dan dan Koperasi
didukung oleh % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup 5 i i 92% | 95%

kapabilitas SDM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,

Unit
Organisasi
Pelaksana
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dan K perasi y g sesuai dengan tugas dan
fung51 '

'10.000.00
0

©12.900.00
0

12.900.00
b

:12.900.00

0

13.500.00
0

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Penanggulangan
Kemiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

Yo ranca.ngan uu RPJPN ].mgkup

. Penanggulangan Kemlskma.n dan Pémbcrdayaan

‘Masyarakat yang diterima oleh Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Penanggulangan Kcmlskman dan Pemberdayaan
Masyarakat yang diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat yang diterima oleh Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup.
Penanggulangan Kemmkma.n dan Pemberdayaan
Masyarakat

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output pnontas, Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan
dan Pemberdayaan Masyarakat

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang :

dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan

dan Pemberdayaan Masyarakat

70-
75%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

91-
95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup

Masyarakat yang diterima oleh Deputi

T5%

80%

85%

90%

95%

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

90%

95%

1.800.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.600.000

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
yang diterima oleh Deputi =

80-
83,9
%

87,9

88-
91,9
%

92-
95,9
Yo

96-
100
Yo

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan

80-
83,9
Yo

88-
91,9
%

92-
95,9
%

96-
100
%

1.200.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Direktorat
Penanggular
gan
Kemiskinan
dan
Pemberdaya:
n
Masyarakat
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Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit

Sasaran Program

_ Program/

Kegiatan

Strategis

(Outcome)/

‘Sasaran Kegiatan

" sasaran sekr g RKP lingku

tbahasan)

Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat

2021

2022

2003

% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis

Organisasi
Pelaksana

Kebijakan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- 91- 94- 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 | 4.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000
Terwujudnya Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan % Yo Yo % %
Kebijakan Masyarakat
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Nasional yang Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan
Visioner Kebijakan Inovasi | oleh K/L dan stakeholders pembangunan fo- B B L 30° | 9%
| : ] U 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000
Pembangunan lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan 4 o 5
N, Yo %o Yo Yo Yo
Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh
Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan " i q 100 100
kinerja Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dan % Yo
Kementerian aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas Manaiemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, - {1] i & Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan - - - 92% | 95%
akuntabel, dan Masyarakat
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan | i I 929% | 95%
kapabilitas SDM Masyarakat yang sesuai dengan tugas dan I o i
fungsi
Perencanaan Pembangunan Lokt Hngkup 8.797.960 | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 9.300.000
Kependudukan dan Jaminan Sosial
Rencana n ;
% rancangan UU RPJPN lingkup Kependudukan
Pembangunan : : P : - - - 90% -
: dan Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Kependudukan dan Jaminan Sosial yang - - - 90% -
Terwujudnya diterima oleh Deputi Direktorat
f; ereli;lcanaan Integrasi, % rancangan Perpres RPJMN lingkup Kependuduk
Tem Rpanan Sinkronisasi, R Kependudukan dan Jaminan Sosial yang - - - = 95% an dan
exictit Livghup dan Sinergi REGanA diterima oleh Deputi 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 4.300.000 Jaminan
Kependudukan Pembangunan e :
Sarr-tarminas Perencanaan Fescuben Moviesigals % keselarasan sasaran program RKP dengan Sosial
AU S Pembangunan & 8 sasaran RPJMN lingkup Kependudukan dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Sosial T 2 ;
Nasional Jaminan Sosial
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan 75% - - - 80%
dan Jaminan Sosial
Rencana % keselarasan target output prioritas Renja K/L o ¢ 5 i
Pembangunan dengan output proyek prioritas RKP dalam Tote '] B | oo | 9% | 95%



Jangka Pendek
(Tahunan)
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koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Kependudukan dan
Jaminan Sosial

% keselarasan. anggaran output prioritas dalam
‘RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam

Koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 7759,/ g gf,} 5510; ' ;3060; _ 9951(;

dalam RKP lmgkup Kependudukan dan ? 2 ° e

Jaminan Sosial |

% Rancangan _Perpres RKP lingkup :

Kependudukan dan J amlnan Sosial yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%

diterima oleh Deputi

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas

dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%

Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional* i :
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 38 '92_ 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana ;

; : . 83,9 | 87,9 | 91.9 [ 959 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Kependudukan dan o o o o o
Efektivitas Pembangunan ‘Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi i i i 2 &
Pengendalian % Rekomenda51 kebljakan pengendalian yang 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100

Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % Y% % %o %
Kependuclukan dan Jaminan Sosial ]
.. % Rekomendasi Penyelesalan Isu Strategis
Kebijakan 85- 88- 91- 94- 97-
Perencanaan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 879 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 2.597.960 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000
Terwujudnya Pembangunan .dan stakeholders pembangunan lingkup o o o o% %
- Ke endudukan dan Jamman Sosial ;
Kebijakan P !
Pembangunan 9% Rekomendasi Kebuakan (Program ,f Kegiatan) k : :
Namionalymag: | . o oq .| Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- | 80- | 85 | 90- | 95-
Visioner Pgﬂ_ﬂ)ana;unr;(;fam oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000000 | 1.000.000
lingkup Perencanaan Kependudukan dan % % Yo % Yo
Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya ' % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup 100 100
kinerja Kependudukan dan Jaminan Sosial yang sesuai - - - o o
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku 2 &
P,PN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup o =
yang bersiki, Internal Kependudukan dan Jaminan Sosial i 2 T L
akuntabel, dan ? 3
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh = o - 92%

kapabilitas SDM

Kependudukan dan Jaminan Sosial yang sesuai
dengan tugas dan fungsi :

95%
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Perencanagr} lfgmbangunan At ngkup 8.739.305 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 5.906.006 .
Ketenagakerjaan i il alan
el Bre % rancangan UU RPJPN lingkup
Tembadganas Ketenagakerjaan yang diterima oleh De uti i ; _ el i
Jangka Panjang gale I P
% rancangan awal teknokratik RPJ M_N lingkup | | | 90% i
Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi ' g
% rancangan Perpres RPJMN lingkup =~ . . : _ 95%
Rencana Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi 2
Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan o snoril aro i HEo
Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Ketenagakerjaan 75_A) P B | 900 | 550
Terwujudnya % keselarasan sasaran program Renstra K/ L _ .
integrasi, dengan sasaran RPJMN lingkup 75% - < - 80%
sinkronisasi, Ketenagakerjaan :
dan sinergi % keselarasan target output prmntas Ren]a K/ T 2.650.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.400.000
perencanaan dengan output proyek prioritas RKP dalam Soy o 4 o 5
pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bldang 75&' i | B | 900 4 (90%
nasional dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan = ;
Rence % keselarasan anggaran output prioritas dalam
pe;]f?la ; RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- | 76- 81- 806- 91-
" St koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang T5% | 80% | 85% | 90% | 95%
BLOREARANN Angea-Fenaa dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan i
Pembangunan [rausnen] % Rancangan Perpres RKP lingkup - : y ;
Terkait Lingkup e i) . 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi i B !
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - = - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional* | :
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan i Lo e
80- | 84 88- | 93- | 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana ! | : -
. 1839|879 | 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Ketenagakerjaan yang e el e o Py
efektivitas Pembangunan diterima oleh Deputi s e & t
pengendalian % Rekomendasi kebljakan pengendaha__t_l_ ya_ng i i 3 ] 1.089.395 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000
pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian | 80- e Bde 88- 92- 96-
nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP !mgkup : LD Y Yo Y% Yo
Ketenagakerjaan e
o % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis g
- Kebijakan 85- | 88- 91- 94- 97-
Ter\fn.rujudnya S o Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 879 | 909 | 93.9 | 96.9 | 100 | 3.000.000 T— T S o
kebijakan dan stakeholders pembangunan hngkup e i i b, 5
Pembangunan %o Yo %o Yo %
pembangunan Ketenagakerjaan i
nasional yang Kbk Hovas % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegatan) 75- 80- 85- 90- 95-
visioner P rn{)an 2o Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 2.000.000 500,000 500,000 500,000 500,000
& g1 oleh K/L dan stakeholders pembangunan % % % % %

- Direktorat
Ketenagaker,

aan
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lingkup Ketenagakerjaan yang diterima oleh
Deputi

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan

Manajemen
Internal

% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup

100

fungsi

Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan - - = 130 o
dan aturan yang berlaku Piiliee s
% pengelolaan realisasi anggaran lingkup i i :
Ketenagakerjaan i " T : 9_2% 95%
% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup i
Ketenagakerjaan yang sesuai dengan tugas dan - - - 92% | 95%

.500.000

6.500.000

6.500.000

6.500.000

8.000.000

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Agama,
Pendidikan, dan
Kebudayaan

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh

Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang

‘diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh
Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Agama, Pendidikan,
dan Kebudayaan

75%

80%

85%

90%

95%

9% keselarasan sasaran program Renstra K/L

~dengan sasaran RPJMN lingkup Agama,
' Pendidikan, dan Kebudayaan

75%

o

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
“dengan output proyek prioritas RKP dalam

koridor PN/MP atau sasaran sektor /bidang
dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan

75%:

80%

85%

90%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan

70-
75%

T
80%

81~
- 85%

86-

90% |

91
95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh
Deputi

75%

80%

85%

90%

95%

3.250.000

2.750.000

2.750.000

2.750.000

3.500.000

Direktorat

Agama,
Pendidikan,

dan
Kebudayaan
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% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Informasi Hasil

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan

llmu Pengetahuan dan Teknologi

80- | 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 870 | 919 | 950 100
T erwujudnya Rencana pembangunan lingkup Agama, Pendidikan, dan 5 /’ ,,/’ (,/’ & /’ o
Efektivitas Pembangunan Kebudayaan yang diterima oleh Deputi i B : i a2
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.500.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 2.000.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % % % % %%
Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
I % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan : ; p i 85- 88- 91- 94- 97-
. Perc':wanaan Nasional/ Major ij?d yang d1jalgnkan mal ki 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000
Terwujudnya Pembangunan dan stqkeholders pembangunan lingkup Agama, o o o o %
Kebijakan Pendidikan, dan Kebudayaan
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner A o— oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 899 | 949 100 750,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
&t lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan % Yo Yo Y %
yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelo_la lingkup Agama, 100 100
kinerja Pendidikan, dan Kebudayaan yang sesuai - - - o o
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku il 2
PPN/ Bappenas . % pengelolaan realisasi anggaran lingkup A 2
yang bersih, ?flf;?lemen Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan : i i S fibiat i
akuntgbel, dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Agama
profesionaldan | [ 5T Ui Tl i i 5
e —— Pendidikan, dan Kebudayaan yang sesual - . - 92% | 95%
108 dengan tugas dan fungsi
Lkapabilitas SDM & g &
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan i i S
Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi i e [ D e s
Rencana % rancangan UU RPJPN ].mgkup Pendidikan
Pembangunan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - - B 90% -
; Jangka Panjang yang diterima oleh Deputi
Perencanaan Terwujudnya 9% rancangan awal teknokratik RPJMN hngkup Dirsltdiat
'?z;lfcza:lﬁizal;p g:fgs:;éasi Pendidikan Tinggi dan [lmu Pengetahuan dan i i £ 90% - Pendidikan
L : : Teknologi yang diterima oleh Deputi P Tinggi dan
?féldl?g{;nnmu 1(_1’:23 rslg‘;irag;n Rericana % rancatigan Perpres REJMN linglup 2.250.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 ptek
Pengge tahuan i ) Pembangunan Pendidikan Tinggi dan llmu Pengetahuan dan i | i - 95%
g . . gu Jangka Menengah | Teknologi yang diterima oleh Deputi
dan Teknologi Nasional AT RKP d
o keselarasan sasaran program engan
sasaran RPJMN lingkup Pendidikan Tinggi dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
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% keselarasan sasaran program Renstra K/L

75%

80%

dengan sasaran RPJMN lingkup Pendidikan - -
Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam i Hae
koridor PN/MP atau sasaran sektor /bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu = :
Pengetahuan dan Teknologi :
% keselarasan anggaran output prioritas dalam | i
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam | o 76- : 81- 86- 91-
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 7505 | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu | '~ i ? ee? e
(Tahunan) Pengetahuan dan Teknologi
% Rancangan Perpres RKP lingkup Pendidikan i
Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - = - | 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional* i ' i
ndorias el %o Ketcr_sediaan informasi hasil pemantauan dan : L :
Polideoainis evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- 84- 88- | 92- 96-
R pembangunan lingkup Pendidikan Tinggi dan 83,9 (87,91 911971059 1100
. encana : At B ie 6 i 2
T erwujudnya Pembangunan [lmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima Yoo | % Yo Y Yo
Efektivitas oleh Deputi i !
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang il o o 2.183.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000
gem_bangunan Edkiidkan dijalankan qleh K/L dalam rangka pe_nc__ap_aian . :.80.—. | g4 8'_8_~: .92'7 e
asional P sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | ., o at :
ercepatan _ bid dalam RER aslus, 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasatan sektqr/ e i Blp Yo gy 0. % %
Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan it e
- Teknologi e
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis . : g P
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- | 88- | 91- | 94- | 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup | 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 500 500 500 500 500
Terwujudnya Pembangunan Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan % Y% % ol % Y%
Kebijakan Teknologi o
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) i iy
Nasional yang Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan it e
Visioner Kebijakan Inovasi | oleh K/L dan stakeholders pembangunan #5180 Ba 180, 1 s
; s ; 5 799 | 849 | 89,9 | 94,9 100 500 750 750 750 750
Pembangunan lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu w | o o o] o
Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh sl o i
Deputi |
Terwujudnya Manajemen % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pendidikan i 100 100
kinerja Internal Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi £ i % %
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ementerian ! etentuan daﬂ aturan yang
PPN/ Bappenas :
yang bersih, "% pengelolaan reahsam anggara.n lingkup
akuntabel, dan Pendidikan ngg1 dan Ilmu Pengetahuan dan = - - 92% | 95%
profesional dan Teknologi
didukung oleh % Pemenuhan D1rekt1f Pimpinan lingkup
kapabilitas SDM  Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan - - 5 92% | 95%
Teknologi yang sesuai dengan tugas dan fungsi
gg:zzcgil:nan;;e;bgiﬂda; gz;kéﬂ)lltall;lrr;ggl;up Keluarga, | i | .-- 6.849.530 | 7.400.000 7.400.000 | 7.400.000 | 8.499.000
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Keluarga,
Pembangunan Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang - - - 90% -
Jangka Panjang diterima oleh Deputi ]
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan - - - 90% -
QOlahraga yang diterima oleh Deputi
9% rancangan Perpres RPJMN lingkup Keluarga,
Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang < = - - 95%
Rencana o
diterima oleh Deputi
Pembangunan %7 leesel RKP 4
Jangka Menengah % keselarasan sasaran program engan
sasaran RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Anak, Pemuda, dan Olahraga
Terwujudnya % keselarasan sasaran program Renstra K/L
Integrasi, dengan sasaran RPJMN lingkup Keluarga, 75% - - - 80% Direktorat
ﬁg:ﬁg;ﬁnain Sinkronisasi, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Keluarga,
angunan dan Sinergi % keselarasan target output prioritas Renja K/L 2.549.530 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.599.060 | Perempuan,
Terkait Lingkup | perencanaan “den; put proyek prioritas RKP dal Anak
Keluarga, gan output proyek prioritas am ak,
Perempuas Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Pemuda, dar
’ Nasional dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan Anak, Olahraga
Anak, Pemuda, P Ry i :
dan Olahraga PIRUCH, Goj). faga
% keselarasan anggaran output prmntas dalam
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 1. 86- 91-
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan Anak,
(Tahunan) Pemuda, dan Olahraga
% Rancangan Perpres RKP lingkup Keluarga,
Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
_diterima oleh Deputi
' % output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan = - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
T erwujudnya Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan | 80- 84- 88- 92- 96-
Efektivitas evaluasi atas pelaksanaan rencana 83,9 | 879 | 91,9 | 95,9 100 1.900.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000
, Pelaksanaan : o o
Pengendalian pembangunan lingkup Keluarga, Perempuan, Yo o o Yo Yo
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em angunan ; i
Nasional Pembangunan Depuu : B
% Rekomendasi kebijakan pengendaha.n yang Lo
" dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian ; Ba : i
gebxjakan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan B0 84 BB e B0
ercepatan 83,9 [i87,9 ] 91,9 11959 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lmgkup o % | e o %
Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan : T e : I
Olahraga ' :
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategls :
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 85- | 88- | 91- 94- 97-
; Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup | 87,9 1909|939 | 96,9 100 1.400.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000
'Il;elg_‘.t\;{:ldnya Pembangunan Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan 1 % % % % %
¢ 1-1'3 an Olahraga i L
izrioinalg;;lnag % Rekomendasi Kebijakan (Program /Keglatan)
Visioner Rebiakan Tnovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75 80- 85- 90- 95-
Pembangunan qlch K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 100 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 [ 1.000.000
lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, Y% Yo Yo % %
dan Olahraga vang diterima oleh Deputi :
; % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Keluarga,
Terwujudnya Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang _ 100 | 100
ll?:rfxgsteriml sesuai dengan ketentuan dan aturan yang : i 7 % %
PPN/ Bappenas . oberlaku T T
ang bersih Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
zkuntabel élan Internal Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan. = - - 92% | 95%
e Olahraga
gfgff&?gaiﬁa %n % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Kkapabilitas SDM Keluarga, Perempuan Anak, Pemuda, dan = = = 92% | 95%
Olahraga yang sesuai dengan tugas dan fu.ng31
Perencanaan Pembang_qpan Terkalt ngkup Kesehatan 20.721.78 | oo 000 | 6.850.000 3. .'6_8_',__!0'00'0 Sahaaie .
dan Gizi Masyarakat =~ - e b 0 . : i
l;:;lq%a;lfgunan ‘V‘n. rgncangankUU RPJPN lingkup ;KcSehz:atap_ dan _ ; . 90% £
Jangks Panjang Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi |
. % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup P o
——— 'Il:;amgzgny a Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang d1tcr1ma - - - 90% - Direkotrat
szbangunan Sinkgrroni’sasi, Sjc:lar?ce;f tzlm Perpres RPJMN lingku Kesehatan _I.(desehg_ta‘n_
Terkait Lingkup gan Sinergi = d?m Gizi 1& a:,yargl’{at yang diteri ngla opl‘eh Depuu - - - - 95%, | 2.670.780 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.653.310 Maigar;i;t
Ié?;eﬁit:;faalgt Pzisg;?;iinan Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan s :
Wbl Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Kesehatan dan Gizi 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Masyarakat i
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Kesehatan dan = - - 80%

Gizi Masyarakat

75%.




Program/
. Kegiatan

Sasaran.

Strategis

Sasaran Program
(Outcomae}/
Sasaran Kegiatan

9% keselarasan targe otput priorita Ja L
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ndikator UKE II
Pembahasan)

dengan output proyek prioritas RKP dalam

2020

Alokasi {dalam ribu rupiah)

d021

2022

2023

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%

dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi

Masyarakat
Wi % keselarasan anggaran output prioritas dalam

RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 4 i i
Eembifngun;nk koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang ,',7 500; 87 (()50 y E? slcy 50?, 9 3510; _
T"f‘:f a rende dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi f 2 2 9 .
( unan) Masyarakat

% Rancangan Perpres RKP lingkup Kesehatan o s i i

dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi 5% | 80% | Bote i} e | dmue

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas

dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - 90% | 95%

Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan

h 80- 84- 88- 92- 96-

Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana

4 : o 839|879 | 919 | 959 | 100
T erwujudnya Rencana pembangunan lingkup Kesehatan dan Gizi o o o o o
Efektivitas Pembangunan Masyarakat yang diterima oleh Deputi i i il i i
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang o
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 839 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100 | 1.092.000 900,000 900,000 900,000 900,000

Pembangunan sasaran scktor/ bidang dalam RKP lingkup %o % % % %
Kesehatan dan Gizi Masyarakat
i % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan : : ; = 85- 88- 91- 94- 97-

_ Pésenchtiaii Nasional / Major Project yang dl_]alapkan oleh K/L 870 | 909 | 939 | 96,9 100 12.959.00 | , 40000 | 2.450.000 | 2450000 | 2.450.000
Terwujudnya Rembanstingii dan stakeholders pembangunan lingkup o b o o o 0
Kebijakan i Kesehatan dan Gizi Masyarakat f i it i i
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) G
Nasional yang Kebilakai Inga Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Pe 1{) oy oleh K/L dan stakeholders pembangunan 790 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 4.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1000000 | 1.000.000

S lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang % % Yo % %
diterima oleh Deputi

Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Kesehatan 100

s iR ; 100
kinerja dan Gizi Masyarakat yang sesuai dengan - & - o o
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku T -
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lingkup i B o
yang bersih, ?ﬁ:::{:lmen Kesehatan dan Gizi Masyarakat 3 = i S
Aiphtme, din % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
profesional dan i ;

. Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang sesuai - - 92% | 95%
didukung oleh :

ilitas SDM dengan tugas dan fungsi

kapabil

Unit
Organisasi |
Pelaksana




Program /
Kegiatan

Sasaran
Strategis

Sasaran Program
{Outcome)/

> Sasaran Kegiatan =
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi
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Indikator UKE I1
(Hasil Pembalmsan}__ '

2023

2024 |

2020

4.027.500

2021

4.775.000

2022

4.775.000

Alokasi (dalam ribu rupiah}

2023

4.775.000

2024

4.975.000

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Aparatur Negara
dan
Transformasi
Birokrasi

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi yang
diterima oleh Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi
yang diterima oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi yang
diterima oleh Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

70-
75%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

91-
95%

% Rancangan Perpres RKP lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokrasi yang
diterima oleh Deputi

5%

80%

85%

90%

95%

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

90%

95%

1.802.500

1.775.000

1.775.000

1.775.000

1.975.000

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

9% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi yang diterima oleh
Deputi

80-
83,9
%

84-
87,9
%

88-
91,9
%o

92-
95,9
ﬂ/o

96-
100
UAJ

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

% Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi

80-
83,9

84-
87,9

88-
91,9
Yo

92-
95,9

0, o

96-
100

0,
(4]

1.225.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1,000,000

Unit
Organisasi
Pelaksana

Direktorat
Aparatur
Negara dan
Transformas
Birokrasi




Sasaran
Strategis

Sasaran Program

{Outcome}/

~ Sasaran Kegiatan
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. Indikator UKETI
. (Haslil Pembabasan)

komcnd

nyelesai I Srat

85-

88-

Alokasi (dalam ribu rupiah)

2021

2022

2023

Unit
Organisasi
- Pelaksana

Kebijakan ; : : . 91- 94- 97-
. Perencanaan Haonal) Mejor Froject yang dgalapkan aEn by 87,9 1 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 500,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
Terwujudnya Pembaneunan dan stakeholders pembangunan lingkup o o o o o
Kebijakan € gun Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi i i o ° o
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebiiakan Inovasi Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Pc ‘{) o oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 949 | 100 | 500000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
embangu lingkup Aparatur Negara dan Transformasi % % % % %
Birokrasi yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Aparatur 100 100
kinerja Negara dan Transformasi Birokrasi yang sesuai - - - o o
Kementerian dengan ketentuan dan aturan yang berlaku i i
PPN/ Bappenas : % pengelolaan realisasi anggaran lingkup : i bi o
yang bersih, ?f;?ﬁimen Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi e i
?f:g;;‘:j;l e % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
nai 1 i g1 1l fai 0,
didukung oleh Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi 92% | 95%
kapabilitas SDM yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan
Regulasi 3.821.600 | 3.802.158 | 3.992.269 | 4.191.880 | 4.802.460
Rencana o : i
Fenbengce, | BRI (LR g s T TR R
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup i i i 90% i
Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Deputi i
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Hukum i i i . 95%
Rencana dan Regulasi yang diterima oleh Deputi : :
. Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan o a i o
. Tet"“’“l‘l.d“ya Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Hukum dan Regulasi T | Bive | tovell e b e Direldtaial
. epras, % keselarasan sasaran program Renstra K/L Hukum dan
PoBiSRIphan. || Sin oG, d RPJMN lingkup Hukum dan 5% || - : 80% Regulasi
Terkait Lingkup dan Sinergi Rzgz;:sfasa.ran ingxnp U = i % | 1.683.282 | 1.556.926 | 1.634.773 | 1.716.511 | 2.203.327 RELn
g:gﬁamsidm g:ig;ﬁgﬁinan % keselarasan target output prion‘tas":i aRlenja K/L
: dengan output proyek prioritas RKP dalam A 12 i
Nasional koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 809} BOY 0PN 199N
Rencana dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi
Pembangunan % keselarasan anggaran output prioritas dalam
Jangka Pendek RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
(Tahunan) koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi
5 e
Yo Rancangan Perpres RKP lingkup Hukum dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%

Regulasi yang diterima oleh Deputi




SN

Sasaran Program
{Outcome)/
Sasaran hegiatan

Alokasi {dalam ribu rupiah} . Unit
Organisasi
Pelaksana

Indikator UKE 1T B - | .
{Hasil Pembahasan) 2020 | 2021 - 2024 2021 2022 2023

Program/ Sasaran

Kegiatan Strategis

% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan i 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan

80- 84- 88- 92- 96-

Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Hukum dan Regulasi 8,:;'9 8;’9 9,}/'9 gf/,g 1(30
Efektivitas Pembangunan vang diterima oleh Deputi i - i & i
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.193.056 | 1.252.709 | 1.315.344 | 1.381.111 | 1.450.167
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % % % %o %

Hukum dan Regulasi
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis

Kebijakan : ; © e 85- 88- 91- 94- 97-
. Perencanaan Neasional/ Mwor Frames Jik dxjala_nkan ek Ky L 8791909 | 939 | 96,9 100 472.631 496.263 521.076 547.129 574.486
Terwujudnya dan stakeholders pembangunan lingkup Hukum H & 2 g E
o Pembangunan i : Yo Yo Yo Yo Yo
Kebijakan dan Regulasi
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Rebiiakan Inoves Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner P*' 1{) nan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 849 | 89,9 | 94,9 100 472,631 496.26 521.076 547.129 574.486
embangu lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh | % % % % %
Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Hukum dan
il A T 100 100
kinerja Regulasi yang sesuai dengan ketentuan dan - - - o i
) Yo Yo
Kementerian aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan reahsfim anggaran lingkup : . : 92% | 95%
yang bersih, Internal Hukum dan Regulasi
akuntabel, dan o L WHIEG: i i
profesional dan %o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup

didukung oleh

kapabilitas SDM
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan
dan Keamanan

Hukum dan Regulasi yang sesuai dengan tugas - - - 92% | 95%
dan fungsi il :

3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000

};z;%a;f S % rancangan UU RPJPN lingkup Pertahanan 5 1 3 90% 3
g dan Keamanan yang diterima oleh Deputi &
Jangka Panjang . .

Terwujudnya

P Et : % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup ' Direktorat
erencanaan LEErash . Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh - + - 90% - Pertahanan
Pembangunan Sinkronisasi, Tl d
Terkait Lingkup | dan Sinergi P = 1.270.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 e
Trichanandan | Berencanaan Rencana % rancangan Perpres RPJMN lingkup Keamanan
Pembangunan Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh - - - - 95%

Keamanan Pembangunan :

N&sional Jangka Menengah | Deputi

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Keamanan




Program /
Kegiatan

Sasaran
Strategis

{Outcome)/

Sasaran Kegiatan

Sasaran Program B
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" Indikator UKE::_I::I:
- {Hasil Pembahasanj

% keselarasan sasaran program Renstra K /L

2020

2021

2023

2024

2020

: :_Aiuknsi {dalam ribu rupiah)

2021

2022

2023

2024

dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan | 75% - = - 80%
Keamanan
% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam L o i
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang el (s s bl ohed
dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan
Retiisia % keselarasan anggaran output prioritas dalam
P RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
Tenais gﬁn ele koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
& dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan
(Tahunan) 5 ;
% Rancangan Perpres RKP lingkup Pertahanan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dan Keamanan yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84. 38- 92. 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Pertahanan dan %; ,,/; o/; %’] %
Efektivitas Pembangunan Keamanan yang diterima oleh Deputi
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 730,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % %o % % %
Pertahanan dan Keamanan
.. % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan ; ; ; i 85- 88- 91- 94- 97-
. Perejncanaan Nasional/Major Project yang d:_]ala_nka.n oleh K/L. 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup op o, % o o
Kebijakan Pertahanan dan Keamanan
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang Kebiiakan Inovasi Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75~ 80- 85- 90- 95-
Visioner Pemg)an s oleh K/L dan stakeholders pembangunan 7991849 | 89,9 1949 | 100 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
gu lingkup Pertahanan dan Keamanan yang Y% %o Yo Yo %o
diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pertahanan 100 100
kinerja dan Keamanan yang sesuai dengan ketentuan - - - o o
Kementerian dan aturan yang berlaku i &
PPN/ Bappenas . % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, }\f::;xz:lmen Pertahanan dan Keamanan & i i 9% | 95%
akuntf.‘bd’ dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
estenional hoss Pertahanan dan Keamanan uai d q & 92% | 95%
didukung oleh yang sesuai dengan z o )

kapabilitas SDM

tugas dan fungsi

Unit
Organisasi
Pelaksana
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Sasaran Program ' o0 P aE s i i e e T et
{Outcome)/
Sasaran Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan

S Target
2021 2022

Unit
Organisasi
Pelaksana

Alokasi {dalam ribu rupiah) o

.'i.m.ii.kator UKET

Sasaran -
{(Hasil Pembahasan)

Strategis

Program/
Kegiatan

2023 2020 2021 2022 2023

2024

Komunikasi 5.693.860 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.650.000
I;:;%a:nagu nan % rancangan UU RPJPN lingkup Politik dan ] ;i g el !
i Komunikasi yang diterima oleh Deputi
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Politik dan Komunikasi yang diterima oleh - - - 90% -
Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Politik dan i}
gg:m%a;nagunan Komunikasi yang diterima oleh Deputi i i} ' 25%
0,
| Jangka Menengah | ¢ ;Sk:rﬁm&?ﬁﬁfgﬁppg‘:f&m | RE dengar | 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
'Irrftr‘:;rl i‘;?ny 2 % keselarasan sasaran program Renstra K/L
Sinkroni:sasi dengan sasaran RPJMN lingkup Politik dan 75% - - - 80%
dan Sinergi "i";‘;:;:ra:;an PP 1.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 5.000.000
gz:gg;ingﬁinan dengan output proyek prioritas RKP dalam 750 | 80% | 85% | 90% | 95%
Nasisnal koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi
Perencanaan — % keselarasan anggaran output prioritas dalam
Pembangunan S —— RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
Terkait Lingkup —— g‘; — koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Politik dan T afunan) dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi
Komunikasi % Rancangan Perpres RKP lingkup Politik dan 750 80% | 85% | 90% | 95%
Komunikasi yang diterima oleh Deputi s i 9 2 ¥
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - B 90% | 95%
Analisis Wilayah / Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88. 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Politik dan Komunikasi & /' o/’ & /’ 0/' o
Efektivitas Pembangunan yang diterima oleh Deputi 2 < ° i i
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 2.900.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | 2.450.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % % Yo % %o
Politik dan Komunikasi
: o % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Terwujudnya Kebijakan . ; : 7 85- 88- 91- 94- 97-
Kebijakan Perencanaan g::“;’:;lcé hMo‘}f;rgr Oéiﬁij’;;'f‘g ggglﬁﬁkiﬂ Of;‘hg{('“ 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 59,930 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000
Pembangunan Pembangunan p g4 il Yo % Y% Yo Yo

dan Komunikasi

Direktorat
Politik dan
Komunikasi



. Sasaran

| Sasaran Progran
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Unit

dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja
Sama Pembangunan Internasional

Program/ - - Alokasi (dalam ribu ripiahl
tOgl e : | s CAniGa s
Kegiatan Strategis gd:gr';:‘])\rzgé ten b .{H'asﬂ Pembahasan 20 2021 .' 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2024 (;z ?::;1:::11
Nasional yang % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Visioner Kebijalkan Inovesi Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Pembangunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 899 | 94,9 100 596,930 600,000 600,000 600,000 600,000
lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima % % %o %o %o
oleh Deputi :
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Politik dan 100 100
kinerja Komunikasi yang sesuai dengan ketentuan dan - - - o o
. (] (V]
Kementerian aturan yang berlaku
PPN/ Bap_penas Manajemen % per}gclola_an rpalisasi anggaran lingkup Politik : i . 92% | 95%
yang bersih, Gitsinal dan Komunikasi
akuntabel, dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Politik
profesional dan iy asi i d d i Iz § 029% | 95%
didukung oleh an Komunikasi yang sesuai dengan tugas dan o o
kapabilitas SDM fibgs:
Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri
dan Kerja Sama Pembangunan Internasional 6.110.742 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 7.531.484
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Politik Luar
Pembangunan Negeri dan Kerja Sama Pembangunan - - - 90% -
Jangka Panjang Internasional yang diterima oleh Deputi
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Politik Luar Negeri dan Kerja Sama " 1 " 90% i
Pembangunan Internasional yang diterima oleh i
Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Politik
Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan = i - - 95% :
Rencana Internasional yang diterima oleh Deputi Du.'e_ktorat
. Pembangunan = Politik Luar
Perencanaan Terwujudnya Jangka Menengah %o keselarasan sasaran program RKP dengan Nogari dah
Pembangunan Integrasi, sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Ke g'a Bl
Terkait Politik Sinkronisasi, Kerja Sama Pembangunan Internasional Perr?ban w
Luar Negeri dan | dan Sinergi % keselarasan sasaran program Renstra K/L 1.560.742 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 2.341.484 & g
Kerja Sama Perencanaan dengan sasaran RPJMN lingkup Politik Luar i
Pembangunan Pembangunan Neggri dan Kerja Sama Pemgbat})gunan L i = i bl (tern enn
Internasional Nasional Internasional g
% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Rencana dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja
Pembangunan Sama Pembangunan Internasional
Jangka Pendek % keselarasan anggaran output prioritas dalam
(Tahunan) RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 759 | 80% | 85% | 90% | 95%



Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatan

Sasaran
Strategis

Program /
Kegiatan
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Indikator UKE II
{Hasil 'Pt'mbahas_an) -

% cangan Perpres RKP linp Politik Luar

12022

Target

2024

2020

2021

Alokasi (dalam ribu rupiahj)

2022

2023

Unit
Organisasi
Pelaksana

“Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika

13.000.00
0

12.757.50
0

13.395.3%
6

Negeri dan Kerja Sama Pembangunan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Internasional yang diterima oleh Deputi i :
tifsren e Basi 9% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan i
Folilcuatiiin evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- 84- 88- 92- 96-
Ritcaiis pembangunan lingkup Politik Luar Negeri dan 839 | 879 | 91,9 | 959 | 100
Terwujudnya Pembangunan Kerja Sama Pembangunan Internasional yang % % % %o %
Efektivitas su diterima oleh Deputi
Pengendalian % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
Pembangunan i dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
: Kebijakan ; g 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | g3 | g79 | 91,9 | 959 | 100 340,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000
Petiih —_— sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup o o o o o
e Politik Luar Negeri dan Kerja Sama b o i 7 i
Pembangunan Internasional
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 85- 88- 1 91+ 94- 97-
Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup Politik 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 [ 100 | 2.210.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.530.000 | 2.540.000
Terwujudnya Pembangunan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan %o Yo Yo Yo %o
Kebijakan Internasional
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
\I’}lg;mnal yang Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan 75 80 85 90 o5
1sioner ii i i i i i ¥
Kebijakan Inovasi | oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000
Pembangunan lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja Sama X b
; Sl Yo % %o % %
Pembangunan Internasional yang diterima oleh
Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Politik Luar
T i Negeri dan Kerja Sama Pembangunan i | 8 100 100
crwujudnya Internasional yang sesuai dengan ketentuan dan Y% %
kinerja y
y aturan yang berlaku
Kementerian
PPN/ Bappenas | \r.,qiemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Politik
yang bersih, Internal Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan - - - 92% | 95%
akuntabel, dan Internasional
profesional dan c TR * L
didukung oleh % Pemenul_lan Direktif Pimpinan lingkup Politik
kapabilitas SDM Luar Negen dan Kerja Sama Pembangunan i 4 : 92% | 95%
Internasional yang sesuai dengan tugas dan
fungsi

14.065.14
4

04|
8.40 Direktorat
! | Ketenagalisti

16.406




Program/
Kegiatan

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Ketenagalistrika
n,
Telekomunikasi,
dan Informatika

Sasaran Program
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Indikator UKE 1l

. Target

Alokasi (dalam ribu rupiah)

Sdsaran {Outcome)/ {asil Pembahasan] T R sl e i 2 iy ek S
Strd.tegls._ Sasardn Kegiatan il {Hasil Pemb s 1asan§ ..... 2020 202i . 20422 2_923 2024 ~ozg._ 2021 2022 2023 2024
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup
Pembangunan Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan - -
Jangka Panjang Informatika yang diterima oleh Deputi
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan - - - 90% -
Informatika yang diterima oleh Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan - - - - 95%
Rencana Informatika yang diterima oleh Deputi
Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan
Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Ketenagalistrikan, 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Telekomunikasi, dan Informatika
Ferspijudays % keselarasan sasaran program Renstra K/L
Integrasi deagan fmatan e EC D 75% | - ; 80%
. . - Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Sinkronisasi, T formatilis _
dan Sinergi = pe g 1 2.550.000 | 1.785.000 | 1.874.250 | 1.967.963 | 3.766.361
Perencanaan % keselarasan target outpu'g prioritas Renja K/L
Pembangunan dquan output proyek prioritas RKP ds.slam
P koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Informatika
% keselarasan anggaran output prioritas dalam
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 750% | 80% | 85% | 900 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan, i iy ¢ 3 i
(Tahunan) Telekomunikasi, dan Informatika
% Rancangan Perpres RKP lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Informatika yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 839 | 879 | 919 | 959 100
2 Rencana pembangunan lingkup Ketenagalistrikan, ol i : 4
Terwujudnya P - y p: Yo Yo % %o Yo
i, embangunan Telekomunikasi, dan Informatika
Efektivitas Rek AR VbR i
Pengendalian L S pPribet JanE 1.000.000 | 1.050.000 | 1.102.500 | 1.157.625 | 1.215.506
Pembangunan | Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rengica pencapaan 80- | 84- | 88 | 92- | 96
Nsistorial P sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan B
asion ercepatan { : 839 | 87,9 | 919 | 959 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % o, o o %
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika

Unit
Organisasi
Pelaksana
ikan,
Telekomunik
asi, dan
Informatika
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i Sasas OQT ¢ ) Sttt ¥ Alokasi (dalam ribu rupiah) Ini
Kegiatan Strategis Sasaran Kematan {Hasil Pernbahasan) 2020 @ 2021 2()2.2 . 2023 | 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Flde
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 85- 88- 91- 94- 97-
; Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 | 4.725.000 | 4.961.250 | 5.209.313 | 5.469.778 | 5.743.267
’l‘en?fujudnya Pembangunan Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan %o % % % %o
g:ﬁ-‘b‘;ian — Informatika
Woiote alg;ang % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Visioner Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Fenibunposen oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 4725000 | 4.961.250 | 5.200.313 | 5469.778 | 5.743.267
lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Y% Yo %o % Yo
Informatika yang diterima oleh Deputi
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Terwujudnya Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan il L H 100 100
kinerja Informatika yang sesuai dengan ketentuan dan % %
Kementerian aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran l_ingkup
yang bersih, r—— Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan - - - 92% | 95%
akuntabel, dan Informatika
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan i i : 92% | 95%
kapabilitas SDM Informatika yang sesuai dengan tugas dan
fungsi
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber 23.118.29 | 24.064.20 | 25.267.41 | 26.530.78 | 12.648.20
Daya Air 1 5 5 5 3
g:;%aa‘;agu an Z‘; rancangan UU RPJPN lingkup Sumber Daya i . a1
7 r yang diterima oleh Deputi
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup i i o 00% 3
Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup Sumber i i it i 95%
Terwujudnya Rencana Daya Air yang diterima oleh Deputi
0,
Pefericaniis Integrasi, Jng’k?ﬁﬁ’; - :a ;‘;:;ag‘;;aﬁ ﬁ‘;f:;ﬁu“ppgﬁ] *‘;)’gr';g:i‘fm 75% | 80% | 85% | 90% | 95% Direktorat
Pemba}ngunan Smkr(?nlsa‘SI, % keselarasan sasaran program Renstra K/L o Sumbe‘r
Teicait Lingloup | dun Binecgl dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya | 75% | - ; . [rapng | 1100000 | 945000 | 992250 | 1041363 | 14535%6 AR
Sumber Daya Perencanaan Air
ALt gt;r;t;;lanalgunan :1/0 keselarasan target lzmtpug pdc})z?'\t;sé aRlenja K/L
engan output proyek prioritas RK am
Rencana kori?ior PN/MP atau sasaran sektor /bidang i R L 8 e Sl i
Pembangunan dalam RKP lingkup Sumber Daya Air
Jangka Pendek % keselarasan anggaran output prioritas dalam ol
(Tahunan) RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- | 86- 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Sumber Daya Air
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Pfogram/ Sasaran : SEIS?J] atll‘ :"1 q-gl am Indikator UKE II i _.—\Iul.'(m (dalam ribu rupiah) : 3 _UUH-H :
% Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber
Daya Air yang diterima oleh Deputi
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
nformasi Hasil | o, getersediaan informasi hasil pemantauan dan | 80- | 84- | 88- | 92- | 96-
Terwujudnya < —— evaluasi atas pcﬁlaksanaan rencana : 8? 9 807,9 9& ;9 9?,9 1 PO
Elektivitis Pembangunsan pembangunan lingkup Sumber Daya Air Yo Yo Yo Yo Yo
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang ”"259‘13 17'072‘03 17‘925‘(’2 18,82 "92 4.153.943
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % Yo % % Yo
Sumber Daya Air
i % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan f i . B 85- 88- 91- 94- 97-
. ” Pere_::canaa.n Nasional/Major Project yang dualankan oleh K/L 879 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 2.879.584 | 3.023.563 | 3.174.741 | 3.333.478 | 3.500.152
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lingkup Sumber % o % % %
Kebijakan Daya Air
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program /Kegiatan)
Nasional yang Kebiiakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Visioner Pem{)angunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 | 100 | 2.879.584 | 3.023.563 | 3.174.741 | 3.333.477 | 3.500.152
lingkup Sumber Daya Air yang diterima oleh % %o % % %
Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Sumber 100 100
kinerja Daya Air yang sesuai dengan ketentuan dan - - - o o
Kementerian aturan yang berlaku i ?
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, i\;‘[]zta;ar\i;lmcn Sumber Daya Air g : i el
alcntatiel, dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
profesional dan Sumber Daya Air yang sesuai dengan tugas dan - - - 92% | 95%
didukung oleh S o4 yang g & i
kapabilitas SDM £
Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perumahan 145.000.0 | 75.000.00 | 75.000.00 [ 75.000.00 | 75.700.00
dan Kawasan Permukiman 00 R 0 0 0
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Perumahan
Terwujudnya Pembangunan dan Kawasan Permukiman yang diterima oleh - - 90% - 2
Perencanaan . Jangka Patiat Deputi Direktorat
Pembangunan In.tegras_1, = k Jang 7 : Perumahan
Terkait Lingk Sinkronisasi, % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup ) Yok
er] ahmg UP | an Sinergi . Perumahan dan Kawasan Permukiman yang a s 90% g 2.000.000 12.500.03 lz.soo.og nz.sonAog 13.200.03 an Kawasar
E‘;t}:;anan dan | perencanaan P::t‘:i)a;nagunan diterima oleh Deputi T
3 Pembangunan % rancangan Perpres RPJMN lingkup
Permuliman Nasional Jangka Menengah Perumahagn danr}gawasan Permukiman yang - - - 95%
diterima oleh Deputi




Program/

Kegiatan

Sasaran
Strategi

Sasaran Program

(Outcome)/

Sasaran Kegiatan |
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. Indikator UKE II
embahasan)

% keelarsa program de

2023 |

- 2020

Alokasi {dalam ribu rupiah)

2021

sasaran RPJMN lingkup Perumahan dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Kawasan Permukiman
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Perumahan dan | 75% - - - 80%
Kawasan Permukiman
% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN /MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Perumahan dan Kawasan
Permukiman
% keselarasan anggaran output prioritas dalam
Rencana RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
Pembangunan koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek dalam RKP lingkup Perumahan dan Kawasan s i 5 ) &
(Tahunan) Permukiman
% Rancangan Perpres RKP lingkup Perumahan
dan Kawasan Permukiman yang diterima oleh 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Deputi :
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80 84 88 92 9%
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 83 23 87 '9 . _ :
. : ! g 91,9 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Perumahan dan Kawasan o o o o o
Efektivitas Pembangunan Permukiman s i ! £ £
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 [ 1.500.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Y% Y% % % %
Perumahan dan Kawasan Permukiman
e % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebjjakan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh K/L 8o sl Bkl g -
; Perencanaan : 87,9 | 90,9 | 939 | 96,9 100
Terwujudnya Pembangunan dan stakeholders pembangunan lxpgkup o o o o o
Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan (Program/{(e@'atan) 142.100.0 | 61.000.00 | 61.000.00 | 61.000.00 | 61.000.00
Nasional yang Kebiiakan [novasi | [20vasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- |/80- | 85-'| 90- [ 95- 00 0 0 o 0
Visioner Pemi)angunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 79,9 | 849 |1 899 | 949 100
lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman Yo % %o % %
yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya : % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perumahan
kinerja m?:r?izrwn dan Kawasan Permukiman yang sesuai dengan - - - 1300 1300
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku

Unit
Organisasi
Pelaksana




. appe .

yang bersih,

akuntabel, dan
profesional dan
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% peg lolaan realisasi anggaran lingkup

Perumahan dan Kawasan Permukiman

9% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang

92%

95%

didukung oleh sesuai dengan tugas dan fi i
kapabilitas SDM ' ! & T
Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan ale e |
dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas | 56.042.00 | 50.000.00 | 50.000.00 [ 50.000.00 | 51.042.00
Nasional ' i e e 0 0 0 0
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Perencanaan
Pembangunan  dan Pengembangan Proyek Infrastruktur - - - 90% -
Jangka Panjang Prioritas Nasional yang diterima oleh Deputi :
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Perencanaan dan Pengembangan Proyek i i 00% i
Infrastruktur Prioritas Nasional yang diterima 9
oleh Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perencanaan dan Pengembangan Proyek b : 95&,/
Infrastruktur Prioritas Nasional yang diterima I 20
. : Rencana : : ]
Terwujudnya Pésn b oleh Deputi Direktorat
Perencanaan Integrasi, J gu % keselarasan sasaran program RKP dengan i Perencanaan
. N angka Menengah : : - 1
pembangunan Sinkronisasi, sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan 75% | 80% | 85% | 90% | 95% A5
Terkait Lingkup | dan Sinergi Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas i ° i Sl mee Pengembang
Perencanaan Perencanaan Nasional | an Proyek
dan Pembangunan % keselarasan sasaran program Renstra K/L 10.602.00 | Infrastruktus
Pengembangan Nasional ‘dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan 759% b | " DU § DIREis || MIBS0AR | S Y Prioritas
Proyek -dan Pengembangan Proyek Infrastruktur i Nasional
Infrastruktur _Prioritas Nasional ah P
Prioritas ' % proyek Infrastruktur Nasional dalam : ' i
Nasional dokumen Renja K/L dan RKA K/L 75% | BOve | Bone | e | Bee
Rencana % Rancangan Perpres RKP lingkup Perencanaan e b Wl inag e
Pembangunan ' dan Pengembangan Proyek Infrastruktur 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek Prioritas Nasional yang diterima oleh Deputi ' T i
(Tahunan) % lokasi prioritas yang diakomodir dalam i i
koridor PN/MP sesuai dengan analisis wilayah/ = = - 90% | 95%
provinsi sesuai dengan arahan regional .
Terwujudnya afarusan Ml % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan ;
Efektivitas psm— ~evaluasi atas pelaksanaan rencana 80- 84- 88- a9- 96-
Pengendalian Py pembangunan lingkup Perencanaan dan 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan Pembangunan Pengembangan Proyck Infrastruktur Prioritas % % %o %o %o

Nasional

‘Nasional
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mendasi kebijakan pengendalian yang
d1jalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian

80-

dalam RKP lingkup Transportasi

s sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan B sl
Percepatan Kt bldan dalam RKP lingku 83,9 1 87,9:191,9 {1959} 100
Pembangunan sasaran selaoe/ 8 P - % % % % Yo
Perencanaan dan Pengembangan Proyek
T s DS S 24.681.08 20.79508 20_795.03 20,79508 20.795.og
Terwujudnya % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis L
Kebijakan Kebijakan Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L | 85- 88- 91- 94- 97-
Pembangunan Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100
Nasional yang Pembangunan Perencanaan dan Pengembangan Proyek %o %o %Yo Yo Yo
Visioner Infrastruktur Prioritas Nasional
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perencanaan
Terwujudnya dan Pengembangan Proyek Infrastruktur i i 100 100
kinerja Prioritas Nasional yang sesuai dengan ketentuan % %
Kementerian dan aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup
yang bersih, Irterail Perencanaan dan Pengembangan Proyek = - - 92% | 95%
akuntabel, dan Infrastruktur Prioritas Nasional
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Perencanaan dan Pengembangan Proyek i . _ 92% | 95%
kapabilitas SDM Infrastruktur Prioritas Nasional yang sesuai § °
dengan tugas dan fungsi : !
' Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi 16'000'08 40'700‘08 40'700'03. 40'790'08 i 4-2'000'08 :
g:;%a;lnagunan Yo rancangan “UU RPJPN lingkup Transportas1 i . : 90% -
: yang diterima oleh Deputi =
Jangka Panjang
% rancangan awal teknokrauk RPJ MN lmgkup i . | 00% g
Transportasi yang diterima oleh Depuu .
% rancangan Perpres RPJMN lingkup ol
Terwujudnya Rencana ) Transportasi yang diterima oleh Deputi i i 2 i i
Integrasi, Eembkaniundn ah | 70 keselarasan sasaran program RKP de_r_lgan -75(',/3 80% | 85% | 90% | 95% S
gigﬂgﬁngﬁi“an Sinkronisasi, angka Nenengall | sasaran RPIMN lingkup Transportasi 127 e b 9 o Direktorat
Terkait Lingkup | 0o Sinergl % keselarasan sasaran program Renstra K/L ko : ; 0u, | 2500000 | £000.000 | 8000.000 | 8000000 | 9.300.000 Transportasi
Transportasi Perencanaan dengan sasaran RPJMN lingkup Transportasi !
Pembangunan % keselarasan target output prioritas Renja K/L _
Nasional dengan output proyek prioritas RKP dalam i
Rencana Kkoridor PN /p MP atairl sais)saran sektor/bidang Ne o o L Sl POl L0
Pembangunan dalam RKP lingkup Transportasi :
Jangka Pendek % keselarasan anggaran output prioritas dalam
(Tahunan) RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- 81- 86- 91-
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
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Unit
Organisasi

Sasaran Program

: : Alokasi {dalam ribu rupiahj}
(OQutcome}/

Target

Program / Sasaran Indikato_rf'UKE 11

Stratesis L : 209 20 2020 ¢ L o 2 20 202 2023 o
. “.:.}xeglalan RnaLcps ; . Sasaran Kegiatan | = ; [_Ha‘-“f- Per T G 0“0 2021 2022 . 2024 2020 - -?Q%_‘ : dae L o ‘fr}”‘ Pelaksana
0, 4 8 iR
% Ra.ngangan Perpres RK.P lingkup Transportasi 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
yang diterima oleh Deputi :
% output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan - - - 90% | 95%
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*
{;ﬁmﬁsﬂ % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan | 80- 84- 88- 92- 96-
Terwujudnya Beiicatin evaluasi atas pelaksanaan rencana 83,9 | 87,9 1 919 | 959 100
1 1 0, 0, 0, 0, 0,
Efektivitas Pembangunan pembangunan lingkup Transportasi Yo %o Yo Yo Yo
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 1.700.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran /target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % % 9 0% Yo
Transportasi
£ % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan . : : = 85- 88- 91- 94- 97- _ B
Terwujudnya PRt erichikis Nasional/ Major Project yang dua.lgnkan oleh K/L 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 100 | 5.900.000 | 1485000 | 14.850.00 14.850.00 | 14.850.00
o dan stakeholders pembangunan lingkup 5 o 5 o a 0 0 Y Y
Kebijakan Pembangunan T ; Yo Yo Yo Yo Yo
Pembangunan ransportasi - = -
. % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Nasional yang = . i s 75- 80- 85- 90- 95- ~ B ~
o Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 14.850.00 | 14.850.00 | 14.850.00 | 14.850.00
Visioner 799 | 84,9 | 89,9 | 94,9 100 | 5.900.000
Pembangunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan o o o o o 0 0 0 0
lingkup Transportasi yang diterima oleh Deputi i i 2 i il
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Transportasi
Dl ; 100 100
kinerja yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang = v b o &
. Yo Yo
Kementerian berlaku i
PPN/ Bappenas Manajemen Yo pengclolaz_m realisasi anggaran lingkup i £ L 92% | 95%
yang bersih, Transportasi
akuntabel, dan Internsl
oo % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
profesional den Transportasi id tugas dan - - - 92% | 95%
didukung oleh - ipo asi yang sesuai dengan tug; o o
kapabilitas SDM g

1aan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan B |l 11,800,00 | 12,980,090 | 12,980,009 | 1298009 | 12,980,09
Pembangunan i e ; 0 0 0 0 0
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Alokasi :
Pembangunan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh - - - 90% - Direktorat
Jangka Panjang Deputi Alokasi
Perencanaan Fotraritiad % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup Pendanaan
Pembangunan I:tegrjalsl.i o Rencana Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima - - - 90% - Pembangune
Tcrkalg Lingiop Sinkroni;sasi Pembangunan fich, Deputi ] - 6,647,906 | 7,117,567 | 7,117,567 | 7,117,567 | 7,117,567 ¥
Alokasi 7 o % rancangan Perpres RPJMN lingkup Alokasi
dan Sinergi Jangka Menengah i il
Pendanaan P Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh - - - - 95%
erencanaan :
Pembangunan Deputi




Sasaran

Sasaran Program

{Outcome}/
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Indikator UKE I -

2020

Alokasi (dalam ribu rupiah)

Strategis Sasaran Keefatan [ (Hasil Pemb_ahzfs__a__n): o . 2021 2022 2023
Pembangunan % keselarasan alokasi pendanaan pada RKP 2 = < i) 5
Nasional dengan RPJMN yang diterima oleh Deputi ok | e | St B w0

% Alokasi bidang Dana Alokasi Khusus (DAK)
yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi
% Keselarasan muatan prioritas RKP dengan
RKA K/L lingkup Alokasi Pendanaan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Pembangunan yang diterima oleh Deputi
% Proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya
Rencana (untuk proyek prioritas yang bersifat 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Pembangunan kewilayahan)
Jangka Pendek % Penyelesaian Pagu Indikatif dan lampiran SB
(Tahunan) Pagu Indikatif dalam rangka RAPBN yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi .
% Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SB
Pagu Anggaran dalam rangka RAPBN yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
diterima oleh Deputi
% Rancangan Perpres RKP lingkup Alokasi
Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Deputi
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan 80- 84- 88- 92 96
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana " '
. : : 839 | 879 (919 | 959 | 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan a i = s
o Yo Yo Yo Yo %
Efektivitas Pembangunan Pembangunan
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendalian yang 905,882 | 1,047,883 | 1,047,883 | 1,047,883 | 1,047,883
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup % % % % Y%
Alokasi Pendanaan Pembangunan
" % Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Kebijakan / ; i o 85- 88- 91- 94- 97-
Terwujudnya Perencanaan Nasional/ Major Froject yang dljale}nkan oleh K/ L’ 879 1909 | 93,9 | 96,9 100 | 2,746,212 | 3,064,640 | 3,064,640 | 3,064,640 | 3,064,640
Kebiiak < W dan stakeholders pembangunan lingkup Alokasi o o o o o
cbyatan 8u Pendanaan Pembangunan A . g 2 2
Pembangunan . B =
: % Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Nasional yang .. 7 h : 75- 80- 85- 90- 95-
i Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
Visioner g ] 799 | 849 | 89,9 | 949 100
Pembangunan lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang o, o, o o o
diterima oleh Deputi Y e W # i
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Alokasi 100 100 1,500,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000
Kinerja Miialagien Pendanaan Pembangunan yang sesuai dengan - - - o o
Kementerian anajeme ketentuan dan aturan yang berlaku i i
Internal R ;
PPN/Bappenas % pengelolaan realisasi anggaran lingkup 92% | 95%
= () (+]

yang Bersih,

Alokasi Pendanaan Pembangunan

Unit
Organisasi
Pelaksana |
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Akuntabel dan o Pemenu Pimpi lingk okasi /
Profesional dan Pendanaan Pembangunan yang sesuau denga_n 2 - - 92% 5%
didukung oleh tugas dan fungsi e : : :
Kapabilitas SDM : o ] L 1 1
Sistem Informasi Jumlah sistem perencanaan pendanaan smm_te_ 31::3: Sl;fe _SI;tB sxslte
Pemerintahan pembangunan yang terintegrasi iifor P AL infor Lo
masi | masi | masi | masi | masi
Perencanaan Pembangunan B_ida;ig'Pendanaan Bilateral : @ 20.000.08 24.274.08 i 24‘274A03 ?4.274,08 24'274_'08
Rencana ; :
Pembangunarn % rancangan UQ RPJ PN lingkup P_endanaam b i i 90% I
: Bilateral yang diterima oleh Deputi
Jangka Panjang : i
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup i : i 0% |
Pendanaan Bilateral yang diterima oleh Deputl ' s
% rancangan Perpres RPJMN lingkup . | . | : 95%
R = Pendanaan Bilateral yang diterima oleh Deputl &
Pgrr;({)aangunan % Keselarasan bidang pada project pipeline Do e ;
y pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan R it e iy A
Terwu]u_dnya Jangka Menengah dengan priotitas dan/atau dengan Major Project 75 /o. S.O.A: 85% | 90% | 95%
Integrasi, RPJMN i T i
gmkg_)nlsa_si, % Keselarasan sasaran program Renstra K/L I i s i 90%
P(aaitan(lzrz;irfan mitra kerja dengan sasaran RPJMN i i
Pembangunan % Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang gl : 18.373.81 | 21.922.58 | 21.922.58 | 21.922.58 | 21.922.58
oangu digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% 9 3 3 3 3 [
Perencanaan Nasional Indilcatif b i ~ Direktorat
gt_a:lnbangu Hik R % keselarasan sasaran program Renja K/L e : .Penclanaan
1cang ereana mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L 1 m1tra : - - 85% | 90% | 95% '. Bllateral
Pendanaan Pembangunan kerja = i
Bilateral I]'[?;jﬁl::aie)ndd{ % keselarasan sasaran program Renja K /L mitra | H 850 v | 90% | os%
kerja dengan RKA mitra kerja | : e ¢
% Daftar kegiatan yang dmndaklanjutl oleh D :
Kementerian Keuangan untuk proses Loan 75% | 80% | 85% [ 90% | 95%
Agreement dalam rangka pembiayaan RKP : : .
Q, R i i
Yo eecsetionn Woman SR L 006 o | ) e ] o e
T 4 glfl‘::;nam Hagil pembangunan lingkup pendanaan bilateral dan 83}‘9 807/’9 9(}/’9 93/’9 1090
E;rgﬁl}]gdnya Re sanaan kredit ekspor terhadap proyek-proyek on-going: i o 2 2 2
P ; ‘”;213. P::;‘;Ef an % ketersediaan hasil analisis terhadap Bo-§ 84| B8 | 98- ] 96
Piggl;i:nguﬁ:n g pemantauan lapangan dan evaluasi proyek- 839 | 879|919 (959 100
1 3 g 0, 0, 0, 0,
Nasional £ prgyek pendangan bllatergl dan kredst euspol - o i = 2 i 626.181 851.417 851.417 851417 851.417
Kebijakan % rekomendasi pengendalian dan pelancaran - 80- 84- a8- |92 96-
Percepatan rencana kegiatan pendanaan bilateral yang 83,9 | 879 | 919 (959 | 100
Pembangunan ditindaklanjuti oleh K/L terkait : - % Yo . %o Yo %
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Indikator UKE 11
(Hasil Pe 'b'aha_stm}

% rekomendasi hasil telaah /analisis pendanan

Target

2020

; Alokasi (dalam ribu rupiah) -

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana |

bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh 75% | 80% | 89,9 | 94,9 | 100
Terwujudnya Deputi %o %o %
Kebijakan TR —— % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral 85- 90- 95- 200,000 s SRR e S
Pembangunan Pem%}angunan dan kredit ekspor yang diterima dan didukung 75% | 80% | 899 | 949 | 100
Nasional yang oleh stakeholders terkait % % %
Visioner % t : ¢ t 3 Pr 85- 90- 95-
IEELapmIL (asF- Poraiapad § rOGIAm 75% | 80% | 89,9 | 94,9 | 100 500,000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000
Compact II terhadap rencana kerja tahunan % % o
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pendanaan 100 100
kinerja Bilateral yang sesuai dengan ketentuan dan - - - o o
Kementerian aturan yang berlaku i °
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lingkup : o
yang bersih, mzta.:r?;men Pendanaan Bilateral i i i 92| Ao |
akuntabel, dan o f o P et Pinani finste
profesional dan % Pemenu an Dire impinan lingkup |
didukung oleh Pendanaap Bilateral yang sesuai dengan tugas - - - 92% | 95%
g .o dan fungsi
kapabilitas SDM &
Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan 6.918.835 | 7.264.777 | 7.628.016 | 8.009.416 | 8.400.887
Multilateral
lE}Zrl::I:)aaI::gunan ;\/:[) r]a.ﬁlncangalan uu dRPJ PN nn%kk;“l)j Penc!anaan " Y " 90% i
Jangka Panjang ultilateral yang diterima ole eputi
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pendanaan Multilateral yang diterima oleh - - - 90% -
Deputi
% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Rencana Pendanaan Multilateral yang diterima oleh - - - - 95%
Terwujudnya Pembangunan Deputi
Perencanaan Integrasi, Jangka Menengah | % keselarasan sasaran program RKP dengan = & a Direktorat
Pembangunan Sinkronisasi, sasaran RPJMN lingkup Pendanaan Multilateral 75% | B0 | BaYe | B0V 4 ey Pendanaan
Bidang dan Sinergi % Keselarasan sasaran program Renstra K/L 3.600.335 | 3.680.352 | 3.974.360 | 4.283.088 | 4.607.242 | Multilateral
Pendanaan Perencanaan dengan sasaran RPJMN lingkup Pendanaan 75% - - - 80%
Multilateral Pembangunan Multilateral
Nasional 9% Keselarasan kebijakan dan program yang ada
di CPS Mitra Pembangunan Multilateral dengan - - 85% | 90% | 95%
R sasaran RPJMN dan Renstra
P:rr:in?nagunan ‘:f: keselarasan target output pri(;{rlit;z aRlenja K/L
engan output proyek prioritas am 5 i
IITa;hgll::aif):ndek koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 5% |/ 8Ute [ 83% 1 HHe. |. Yom
dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral
% keselarasan anggaran output prioritas dalam 70- 76- 81- 86- 91-
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
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koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Pendanaan Multilateral

% Keselarasan rencana proyek pinjaman
multilateral dalam RKP periode berikutnya

£ 0, 0,
dengan rencana proyek pmjaman multxlatera] Gave | 0% | 9a%
dalam Green Book
% Keselarasan Daftar Kegiatan dengan rencana i o i
proyek pinjaman multilateral dalam Green Book. gawa | (90 | 900
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
R 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
. 919 | 95,9 100
Terwujudnya Rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman o, o o
Efektivitas Pembangunan luar negeri multilateral 5 2 i
Pengendalian Rekomendasi kebijakan pengendahan yang
Pembangunan Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 88- 92- 96-
Nasional Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan 919 | 959 | 100
0, 0,
Pembangunan giﬁ:ﬁﬁﬁ;ﬁ{ﬁﬁ:ﬁﬁ dalam RKP hngku p % A s 818,500 | 884.425 | 853647 | 026328 | 1.002.645
% Rekomendasi intervensi pendanaan 91- 94- 97-
multilateral yang dlbahas dalam [orum 93,9 | 96,9 | 100
kerjasama internasional % % %
Terwujudnya % Rekomendasi Kebijakan Penyelesma.n Isu 91- 94- 97-
Kebijakan Kebijakan Inovasi Strategis Pembangunan Nasional / Major Project 939 | 969 100
Pembangunan o ——— yang dijalankan K/L lingkup Pendanaa.n o o o
Nasional yang g1 Multilateral & i i
Visioner % Rekomendasi Kebgakan Inovasi . 85- 90- 95-
Pembangunan Nasional yang dij alankan K/L 89,9 | 949 100 500,000 500,000 600,000 600,000 600,000
lingkup Pendanaan Mululateral yang d1ter1rr1a
iaE % % %
oleh Depulti. e nan
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lmgkup Penda.naan 100 100
kinerja Multilateral yang sesuai dengan ketentuan dan - o o
Kementerian aturan yang berlaku P : g i
PPN/ Bappenas ; % pengelolaan realisasi anggaran lmgkup S ity
yang bersih, ?1{1 ?;%‘Zlmen Pendanaan Multilateral : : 3 92% 1.95%
akuntgxbel, s % Pemenuhan Direktif Punpman lmgkup
profesional dan
. Pendanaan Multilateral yang sesuai’ dengan - 92% | 95%
didukung oleh ¢ i
kapabilitas SDM MBS Sal ‘mg‘“’l
' };;iln;na;aﬁf;?ﬁ;ugﬁnm Bidang Pengembangan 3.674.112 | 3.790.000 | 3.790.000 | 3790.000 | 3700000 | Direktorat
Perencémaan Terwujudnya Rencana % rancangan UU RPJPN 11ngkup Pengembangan Pengembang
Pembangunan Integrasi, Pembangunan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh - 90% - 1.426.602 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | dan
Bidang Sinkronisasi, Jangka Panjang Deputi Socgnartl
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e L i . Pelaksan
Pengembangan dan Sinergi % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup Pembangun:
Pendanaan Perencanaan Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang i - - 90% - n
Pembangunan Pembangunan R diterima oleh Deputi G
Nasional CIEANn % rancangan Perpres RPJMN lingkup i
Pembangunan : : e
Jangka Menengah Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang - - - - 95%
8 diterima oleh Deputi b .
% Keselarasan muatan dokumen Rencana . i i e 2
Proyek KPBU dengan RPJMN 7_5 % | 80% | 85% | 90% | 95% _
Ez;%aar;a - % Rancangan Perpres RKP lingkup ' : i
gu Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang | 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Jangka Pendek Bl :
diterima oleh Deputi ! ;
(Tahunan)
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan ey Sl
) . 80- 84- | 88- 92- 96-
T - Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana 239 | 879 | 919 | 959 100
crwudiya Rencana pembangunan lingkup Pengembangan E i Sl ke
Efektivitas Yo Yo . % % %
: Pembangunan Pendanaan Pembangunan
Pengendalian % Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan ! ;
Pembangunan Kebyjsloun engendalian rencana embangunan nasional 80 | B ol LR 96~
Nasional Percepatan R i 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 | 100
Pembangunan ISR HENE gan pe % ol lmg Logp ol dgn
pembangunan
% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis : i
Kebijakan Nasional / Major Project yang dijalankan oleh 85- 88- 91- | 94- 97-
T ud Perencanaan K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkup 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100
Ke?’r_:i? nya Pembangunan Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang % %l ] %
Pe lgn - diterima oleh Deputi ot S j ' 500,000 | 500,000 500,000 | 500,000 | 500,000
Nzlgoiglgugnan % Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) e B T ' ' o ‘ '
Visioner yang Kebijakan Inovasi ‘Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- ‘80- | 85-:1 90- I O5-
Pem{)an nan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan 1799 | 84,9 | 89,91 949 100
gu lingkup Pengembangan Pendanaan % % %] % %
Pembangunan vang diterima oleh Deputi i i L ho
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup il fan
kinerja Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang i J ! 100 | 100
Kementerian sesuai dengan ketentuan dan aturan yang b
PPN/ Bappenas Manai berlaku T
: anajemen e T : —
yang bersih, F— % pengelolaan realisasi anggaran lingkup i i | 92% | 95%
akuntabel, dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan : e i
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup : T
didukung oleh Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang - = - 92% | 95%
kapabilitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi
Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan 11.500.00 | 11.550.00 | 12.127.50 | 12.733.87 | 13.370.56 | Direktorat
Pendanaan Pembangunan 9 0 ! S 9 | Perencanaan
Perencanaan Terwujudnya Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Perencanaan Pendanaan
Pembangunan Integrasi, Pembangunan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh - - = 90% - 6.575.000 | 6.528.750 | 7.005.188 | 7.505.447 | 8030719 | Pembanguna
Bidang Sinkronisasi, Jangka Panjang Deputi i n
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Sasaran Program
(Outcome)/
Sasaran Kegiatan

Alokasi (dalam ribu rupiahj

Unit
Organisasi
Pelaksana

Indikator UKE I
(Hasil Pembahasan)

Sasaran
Strategis

Program/
Kegiatan

2023 | 2021 2022 2023

Perencanaan
Pendanaan
Pembangunan

°/canga.n awal teknokratik RPJMN lingkup

dan Sinergi
Perencanaan Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang & = = 90% -
Pembangunan diterima oleh Deputi L
Nasional % rancangan Perpres RPJMN lingku
Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang - - - - 95%
Rencana diterima oleh Deputi
Pembangunan % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka
Jangka Menengah | menengah Pendanaan Dalam Negeri dengan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
RPJMN yang diterima oleh Deputi
% keselarasan Dokumen Perencanaan jangka
menengah Pendanaan Luar Negeri dengan 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
RPJMN yang diterima oleh Deputi
% Keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan o n i
DKDPDN dan RKP yang diterima oleh Deputi 7o% | 80% | 85% | 0% 1 900
% Keselarasan kegiatan dalam DRPPLN dengan 3 5 5 a
Rencana DRPLNAJM dan RKP yang diterima oleh Deputi | "7 | 80% | 85% | 90% | 95%
Pemb
ergka; I%Iel:ggk % Keselarasan kegiatan dalam DPP-SBSN
(Tahunan) dengan RPJMN, Renstra K/L dan RKP yang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
' diterima oleh Deputi
% keselarasan sasaran program dan kegiatan 1.925.000 | 2.021.250 | 2.122.313 | 2.228.428 | 2.339.850
Renja K/L dengan sasaran bidang RPJMN, RKP 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
lingkup Kesekretariatan Negara
Informasi Hasil % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
{ i 80- 84- 88- 92- 96-
Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan rencana
. 7 839 | 87.9 | 91,9 93,9 100
Terwujudnya Rencana pembangunan lingkup Perencanaan Pendanaan 5 2 =
S Yo Yo Yo % %
Efektivitas Pembangunan Pembangunan
P dali -
Pg;gtf:n gu!::n % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
Nasionad Kebijakan dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian 80- 84- 88- 92- 96-
Percepatan sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas dan 839 | 87,9 | 919 | 95,9 100
Pembangunan sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup %o % % % % NVVUIIOY | | R G— J— p—
Perencanaan Pendanaan Pembangunan = —— = — o
Terwujudnya Kebijakan o : i : 85- 88- 91~ .1194:9| .97~
Kebijakan Perencanaan s iy . e 879 | 900 | 939 | 89| 100
Pembangunan Pembangunan P gu yang P Yo Yo Y% Yo Yo
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tor UKETl
’embahasan)

% Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis

2022

Target

2000

Alokasi (dalam tibu rupiah)

2024

Visioner Nasional/ Major Project yang dijalankan oleh K/L 88.‘,5 -g 98(? "9 9931;) 964,99 ?(-)’ 6
dan stakeholders pembangunan lingkup ,%; °A; "A; “}o %
Perencanaan Pendanaan Pembangunan
% Rekomendasi inovasi pendanaan 8875 G 9808 9 9931;9 964:99 ?g(')
pembangunan yang diterima oleh Deputi QA; it "A: o/; % A
% Rekomendasi kebijakan (Program/Kegiatan)
Kebijakan Inovasi Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan 75- 80- 85- 90- 95-
Pembangunan oleh K/L dan stakeholders pembangunan 799 | 849 | 89,9 | 949 100
lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan % % %o % %o
yang diterima oleh Deputi
Terwujudnya % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perencanaan 100 100
kinerja Pendanaan Pembangunan yang sesuai dengan - = - o, %
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku
PRt/ Bappenas Manajemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup i
yang berail, Internal Perencanaan Pendanaan Pembangunan 2 i i et %
akuntabel, dan
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang & - - 92% | 95%

kapabilitas SDM

sesuai dengan tugas dan fungsi

Pemanta,Evalua, d : 10.000.00 | 14.800.00 14.300.00 14.800.00 | 14.800.00
Daerah 0 0 o] 0 0
Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Pemantauan,
Pembangunan Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan - - - 90% -
Jangka Panjang Daerah yang diterima oleh Deputi
% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
T ad Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian - - - 90% -
P t I etrwu judnya Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi
cLiaritatar, OO % rancangan Perpres RPJMN lingkup
Evaluasi, dan Sinkronisasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian - - - - 95%
Pengendalian dan Sinergi = i i et A ? | 3.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000
Rencana Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi
Pembangunan Perencanaan &
Diiecih Pembangunan Pembangunan % keselarasan sasaran program RKP dengan ! .
. Jangka Menengah | sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Nasional 3 :
dan Pengendalian Pembangunan Daerah
% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, 75% il i i 80%
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan ? D
Daerah

Unit
Organisast
Pelaksana

Direktorat
Pemantauan
Evaluasi,
dan
Pengendaliar
Pembangune
n Daerah
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[ _ee an target output prioritas Renja K/L

dengan output proyek prioritas RKP dalam

koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
Rencana dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan : ;
Pembangunan Pengendalian Pembangunan Daerah
Jangka Pendek % keselarasan anggaran output prioritas dalam o
(Tahunan) RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam 70- 76- g1- ac: | o1
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang 75% | 80% | 85% | 90% | 95%
dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan b i E ;! ?
Pengendalian Pembangunan Daerah
Informasi Hasil %-Kete_rlsediaan informasi hasil pemantauan dan
N — evaluasi atas pelaksanaan rencana ‘ 80- 84- 88- 92- 96-
Terwujudnya T —— pembangunan _lmgkup Pemantauan, Evaluasi, 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
o dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang % % Y% % %
Efektivitas Pembangunan ' ditarin leh D i
Pengendalian HeTima 0.eh L cpul. .
Pembangunan % Rekor?m:_ndasa kebij akan lingkup Pemantauan,
Nasional Kebijakan Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 80- 84- 88- 92- | 96-
i Percepatan Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan | 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 100
Pembangunan yang dikoordinasikan dengan K/L mitra dan % % % % %
iS00 ah Destan 4.000.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000
Terwujudnya % Rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu o o o R o
Kebijakan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional/ Major Project 85- 88- 91- | 94,9 | 97-
Pembangunan Perencanaan yang disampaikan kepada stakeholders 879 | 90,9 | 93,9 6,9 100
Nasional yang Pembangunan pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi, % % %o Y% %
Visioner dan Pengendalian Pembangunan Daerah i
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian ? : 100 | 100
kinerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan % %
Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku : i
PPN/ Bappenas |\ oiemen % pengelolaan realisasi anggaran lingkup T
yang bersih, Internal Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian - - - 92% | 95%
akuntabel, dan Pembangunan Daerah o i
profesional dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup !
didukung oleh Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian i i ! 929% | 05%
kapabilitas SDM Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas % i
dan fungsi Jen
gzrliirl}:lauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan . : & 0'_3_0_ 0.0.9” -1-0'100'08 10._000_.08 10_000.08 10.000.08 e
Pemantauan, Terwujudnya Rencana % rancangan UU RPJPN lingkup Pemantauan, Pememtguan
Evaluasi,dan Integrasi, Pembangunan Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan - - - 90% - Evaluas;l,d_an
Pengendalian Sinkronisasi, Jangka Panjang Sektoral yang diterima oleh Deputi 1.202.950 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 gengi;:ndahar
Pembangunan dan Sinergi % rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup it o 90% i neénekftigfal-lma
Sektoral Perencanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian




Program/

Kegiatan

Sasaran
Strategis

Pembangunan
Nasional

Sasaran Program
{Outcome}/

Sasaran Kegiatan

Rencana
Pembangunan

Jangka Menengah

; Pembangunan Sektoral yang diterima oleh
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Indikator UKE H
{Hasil Pembahasan)

Deputi

% rancangan Perpres RPJMN lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral yang diterima oleh
Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Sektoral

T75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Sektoral

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Sektoral

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Sektoral

70-
75%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

91-
95%

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Sektoral yang
diterima oleh Deputi :

96-
100
Yo

Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato
Presiden RI atas pelaksanaan rencana
pembangunan yang diterima Deputi

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

% Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Sektoral dalam rangka pencapaian
pembangunan sektoral yang dikoordinasikan
dengan K/L

839

88-
91,9

92-
95,9

96-
100
%o

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan

% Rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu
Strategis Pembangunan Nasional/Major Project
yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders
pembangunan lingkup Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Sektoral

91-
93,9
%o

94,9
6,9
%o

97-
100
%o

Alokasi (dalam ribu rupiahj

2021 2022 2023

Terwujudnya
kinerja

Manajemen
Internal

% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

100
Yo

100
%o

Unit
Ozganisasi
Pelaksana



Sasaran
Strategis

Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Sasaran Program

{Outcomae}/
Sasaran Kegiatan
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Indikator UKE II
{Hasil Pembahasanj

Pembangunan Sektoral yang sesuai dengan
ketentuan dan aturan yang berlaku

Alokasi (dalam ribu rupiah)

2021

2022

2023

2024

Unit
Organisasi
Pelaksana

% pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral

92%

95%

% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral yang sesuai dengan
tugas dan fungsi

929%

95%

Pengembangan Ke

bijakan dalam Lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

9.000.000

10.700.00
0

11.325.00
o

11.876.25
0

12.455.00
3

Pengembangan
Kebijakan dalam
Lingkup Sistem
dan Pelaporan
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pengendalian
Pembangunan

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang

% rancangan UU RPJPN lingkup Sistem dan
Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh
Deputi

90%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

% rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan yang diterima
oleh Deputi

90%

% rancangan Perpres RPJMN lingkup Sistem
dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh
Deputi

95%

% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan

5%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Sistem dan
Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan

75%

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

% keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan

75%

80%

85%

90%

95%

% keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan

70-
75%

76-
80%

81-
85%

86-
90%

91-
95%

2.000.000

2.200.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Direktorat
Sistem dan
Pelaporan
Pemantauan
Evaluasi,
dan
Pengendaliar
Pembanguna
n
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o Ketersediaan ‘hasil pemant

evaluasi atas pelaksanaan rencana ; 80- | 84- | 88- | 92- | 96-
Informasi Hasil pembangunan lingkup Sistem dan Prosedur - 83,9 | 87,9 | 91,9 | 959 100
Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian % % % % %
T _— Rencana Pembangunan yang diterima oleh Deputi
E?E:l”lt Ehye: Pembangunan - Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato 1 1
P * viia; Presiden RI atas pelaksanaan rencana - - - ok | e
Pznmgbe;n 1:1111 pembangunan yang diterima Deputi 0
Nagiorngtal | Kebijakan % Pelaksanaan sistem informasi pemantauan, B0 | B | BB: | 92- | ‘94
Percepatan evaluasi, dan pengendahan pembangunan 83,9 | 87,9 | 91,9 | 95,9 | 100
Pembangunan nasional %o % %o Yo %
Sistem /Regulasi % Pengembangan prosedur pemantauan 80- 84- 88- 92- 96-
P 5 'enda_lfaun ‘evaluasi, dan pengendahan pembangunan B39 | 879 [ 91,9 | 959 100
i nasional Yo % ) % Yo 5.025.000 6.155.063
Terwujudnya % Rekomendasi Penyelesalan Isu Strategxs
Kebijakan Kebijakan Nasional/ Major Project yang dI_]a.la.nkan oleh K/L 85- 88- 91- 94,9 97-
Pembangunan Perencanaan dan stakeholders pembangunan lingkup Sistem 87,9 | 90,9 | 93,9 6,9 100
Nasional yang Pembangunan dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan % %o Yo % %
Visioner Pengendalian Pembangunan
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Sistem dan
Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan : ! b 100 100
Pengendalian Pembangunan yang sesuai dengan Yo %
T i ketentuan dan aturan yang berlaku
Kfnl wucnysa Y P — % pengelolaan realisasi anggaran lingkup Sistem
K erjat ; Inter rJ1 al " ‘dan Prosedur Pemantauan, Eva.luas1 dan = - - 92% | 95%
pgﬁfg;nml Pengendalian Pembangunan
DRENAS % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Slstem
yang Bersih, Al Eeassdis g feiiin Evaluasi, d
Akuntabel, dan oReddr bematad B - - - | 92% | 95%
. Pengendalian Pembangunan yang sesuai dengan
Profesional dan
di tugas dan fungsi
idukung oleh
s % Penyusunan rekomendasn strategl Intcgra31
Kapabilitas SDM
Sistem Informasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
; lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, 75% | 80% | 85% | 90% | 95% 2.300.000 2.300.000
Pemerintahan
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan yang
diterima oleh Deputi L
Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan 10.500.00 10.500.00 | - :
- Pembangunan il ' 9| Direktorat
Terwujudnya Rencana % Rancangan UU RPJP lingkup Evaluasi dan Evaluasi dan
Evaluasi dan Integrasi, Pembangunan Pengendalian Penyusunan Perencanaan r - - 90% = Pengendaliar
Pengendalian Sinkronisasi, Jangka Panjang Pembangunan yang diterima oleh Deputi Penyusunan
Penyusunan dan Sinergi Rencan % Penyelesaian Dokumen Rancangan I 3 _ 100 i Perencanaan
Perencanaan Perencanaan - R Teknokratik RPJM yang diterima oleh Deputi Yo ‘Pembanguns
Pembangunan % g
Pembangunan Pembangunan % Penyelesaian Dokumen Rancangan RPJM 100 n
: Jangka Menengah oo : o - - -
Nasional yang diterima oleh Deputi Yo
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Sasaran ngram_ : - i ndikatﬁr UKE 1T :.. .‘ et o : ‘\Iolnm !_.i:iﬁl'd!.TI ribu rupiahj : .:.: . Unit

Program/

.1(939-1:?1;2’11__ : Sl_t‘r}tq_b_ &.i‘ffiitll:fc;'f? ega,ifz;;ﬁ _3:'5. i g ;i | Pembahasan) o & el f}:)’:‘i:l?:ir;:
% Penyelesaian Dokumen Rancangan Akhir : 100
RPJM yang diterima oleh Deputi i it i fi %
1 1 1
Jumlah pedoman penyusunan rencana yang Dok | Dok | Dok
diacu oleh stakeholders perencanaan g . ume | ume | ume
Rencana n n n
e :
ggg‘gbka;gggggk (f.:ti:'ﬁ zlgf’;’lage?)z?mcn Rancangan sz 7 ai - 1&0 1(200 1‘2:) 1300 5,250,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000
(Tahunan) % Penyelesaian Dokumen RKP yang diterima 100 100 100 100
oleh Deputi i % % % %
% Penyelesaian Dokumen Pemutakhiran RKP 100 100 100 100
yang diterima Deputi I % % % %
% Hasil informasi pengendalian perencanaan 84- 88- 92- 96-
Informasi Hasil pembangunan nasional yang diterima oleh - 879 | 919 | 959 100
Terwujudnya Pelaksanaan Deputi % % % %
Efektivitas Rencana Penyelesaian Rancangan Lampiran Pidato 1 1
Pengendalian Pembangunan Presiden RI atas pelaksanaan rencana - D - - 3.750.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000
i i ok | Dok
Pembangunan pembangunan yang diterima Deputi
Nasional Kebijakan [him ol e 2R BRae o

% Rekomendasi pengendalian perencanaan

ggggﬁiﬁunnan pembangunan nasional yang diterima sektor Il 8;7/;9 93/;9 9;;9 1%0
% Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Evaluasi dan

T it Pengendalian Penyusunan Perencanaan i i i 100 100

SIWUUCRYE Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan % %
llg:rzgral‘terian dan aturan yang berlaku
PPN/ Bappenas ‘ % pengcnlolaan realisasi anggaran lingkup

afie bersik Manajemen Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan - % i 92% | 95%
{a(kug tabel o Internal Perencanaan Pembangunan
pmfrelsiaorfal daann % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
didukung oleh Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan

kapabilitas SDM Perencanaan Pembmlgunan yang sesuai dengan - - - 92% | 95%
tugas dan fungsi

Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan 3.510.930 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000

Terwujudnya % Rekomendasi Hasil Analisis dan Harmonisasi

Kebijakan - Penyusunan Kebijakan dalam rangka Perumusan 85- 88=—1 91+ = 97- - Pu
Penyusunan Pembangunan Analisis Kebijakan | Penyelesaian Isu Strategis Nasional/ Major 87,9 | 90,9 | 93,9 | 96,9 | 100 Anafiastis

by ; ) SR : ) ;i ! 4 5 i3 i gy
Ana_l_lsxs Ng;lonal yang Analisis Kinerja Project yang akan dijalankan oleh Unit Kerja Yo Yo % Yo Yo SIS (NSRS OV R (— Kebijalsar
Kebijakan Visioner Eselon I dan 11 Aan. Kotk
Pembangunan Terwujudnya ; % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Analisis 2 s
c Manajemen 2§ aaa ; 100 100
Kinerja taterngl Kebijakan dan Kinerja yang sesuai dengan - - - % o,

Kementerian ketentuan dan aturan yang berlaku
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yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Program/ Sasaran A : Indikator UKE II A Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit
Kegiatan Strategis {Suteonel/ {Hasil Pembahasan) 2020 | 2021 | 2022 2023 | 2024 3020 2021 2022 0023 2024 Organisasi
: T Sasaran Kegiatan e g : el 2 B St & oo e g 0 Pelaksana
PPN/Bappenas % pengelolaan realisasi anggaran lingkup : E i 92% | 95%
yang Bersih, Analisis Kebijakan dan Kinerja i i
Akuntabel, dan % Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Profesional dan Analisis Kebijakan dan Kinerja yang sesuai - - - 92% | 95%
didukung oleh dengan tugas dan fungsi
apabiisas UM g:zlg;éi:?;ndan Indeks kepuasan koordinasi dalam penyiapan
g bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakan, 86 88 90 92 94
Evalunsi analisis kebijakan, dan analisis kinerja
Kebijakan Menteri ! J
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan 210.612.7 | 221.143.3 | 232.200.5 | 243.810.5 | 256.001.1
Pelatihan 56 2 o4 63 92 21
Terwujudnya % Perencana yang lulus uji kompetensi 60% | 65% | 70% | 75% | 80%
Integrasi, Penyelenggaraan
Sinkronisasi, dan % karyasiswa yang lulus pendidikan 65% | 70% | 75% | 80% | 85%
dan Sinergi Pengembangan
Perencanaan Pendidikan dan % peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus
Pembangunan Helatihan prfgrm pglatihan HTHS o 88% | 90% | 92% | 94% | 96%
Nasional
Perencanaan,
Terwujudnya E;ra]h;?nsll):nman % Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan
Kebijakan Kebig} et g Fungsional Perencana dan Pengembangan 75- 80- 85- 90- 95-
Pembangunan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang 79,9 | 849 | 89,9 | 949 | 100
Nasional vang Kapasitas Institusi dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja % % % % % Pusat
Visioner Perencana Pembangunan Pembinaan
Penyelenggaraan Perencanaan in
e Fembangunan 210.612.7 | 221.143.3 | 232.200.5 | 243.810.5 | 256.001.1 i’zﬁdldﬂ{an
e e prol . | | PR | anan
Pelatihan Fungsional Tingkat penerapan t.ran_sparansn dan standar Perencana
pelayanan dalam Pembinaan Jabatan
. Perencana dan : 70 75 80 85 90
Terwujudnya Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan
Kinstia Penyelenggaraan | pep gidikcan dan Pelatihan
Kemejmerian Pendidienn dan
Pelatihan
PN/ lgap p.;mas % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pusat
%ing ‘i:sl' 1(’1 Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana 100 100
OIS St yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang b i " Yo %
Profesional dan berlala
didukung oleh Manajemen s pr— T
Kapabilitas SDM | Internal ;zgﬁ)nﬁgl:lgfggggh&:;‘ g;‘ngglf;;‘;iﬁ:;fﬁ'r’ei‘;:i; : - | 92% | 95%
% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Pusat
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana - - - 92% | 95%




Program /

Kegiatan

Sasaran

Strategis

Sasaran Program
. (Outcome)/
Sasaran Kegiatan
Pembinaan
Jabatan
Fungsional
Perencana dan
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan
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Indikator UKE 11
(Hasil Pembahasan)

Tingkat kepuasan atas layanan pembinaan
jabatan fungsional perencana dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

86

88

90

92

94

2020

Alokasi {dalam ribu rupiah)

2021

2022

2023

Unit
Organisasi
Pelaksana

Perencanaan Pem

bangunan Nasional Lintas Bidang

58.816.62
6

92.873.28
1

95.961.15
1

99.203.42
1

102.607.7
98

Perencanaan
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidang

Perencanaan
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidang

03- Tersusunnya
Rekomendasi
Percepatan
Pembangunan
sesuai lingkup
Perencanaan
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidang

Indeks kepuasan layanan perencanaan,
organisasi, dan tata laksana

86

88

90

92

94

58.816.62
6

92.873.28
1

95.961.15
1

99.203.42
1

102.607.7
a8

Biro
Perencanaan
, Organisasi,
dan Tata
Laksana




Arah Kerangka Regulasi

dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Pengaturan kelembagaan

-140-

Matriks Kerangka Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan
- : Penelitian

Belum aya pengatuan kelembagaan

Unit Penanggungjawab

Biro Perencanaan, Organisasi

Unit Terkait/Instansi

1. Biro Hukum |

Target
Penyelesaian

2020

Kementerian PPN /Bappenas dan Tata Laksana
Pengaturan SOTK Berdasarkan analisis terhadap evaluasi Biro Perencanaan, Organisasi | 1. Biro Sumber Daya 2020
Bappenas kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi dan Tata Laksana Manusia

Bappenas yang masih belum terakomodasi 2. Biro Hukum

pada regulasi yang ada
Pengaturan koordinasi Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas | Biro Perencanaan, Organisasi | 1. Biro Umum 2021
penyusunan anggaran di lewat SOP yang diatur dalam dan Tata Laksana 2. IBKK
Internal Bappenas Persesmen/Kepsesmen untuk penguatan 3. IBAU

dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi 4. Biro Hukum

dan Tata Laksana, Inspektorat Bidang

Kinerja Kelembagaan, dan Inspektorat

Bidang Administrasi Umum dalam

pengendalian penyusunan perencanaan

dalam pengendalian penyusunan

perencanaan dan penganggaran yang

efektif dan efisien pada unit-unit kerja di

Kementerian PPN/Bappenas secara

holistik dan terintegratif
Pengaturan koordinasi Belum adanya regulasi yang mengatur Direktorat Alokasi 1. Biro Hukum 2021

dalam melakukan exercise
alokasi anggaran K/L
mitra dengan Direktorat

negosiasi alokasi anggaran K/L mitra
dengan Direktorat Alokasi Pendanaan
Pembangunan. Selain itu perlu juga
penajaman dalam proses koordinasi antara
Kedeputian Bidang Pendanaan

Pendanaan Pembangunan

2. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana




No

Arah Kerangka Regulasi

dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Alokasi Pendanaan
Pembangunan
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Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan
Penelitian

Pembangunan Kementerian
PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan
dan koordinasi antara Kedeputian
Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas
dengan direktorat sektor.

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/Instansi

Target
Penyelesaian

pendampingan dan
penguatan terhadap K/L
dan pemerintah daerah
terkait pencapaian
prioritas nasional

nasional yang didukung oleh Pemerintah
Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur
terkait dengan pendampingan dari
Kementerian PPN /Bappenas terhadap
daerah

Organisasi dan Tata Laksana
2. Kedeputian Bidang
Pengembangan Regional

5 | Pengaturan pengendalian | Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas | Kedeputian Bidang 1. Biro Perencanaan, 2021
RPJMN dan RKP lewat SOP yang diatur dalam peraturan Pemantauan, Evaluasi, dan Organisasi dan Tata
Menteri PPN dalam rangka sinergi antar Pengendalian Pembangunan Laksana
unit-unit kerja di Kementerian 2. Biro Hukum
PPN /Bappenas untuk pengendalian
RPJMN dan RKP terutama terkait dengan
isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, Major
Project secara holistik dan terintegratif.
Selain itu, diperlukan sinkronisasi data
sharing perencanaan dan penganggaran
serta realisasi belanja K/L
6 | Pengaturan SOP atau Belum adanya SOP atau panduan Pusat Analisis Kinerja dan 1. Biro Perencanaan, 2021
panduan perencanaan mengenai evidence base planning and Kebijakan Organisasi dan Tata
dan kebijakan policy Laksana
berdasarkan evidence 2. Biro Hukum
7 | Pengaturan tentang Untuk memastikan pencapaian prioritas 1. Biro Perencanaan, 1. Direktorat Sistem dan 2021

Prosedur Pendanaan
Pembangunan
2. Biro Hukum
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| Target

| dan/atau Kebutuhan Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan | Unit Penanggungjawab Unit it/Instansi el
il Regulasi " Pencliany il ] e L e
8 | Pengaturan tentang Perlu peraturan dan turunannya hingga 1. Biro Perencanaan, 1. Unit Kerja Sektoral 2021
pengembangan inovasi petunjuk teknis dan lapangan untuk Organisasi dan Tata Laksana | 2. Biro Hukum
kebijakan yang bersifat kebijakan yang bersifat lintas sektor 2. Pusat Analisis Kinerja dan
lintas sektor sesuai seperti isu penyandang disabilitas, Kebijakan
dengan prioritas nasional | keberlanjutusiaan, dan isu lainnya
9 | Revisi PP 39 Tahun 2006 | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah 1. Kedeputian Bidang 1. Biro Perencanaan, 2021
tentang Tata Cara, Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemantauan, Evaluasi, dan Organisasi dan Tata
Pengendalian, dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Laksana
Evaluasi Pelaksanaan Penganggaran Pembangunan Nasional 2. Direktorat Sistem dan 2. Biro Hukum
Rencana Pembangunan Prosedur Pendanaan
10 | Pengaturan juklak Belum ada peraturan yang mengatur Biro Perencanaan, Organisasi | 1. Biro Hukum 2022
penyusunan RKP sebagai | turunan dari Permen PPN/Bappenas dan Tata Laksana
tindak lanjut Permen Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak
PPN/ Bappenas Nomor 5 atau penanggung jawab pembuatan RKP
Tahun 2018 secara jelas
11 | Pengaturan koordinasi Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas | 1. Kedeputian Bidang 1.Biro Perencanaan, 2022
penyusunan anggaran lewat SOP dalam pengendalian Pemantauan, Evaluasi, dan Organisasi, dan Tata
dengan Kementerian penyusunan perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Laksana
Keuangan dan K/L penganggaran yang efektif dan efisien 2. Direktorat Sistem dan 2. Biro Hukum
lainnya untuk K/L secara holistik dan terintegratif. | Prosedur Pendanaan
Proses sinkronisasi diperlukan untuk
menjaga target-target prioritas nasional
yang sudah ditetapkan dalam RPJMN
2020-2024. Perlu segera disusun
peraturan yang menjadi acuan bagi para
penelaah Kementerian PPN/Bappenas
dalam menjaga konsistensi target prioritas
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nasional, utamanya pada saat
pelaksanaan anggaran. Karena saat ini,
peraturan yang ada masih terbatas pada
tataran perencanaan, sehingga ketika
proses pelaksanaan anggaran K/L,
Kementerian PPN/Bappenas tetap bisa
menjalankan perannya sebagai pengendali
pembangunan.

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/Instansi

Target

| Penyelesaian

12 | Pengaturan tentang Regulasi yang ada belum menyebutkan 1. Kedeputian Bidang 1. Biro Hukum 2022
sinkronisasi dan langsung mengenai kegiatan lintas Ekonomi 2. Biro Perencanaan,
sinergitas kebijakan Kemenko 2. Kedeputian Bidang Organisasi dan Tata
strategis nasional, serta Kemaritiman dan SDA Laksana
kegiatan lintas Kemenko 3. Kedeputian Bidang
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
4. Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan
Keamanan
13 | Pengaturan tentang Regulasi yang ada belum menjelaskan 1. Kedeputian Bidang 1. Biro Perencanaan, 2022

sinkronisasi kelembagaan
dan regulasi terkait
investasi publik yang
memadai

secara khusus terkait dengan investasi
publik

Pendanaan Pembangunan
2. Direktorat Kerja sama
Pemerintah-Swasta Rancang
Bangun

Organisasi dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum
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Unit Penanggungjawab

1. Kedeputian Bidang

Unit Terkait/Instansi

1. Biro Perencanaan,

Target

Penyelesaian

2022
1/2017 tentang Pedoman | pembangunan nasional yang selaras Pemantauan, Evaluasi, dan Organisasi dan Tata
Evaluasi Pembangunan dengan perkembangan pada Peraturan Pengendalian Pembangunan Laksana
Nasional dengan PP No. Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang | 2. Direktorat Sistem dan 2. Biro Hukum
17 Tahun 2017 Sinkronisasi Perencanaan dan Prosedur Pendanaan
Penganggaran Pembangunan Nasional
15 | Penyusunan UU tentang UU ini untuk mengakomodasi penyusunan | Biro Perencanaan, Organisasi | 1. Staf Ahli Menteri PPN 2023
RPJPN Tahun 2025-2045 | RPJPN Tahun 2020-2045 dan Tata Laksana Bidang Sinergi Ekonomi
dan Pembiayaan
2. Biro Hukum
16 | Penyusunan Penyesuaian | Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan Pusat Pembinaan, 1. Biro Perencanaan, 2023

Peraturan tentang
Pembinaan Jabatan
Fungsional Perencana

Fungsional Perencana dimaksudkan untuk
memenuhi tuntutan dinamika perubahan
yang ada serta menjamin kualifikasi dan
kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
sesuai dengan standar.

Pendidikan, dan Pelatihan
Perencanaan

Organisasi dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum
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No | ' dan/atau Kebutuhan Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Instansi :
j e s 1 Penyelesaian
. Regulasi Gy : - . _ ol
Evaluasi terhadap UU Perlu dilakukan pemilahan, penysunan, Biro Perencanaan, Organissi 1. Kedeputian Bidang

Penelitian

SPPN dan peraturan dan pembentuk_%m peraturan perundang- dan Tata Laksana Pemantauan, Evaluasi, dan
teknis yang telah ada dan | undangan yang diperlukan, dan Pengendalian
yang perlu diterbitkan mengutamakan pengawasan internal Pembangunan

sejauh mana implementasinya 2. Biro Hukum

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

-

P

RR. Rita Erawati
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